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GUHERNUR PAPUA BARAT,

bahwa  dalam  memberikan pelayanan kepada
masvarakat yang mempunyai [leksibilitas  atau
keleluasaan dalam pola keuangan daerah dengan
mencrapkan praktek bisnis  yang  schal untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakal tlanpa
mencari keuntungan serta dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2], Pasal 41
avat {2), pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tenlang Dadan Layanan
Umum Daerah pola tata kelola, rencana sirategis dan
standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertfimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurul b perlu menetapkan
Perafuran Gubermur tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dacrah

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana;

Undang-Undang WNomor S5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Havali Dan Ekosistemnya



2.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3299

Undang-Undang Numor 5 luhun 1990 tentang konserviasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran
Ncgara republik Indonesia Tahun 199 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomaor
32949),

Undang-Undang WNomor 45 Tahun 1999 ilenlang
Pembentukan Provinst Inan Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negura Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana  lelahh diubab dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahon 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (entang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten DPaniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
39604;

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) scbagaimana
telah beberapa kali diubah ferakhir dengan Undang-
Unidang Nomor 2 Tishun 2021 Tentang Perubahan Keduoa
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Monomi Khusus Bagi Provinsi Papua {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Hepublik

Indoresia Tahon 2004 Nomor 5, Tambaban Lembammn



Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sehagaimana
diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7
fahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 67 36);

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 ilenlang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2004 Nomor 118}, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sehagaimana felah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 fentang
Cipta Kerja {(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245], Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 6573);

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Nomeor 4739), schagaimana Iclah diubah
dengan Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2014 tenlang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahuan 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-FPulau
Kecil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Nomor H400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tlentang
Pelayanan Fublik {Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lenlang
Perlindungan dan Jengelolaan  Lingkungan  [idup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negaia Republik
Indonesia Nomor 5059 secbagaimana telab diubah
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 2415), Tambahan Lembaran Negans Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234] sebagaimana lelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tenlang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan aerah ({lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53587) schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahen 2020 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 243), Tambahan Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Nomor 6373);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tontang
M'engelolasn kKeuangan Badan  Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indenesia Nomor 4502] secbhagaimana iclah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2003 tentang Pengelolaan HKeuangan Badan
Layanan Umum (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomeor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya lkan [Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4779,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tenilang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembearan
Negara Republik Indonesia Nomor 0«41 );

Peraturan [Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tabhun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Bidang Kelautan dan  Perkanan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsta Nomor 6639);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produlk Hukum Dacrah (Berita
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
schagaimana telah diubah dengsn Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Merita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
47 (PERMEN-KI’/2016 tenlang Pemanfaatan Kawasan
Konscrvasi Perairan {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1891);

Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
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tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang
Dinas Dan Unil Pelaksana Teknis Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4351);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
ientang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 (enlang
MPengelolaan  Kawasan  Konservasi  (Berila Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor L 163);
Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tubun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(1terita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
30/ PERMEN-KP/2021 tentang Pengawasan Ruang Laul
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
T46):

Peraluran Dacrah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun
2016 lentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Dacrah [Lembaran Dacrah Provinsi Papua Barat Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Papua Baral Nomor 91};

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016
lentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016
Nomaor 41];

Pergturan Guhernur Papua Baral Nomor 19 Tahun 2019
tentang Unit Pelaksana  Teknis Dacrah Pengelolaan
Kawasan Konservasl Perairan Kaimana (Berita Dacrah
Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 19);
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Ummnam
Naerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan
Kawasan Koaservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Fulaa

Kecil di Provinsi Papua Barat (Berita Duaerab Provinsi



Papua Darat Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVAS| PERAIRAN KAIMANA.

EAEI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur inid vang dimaksud dengan:

5%
.

- L

n

o

Dacrah adalah Provinsi Papua I3arat.

Pemerintah Daerah adalah (fubernur sehagal unsur penyelenggara
Pemerintah Dacrabh Provinsi yang memimpin  pelaksanagn . urisan
pemerintaban yang menjadi kewenangan daerah olonom.

Gubernur adalah GGubernur Fapua Barat.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Jaerah Provinsi Papua Barat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinst Papua Baral yvang sclanguinya
discbut Dinas adalah Perangkal Daerah di Provinsi Papua Baral yang
berfungsi sebagai unsur pembantu GGubernur dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provins: Papua
Baral.

'ejabal Pengelola Keuangan Daerah yang selanjulnya disingkat PPKT)
adalah Kepala SKPKID vang mempunyval lugas melaksanakan pengelolaan
APRED dan bertfindak sehagai bendahars umum Dacrah.

Dadan Layanan Umum Dacrah yang sclanjuinya disingleat BLUD adalah
sistem  yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam
memberikan pelayanan kepada masvarakat vang mempunvai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan scbagal poengecualian dari ketentuan
pengelolasn dacrah pada umumnya.,

Praktik Bisnis Yang Schat adalah penyelenggarsan [ungsi organisasi
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berdasarkan  kaidab-kaidah manajemen yang baik dalam  rangka
pemberian layanan vang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan Kaimana Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Papua Baral sclanjutnya discbut BLUD UPTD Pengelolaan KKP
Kaimana adalah satuan unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi
Dacrah pada Dinas yang melaksanakan tugas teknis pelindungan,
pemanfaatan serta pelestarian Taman Wisata Perairan Buruway, Arguni,
Kaimana dan Teluk Etna di Kabupaten Kaimana serta Taman Pesisir Teluk
Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Kabupaten Fakfak, dengan
mencrapkan BLUD.

Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas
dan kcuangan BLUD dalam pembenan pelayanan.

Pemnimpin adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUL.

I’cjabal Kevangan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan
dan administrasi BLUD.

Pejabal Teknis adalah pojabal yang bertanggung jawab unluk urusan
teknis tertentu di BLUD.

Pegawai adalah Pegawal yang menyelenggarakan  kegialan  untuk
mendukung kinerja BLUD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebul Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawal pemeriniah dengan perjanjian
keria vang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi lugas
dalam suatu jabalan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyva disingkal PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawal ASN
secara tetap oleh pejabal pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnyva disinglal
PPPK adalsh warga negara Indonesia vang memenuhi syaral lerientu,
vang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan,

Tenaga Profesional Lainnya adalah warga negara Indoncsia yang bukan

Lerslatus ASN vang dipekerjakan sccura konlrak atau tetap sesuadl
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kebuluhan, prolesionalitas, kemampuan kenangan dan berdasarkan
prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
Pegawai Tetap adalah warga negara Indonesia yang felah memenuhi
persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serts menjalan
masa percobaan dan dipekerjakan olch BLUD UPTID tanpa jangka wakitu
tertentu.

Pegawal Hontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan
administrasi dan dinyvatakan lulus seleksi yang dipekerjakan oleh BLUD
dengan jangka waktu tertentu,

Kawasan Konservasi adalah kawasan vang mempunyai ciri khas tertentu
schagai satu kesatuan ekosistem vang dilindungi, dilestarikan, dan
dimanfaatkan sccara berkelanjutan.

Kawasan Konservasi Dacrah yang sclunjutnya disinglkal KKD adalah
Kawasan Konservasi yang terdin dan Taman Wisatsa Penoran Buruway,
Arguni, Kaimana, dan Teluk Ktna di Kabupaten Kaimana serta Taman
Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Kabupaten
Faklak.

Standard Pelayanan Minimal vang selanjutnya disingkat SPM adalah
spesifikasi leknis tentang tolok ukur layanan minimal vang diberikan oleh
BLUD kepads masvarakal.

Tata Kelola adalah peraturan dasar BLUD yang mengatur enlang
kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengeloliaan
Sumber Daya Manusia.

Formasi Pegawai adalah kebutuban tenasgs kerga dalam jumlab tertenta
vang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungs: BLUD.
Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium,
tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan fatau pensiun.
Gaji adalah imbalan finansial bersih yang ditenma setiap bulan oleh
pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD,

Rencana Strategis vang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima} tahunan.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD selanjutnya disingkat dengan RBA
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran fahunan yang
berisi program, keglatan, target kinerja dan anggaran BDLUD.

Dolkumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjuinya disingkal DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pemlhayaan yang
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digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk periode 5
(lirma) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnys masa
jabatan Kepala Dacrah.

Strategi  adalah  langkah berisikan  program  sebagai  prionitas
pembangunan Dacrab/ Perangkal Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka Kerja
uniuk menvelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis [acrah/Perangkal Daerah yvang dilaksanakan soccara
bertahap schagal penjabaran sirategl,

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya vang berisi satu atau lebih kegintan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapdi hasil vang terukur sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Pagal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubemur ind, melipuli pola tata

kelola.

(1]

(2]

(3]

BAB I
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujusan

Yisal 3
Pola Tata Eelola memuat:
a. kelembagaan;
b. proscdur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumberdaya manusia.
Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dimaksudkan
sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Laimana dalam upays
meningkatkan mutu layvanan terhadap pengelolaan KKTD.
Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertyjuan untuk:



(1)

(2]

(3]

1.

memaksimalkan  kinerja  pelayanan dengan acra meninghkatkan
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandinan dan
kewajaran agar UJPTD pengelolaan KKP Kaimana memiliki daya saing
yang kuat;

mendarong pengelolaan UPTD Pengelolaan KKP Kmmana  secars
profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan
kemandirian;

mendorong agar pengelolaan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam
membual kepulusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral
vang linggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan
yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial
lerhadap stakeholder (pemanglku kepentinganj; dan

meningkatkan kontribusi UPT) Pengelolaan KKP Kaimana dalam

memberikan pelayanan kepsda masyarakal.

Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan prinsip,

antara lain:

a. transparansi;

. akuntabilitas; dan
c. responsibilitas.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 4

Kelembagaan BLUD UPTD) Pengelolaan KKP Kaimana memual posisl

jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan

WIIWCTEATLE

Kelembagaan schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

membantu Dinas melaksanakan tugas teknis pelindungan, pemanfaatan

seria pelestarian Kawasan Konservasi dan sumber daya ikan di wilayah

Pengelolaan KK
Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin alas:

a.
b.

iz

.

Pejabat Pengclola;
Pegawai;
pembina; dan
PENgaAWaS.
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Stuktur kelembagasan scbhagaimana dimaksud pada ayat {(3) huraf a dan
huruf b, melaksanakan fungsi schagaimana tercantum dalam Peraturan
Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan
Konservasi Perairan Kaimana,

Struktur kelembagaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
talamn Tampiran T oyang merupakan bagian  tidak terpisahkan  dar

Peraturan Gubertiug: ing.

Paragral |
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 5
Sumber Daya Manusis BLUD tendin atas:
a. pejabal pengelola; dan
b, pegawal,
Pejabal pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurul a
terdiri atas:
4. pemimpin;
b. pejabal keuangan, dan

¢, pojatmsl teknis.

Masal 6

Pejabat Pengelola dan Pegawm schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3] huruf a hertangzungjawab terhadap kinerja umum  operasional,
pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keunagan BLUD dalam pemberian
lavanan.
Pegawal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b
menyelenggarakan keglatan wvmtuk mendukung kinerja BLUD UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana.
Pejabat pengelola dan pegawai 3LULY berasal dari:
a. pegawail negeri sipil; dan
b. pegawal pemerintah dengan perangian kera, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain
sebagaimana dimaksud pada avat (3] dar profesional lainnya.

Pengangkalan Pejabal Pengelola sebagaimana dimaksud pada avat (3]
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15

(9

(1

12

(3

(1

(2]

sesuai dengan kebutuhan prolesionalitas, kemampuan keuangan dan
berdasarkan efisiensi, ckonomis dan produktifitas dalam meningkatkan
pelayanan.

Pejabat Pengelola dan Pegawal yang berasal dari Tenaga Prolesional
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal dipekerjakan sccara
kontrak atau tetap.

Pejabat  Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya
schagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling
lama 5 {lima) tahun dan dapat dianghkat kembali untuk 1{satu) kali periode
mesa jabatan berikutnya.

Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling
tinggi berusia 60 (cnam puluh] tahun.

Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayal (4} dilaksanakan sesual dengan
jumlah dan komposisi vang telah disetujui PPRI.

Pasal 7
Pejabat Pengelola sehagaimana ditaksud pada Pasal 5 ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelolaan dan
pegawai schagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat {6), ayal (V) dan ayat
{9) herdasarkan komperensi dan kebutuban prakick bisnis yang sehat.
Kompetensi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengetahuan,
keahlan, ketrampilan, integritas kepemimpinan, pengalaman, dedikasi
dan sikap prilaku yvang diperlukan dan pelaksanaan tugas.

Pasal B

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat

berasal dari PNS, PPPK dan/ualau tenaga Profesional Lainnya.

Pemimpin schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a, memimpin, mengarahkan, membinga, mengawasi, mengendalikan dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP
Kaimana agar lebih efisicn dan produktif;

b. memimpin, mengarshkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KKP
Kaimana agar lebih efisicn dan produktif;
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¢, menyusun Renstrs;
menylapkan RBEA;

e, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada
CGubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menctapkan pejabal lainnya sesusl dengan kebutuhan BLUD UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan perudang-undangan;

g, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Pengelolaan
KKP Kaimana yvang dilakukan pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyvampaikan dan
mempertangegungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD
UPTD Pengelolaan KKI* Kaimana kepada Gubernur; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yvang ditetapkan oleh Gubernur sesual
dengan kewenangannys.

Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2] mempunyal fungs: schagal penanggung jawab umum operasional dan

keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

Pasal 9
Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
harang.
Dalam hal pemimpin scbagimana dimaksud pada ayvat (1) berasal dari
pegawal negeri sipil, pojabat keunagn ditunjuk scbhagal kuasa pengguna
anggaran /kuasa penguna barang.

Pasal 10
Pemimpin dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayal (2} dapat dibantu Pegawai, terdiri dani:
g. |lkoordinator teknis; dan
b koondinator komunikasi,
Koordinator teknis schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a bertugas
sebagai penyvedia basis data, pemantavan dun evaluasi kondisi biologi,
ekologi, sosial, ekonomi dan budays KKD.
Koordinator teknis sebugaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a dapat
dibantu Pegawail, terdiri dari:

a. staf teknis hin-ckologis; dan
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bh. staf teknis sosial, ekonomi dan budaya.

Koordinator komunikasi schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas sebagai hubungan masvarakat, penvedia data dan informasi
pengelolaan KK, pengelola website dan penyuiuhan,

Koordinator komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dapat
dibantu Pegawai, terdiri dari:

a.  staf admin website/ media sosial;

h. stal penjangkauan;

¢,  staf pengelolaan data dan informasi KKI); dan

d. staf promosi.

Koordinator leknis, koordinator komunikasi dan stal vang membantu
koordinator tecknis duan koordinator komunikasi schagimana dimaksud
pada avat (2), avat (3], ayal (4) dan ayat (5] dirckrutb scsual dengan
ketentuan dalam peraturan Gubernur ini, dan diangkat dengan Keputusan

Pemimpnn.

Pasal 11
Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurul b
hertugas:
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengoordinasikan penvusunan RBA;
menyiapkan DPA;
melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
menvelenggarakan pengelolaan kas;

melakukan pengelolann ulang, piutang dan investasi;

e o op o

mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah yang berada di bawah penguasaan BLUID UPTD Pengelolaan
KK Kaimana;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan berbasis
komputer sesuai ketentuan pengelolaan keuangan;

.  menvelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan Keuangan; dan

j. melaksanakan tugas lainnya vang ditetapkan Gubernur dan/atau

Pemimpin BLUD UPTD Pengclolaan KKEP Kaimana  sesuai
kewenanganny:.
Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada avat (1) berfungsi sebagai penanggung jawab administrasi dan
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keuangan BLUILD UPTD Pengelolaan KKP Kammana.

Prjabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pegawai,
terdiri dari:

4.  koordinator keuangan;

h.  koordinator administasi, kepegawaian dan logistilc; dan

¢.  koordinator penerapan tarif berupa koleksi kartu tarif jasa lingkungan.
Koordinator keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dibantu oleh:

a. akuntan;

b. bhendahara penerimsaan; dan

¢. bendahara pengehiaran,

Koordinator administrasi, kepegawaian dan logistik  scbagaimana
dimmaksud pada ayat (3} huruf b dibantu olch:

q. administrasi umum;

b. administrasi kepegawaian; dan

. loeistk,

Koordinator penerapan tarif sehagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf c
dibantu oleh Pegawai koleksi penerapan laril jasa konservasi.

Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
harus diyabat oleh PNS.

Pemimpin dapat melakukan perubahan jabatan Pegawal schagaimana
dimaksud pada avat (1] sampai dengan ayat [7) sesuai kebutuhan dan
ditetapkan dengan Kepulusan Pemimpin.

Pasal 12

Pejabat Tocknis sebagaimana dimaksud dalim Pasal 5 ayat (2) burul ¢

terdiri dari:

a. kepala seksi wilayah [ adalah Pejabal Teknis pada KKIY di perairan
Kabupaten Kaimana, melipuli Kawasan Konservasi Taman Wisata
Perairan Buruway, Taman Wisata Perairan Teluk Arguni, Taman
Wisala Perairan Kaimana dan Taman Wisala Perairan Teluk Etna; dan

b. kepala scksi wilavah II adalah Pejabat Tcknis pada KKD di perairan
dan pesisir Kabupaten Fakfak meliputi Kawasan Konservasi Taman
Pesisir Teluk Berau dan Taman Pesisir Teluk Nusalasi-Van Den Hosch.

Pejabat Teknis scbagaimana dimaksud pada ayal (1) diangkat oleh

Cubernur berdasarkan usulan Pemimpin melalui Kepala Dinas.
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*asai 13
Pejabat Teknis scbagaimana dimaksud dalam Pusal 12 ayat (1), bertugas:
a.  menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di
bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan icknis operasional dan pelayanan di
hidangnya:
c.  memimpin dan mengendalikan kegiatan  teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya;
d.  Tugas lainnya yang ditetapkan olch Gubernur dan/atau Pemimpin
aesual dengan kewenangannya,
Pejabat Teknis dalam melsksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} berfungsi sebagai penanggung jawab itcknis untuk
pengelolsan, pengawasan dan pengendalian di setiap wilayahnya,
Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatlan kualilas

sumberdaya manusia dan peninglaitan sumberdaya lainnya.

Pasal 14

Prjabat Teknis schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 aval (1], dibantu
oleh Pegawal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri dari:
a. asisten administrasi;

b. asisten logistik dan bahan bakar minyak;

. asisten monitoring sumber daya;

d. assten penyuluh KKI;

e, slal jaga laut; dan

f. kapten speedboat,

staf jaga laut scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf e dibantu oleh
asisten jaga laul.

Kapten speedboat schagamana dimaksud pada ayat (1) huruf { dibantu
nleh kru speedboat;

Tugas dan fungsi Pegawal schagaimana dimaksud pada ayat (1], ayal (2)
dan ayat (3) ditetapkan Pemimpin,

Pemimpin dapat melakukan perubahan dan/atau penambahat Pegawai
scbagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2) dan avat (3) sesuai

kebutuhan dan  ditetaplkan  dengan Keputusan  Pemimpin  setelah
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mendapatkan persetujuan dari PPKD,

Pasal 15

Pembina scbagnimuana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3] hurmf ¢
melaksanakan pembinaan lerhadap BLUD UPTD Pengelolaan KKP
Kaimana.

Pembinaan BLUD Pengelolaan KK Kaimana schagaimana dimaksud pada
ayal (1] dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 16
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (3] hurul d
melaksanakan pengawasat lerhadap BLUD UPTD Pengelobsan KKP
Kaimansa.
Pengawasan sebagaimatia dimaksud pada ayat (1) dilakssnakan sesuat

dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keliga
Prosedur kerja

Paasal 17

Prosedur kerja menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja
antar posisi jahatan dan fungsi dalam organisasi BLUD UUPTD Pengelolaan
KKF kaimana.
Prosedur kerja scbhagaimana dimaksud pada ayat {1} dituangkan dalam
standar operasi prosedur, meliputi:
a. penatausahaan keuangan,
h.  pembuatan prodluk komunibes:;
¢. hubungan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dengan media/

PELS,
d. pelaksanaan kegiatan kepada masyaraleat;

¢.  pengawasan  pembetlakuan taril  lavanan  pemeliharaan jasa
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lingkungan /konservasi;
f.  permohonuan pengecualiasn subyek taril layanan pemcliharaan jasa
lingkungan untuk mahasiswa yang melakukan penelitian akademik;
g. pengawasan Kartu tarif jasa lingkungan /konservasi
h. koleksi/penarikan tarif jasa lingkungan / konservasi;
i. pengelolaan aset;
j.  perjalanan dinas pegawal dan dewan pengawas;
k. kepegawaian;
.  penggunaan bahan bakar minyak
m. penggunaan bahan bakar minyak di tiazp sile;
n. permintaan dan penggunaan bahan bakar minyak di kantor;
0. administrasi surat masuk-surat keluar;
p.  penggunaan kendaraan darat dan Taut; dan
g. pelaksanaan monitoring pemaniaatan sumber daya.
S0P schagaimana dimaksud pada ayat (2] diusulkan olch pelaksana
kegiatan sesuai kebutuhan, dan ditetapkan oleh Pemimpin dan/atau
Kepala Dinas.
S0P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada pihak
yvang herkepentingan haik internal maupun eksternal BLUD UPTD
Pengelolaan KKF Kaimana.
SOT sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilaksanakan scsual tugas dan
fungsi masing-masing, dan dilakukan evaluasi seccara berkala untuk

perbaikan dan/atau pembuatan S0P yang haru.

Hagilan Keempat
Pengelompokan Fungsi

Pasal 18
Pengelompokan fungsi dalam organisasi BLUD UPTD Pengrlolaan KKP
Kaimana memuoal pembagian, melipul:
a. fungsi pelayanan; dan
h. M[ngsi pendukung.
Fungsi pelavanan sebagaimana  dimaksud pada ayal (1) hurof a
dilaksanakan oleh penangguig jawab dan pelaksana kegiatan, sebagal
berilkut:

a. pelayanan perizinan dan pemanfaatan KK,



h. upava penyvadariahuan kepada masvarakaf;
c. program kemitraan dan jejaring pengeloiaan KK dan
d. pemantauvan pemanfaatan KKI) secara berkala.

(3] Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b berupa
fungsi penyelenggaraan administrasi yang dilaksanakan oleh sub bagian
tatsn usaha meliputi kegiatan, schagan benkul:

a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
b.  penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan

c. penyelenggaraan pengelolaan barang.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sumber Dayva Manusia

Pasal 19
{1) Pengelolaan Pegawal diarahkan uniuk memenuhi kebutuhan organisasi
BLULD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dan menjalankan fungsi pelayanan
dan fungsi pendukung,
(2] Pengelolaan Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi:
A, UTENCANAAn Pegdawl;
bh. [lormasidan rekritmen pegawai;
c. kompelensi pegawai;
d. penempatan pegawal;

e, sislem Remunerasi;

f.  jenjang karier;
g. pengembangan sumber daya manusia; dan
h. pemberhentian atau permuotusan hubungan kerja.

Paragraf 1

Perencanaan Pegawai

Pasal 20
Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat {2) hurala
merupakan proses untuk memprediksi kondisi dan kebuluhan jumiah PNS,
PPPK dan Tenaga Profesional, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang
diinginkan, yang dilaksanakan melalul analisis beban keda.
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Paragraf 2
Formasi dan RBekrutmen Pegawai

Pasal 21
Pemimpin wajib membuat kajian kebutuhan untuk formasi Pegawai.
Penyvusunan kajian kebutuhan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mempoertimbeangloan:
#. jenis dan sifat pekerjaan;
bh. kemampuan pendapatan;
. sarana dan prasarana vang tersedia; dan
d. uraian dan peta jabatan,
Formasi pegawal sebagaimana dimaksud pada avat (1} untuk calon
Pegawai, I1"°K dan Tenaga Profesional harus mendapat persetujuan
PPKD.

Pasal 22
Rekrutmen Pegawai sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 avat (2) huruf
I mengacu pada formasi Pegawai schagaimana dimaksud dalam Pasal 21
avat (2], dan ditujukan untuk memenuhi kebumthan organisasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPTT Pengelolaan KKT* Kaimana.
Dalam pengisian formasi Pegawai schagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah tidak berkewajiban mengangkat pegawai BLUD UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana dari kalangan PPPE dan Tenaga Profesional
menjadi PNS.
Rekrutmen pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai
PPPK dan Tenaga Profesional dan/atau Pegawai Profesional Lainnya
dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
4. pola reloutmen; dan
b. kompetensi sumber daya manusis.
Pols  rekrutmen  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3] huruf a
dilaksanakan dan diletapkan dengan Keputusan Pemimpin sclelah
kebutuhan formasi Pegawai mendapat persetujuan PPED.
Pemimpin dapat membentuk tim penerimaan  yang berasal dari
profesional dan/atau bekerja sama dengan lembaga prolessional untuk
melaksanakan pola rekrutrmen sehagaimana dimaksud pada ayar (3).
Pola rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a dan
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pembentukan Um scbagaimana dimaksud pada avat [5) untuk

penerimaan Pegawal vang herasal dari Pegawai non PNS dan /atau Tenaga

Prolesional Lainnya, dengan cara:

4. penyampaian pengumuman lerbukas

br. penerimaan lamaran;

¢, proses seleksi meliputi administrasi, tes kompetensi dasar, tes
keschatan, tes psikologi, dan tes kemampuan khusus sesuai
kebutuhan, wawancara dan penentuan; dan

d. pengumuman penerimaan dilakukan secara terbuka.

Dalam  hal rekrutmen  Pegawai vang berasal dari Pegawai  ASN,

penempalan pejabal struktural, penggajian, jenjang karir, pembinaan

dan pemberhentian mengacu pada ketentuan peraturan perundang

unduangan tentang Aparatur Sipil Negara dan/atau kebijakan umum yvang

ditetapkan olch Gubernur.

Kebijakan rekrutmen scbagasimana dimaksud pada avat (7], kepala UPTD

selaku Pemimpin BLUID UPTTY Pengelolaan KKP Kaimana harus

berkoordinsi dengan Kepala Dinas untuk diajukan kepada kepala badan

kepegawalan Dacrah.

Pegawai BLUD UPTI} Pengelolaan KKP Kaimana vang berasal dazi

kalangan profesional lainnya diangkat dengan Koeputusan Pemimpin

setelah mendapat persetujuan dan PPKILD,

Dalam hal kebutuhan dan/fatau permintaan dari peneliti, sekolah,

perguruan lnggl danfatau pihak sejenis, Pemimpin BLUD UPTD

Pengelolaan KKP Kaimana dapat menerima tenaga magang bagi siswa dan

mahasiswa yang melakukan praklek kerja atau prakiek lapangan dan

sejenisnya pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana,

Paragrafl 3

Kompetensi Pegawai

Pasal 23
Kompetensi untuk rekrutmen Pegawai didasarkan pada formasi Pegawai
schagaimana dimaksud dalam Pasal 19 avat (2] huruf ¢, dan
dilaksanakan sesuai kelenlyan peraturan perundang-undangan tentang
standar kompetensi kerja khusus dan standar kompetensi kerja nasional

Indonesia.



(2]

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rekrutmen

Pegawai yang diarahkan uniuk mendukung efektifitas pengelolaan KKIJ,

melipati;

a. Jabatan sclaku Permimpin BLUD UPFTD, dengan kompetensi sebagai
berikut:

1. pendidikan minimal 51 di hidang kelautan dan perkanan dan
badang lain yang sesu@ dengan pelayanan BLUD UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana;

2, memilki pengalaman dan kemampuan uniik memimpin,
mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan
mengevaluasi penyelenggaraan sualu unit kerja;

3. memiliki kemampuan komunikasi baik lsan dan lertulis yang,
baik termasuk kemampuan membina hubungasn batk dengan
para pemangku kepentingan;

4. memiliki minimal sertifikasi kompetensi dasar pengelola
kawasan konservasi vang dilelapkan oleh olonlas seriifikas
kompetensi;

memahami Henstra sebagal acuan kegialan dan peningkatan

‘ILH

kinerja BLUD UFTD Pengelolaan KKP Kaimana;

6.  memiliki kemampuan dalam perencanaan program pengelolaan
Kawasan Konservasi terinasuk kemampuan membust rencang
strategis lima tahunan dan rencana tahunan; dan

7.  memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan suatu unit
keria.

b, Jabatan sclaiku Pojabal Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
dengan kompetensi:

1. pendidikan minimal S0  bidang ckonomi, akuntansi,
manajemen, administrasi umum, atau  administrasi
pemerintahan;

2. memiliki pengetahusn fontang perencanasn | AngEAran,
pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber dayva manusia;

3. memahami Fenstra DBLUD UPTL Pengelolaan KKP Kaimana
yvang akan digunakan scbagai dasar dalam perencanaan dan
pelaksanaan program;

4, memihikl pengetahouan dasar tentang konservas secars umum

dan KKD secara khusus:



metniliki kemampuan komunikasi baik lisan dan tertulis yvang
baik termasuk kemarmnmpuan membina hubungan bak dengan
para pemangku kepentingan dan kepada anggota tim lain; dan
mermiliki pengalaman dan kemampuan mengelola kKeuangan

dan melaporkannya sesual dengan standar akuntansi.

Jabatan selaku Pejabat Tcknis/Kepala Seksi Wilayah, dengan

kompetensi:

E:

pendidikan minimal 51 di bidang kelautan dan perikanan dan
bidang Iain yang sesuai dengan pelayanan BLUOD UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana;

memiliki pengalaman dun kemampuan untuk memirmpin, dan
mengawasi tim kerja;

memiliki kemampuan komunikasi baik lisan dan  teriuolis
termasuk kemampuan membina hubungan baik dengan para
pemangku kepentingan dan kepada anggota tim lain;

memiliki minimal sertifikasi kompetensi dasar pengelola
Kawasan Konservasi vang ditetapkan oleh Dinas atau
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

memahami Renstra schagai acuan kegiatan dan peningkatan
kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KK Kaimana; dan

memiliki pengalaman dan kemampuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, ovaluas dan pembelajaran program

pengelolaan Kawasan Konservasi.

Jabatan selaku koordinator, dengan kompelenst

1.

memilika kemampuan dasar/umuam, meliputi:

al pendidikan minimal S3MA/SMK scderajat;

bl  memiliki minimal sertifikat  dasar-dasar  pengelolaan
Kawasan Konservasi yang dikeluarkan oleh instansi terkaal;

¢) memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun tulisan;

d} memiliki kemampuan memimpin perternuan di
masyarikat;

¢} memibk pengetabuan dasae leonlang KKIL;

f]  memiliki kemampuan pengelolaan pesisir dan pulau-putau
kecil; dan

g menguasal kompuler minimal menggunakan browser



ifernel, email, mengetik dan penguasaan  komputer

berbasis MS Office.

kemampuan khusus, melipuli:

al

b)

)

uniuk  penyuluh memiliki - sertilikal  penyuluhan,
pengelolaan konflik, hsilitasi, dan/atau pengembangan
ckonomi  masyarakat terkail pengelolaan Kawasan
Ronservasi;

untuk pengawas/jaga laut memiliki sertifikal tentang
pengawasan  Rawasan Konservasi  dan/atan memiliki
sertifikat S8K3  jasa penegakan hukoem di Kawasan
Konscrvasi;

untuk bidang teknis memiliki kemampuan Dberenang,
sertifikat enumerator dan/atau sertifikat selam SCUBA,
memiliki kompelensi tentang monitoring sumberdaya
dan/atau biologi, ekologi, sosial, ekonomi dan budaya
sesuai SKKNI yang berlalog;

untuk hbidang komunikasi memiliki pengalaman dan
kompetensi pengelolaan website, sosial media, Rrowdeccge:
management, branding, promosi dan/atau sertifikat SK3
tentang  jasa  pendidikan  masyvarakal Jdi Kawasan
Konservasi; dan

untuk pemantaatan jasa lingkungan memiliki sertifikat SK3
Lentang jasa pengelolaan perikanan, dan jasa pengelolaan

pariwisata di Kawasan Konservasi.

¢. Jabatan selaku Pegawal I'ungsional Pendukung, dengan kompelensi:

X,

administrasi, kepegawaian dan logistik, meliputi:

)

[3]]

¢}

pendidikan 123 administrasi  kesekretariatan atau T3
arministrasi hisnis;

memiliki kemampuan dasar pengarsipan, pembukuan,
mengelik, komputer, dan surat menyurat; dan

memiliki kemampuan khusus perencanaan logistik,

pengadaan barang, payroell, dan aluran kepegawaian.

keuangan, meliputi:

3l
by

pendidikan D3 akuntansi;
memiliki kemampuan dasar pembukuan keuangan dan
pembuatan laporan kelangan; darn
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(1)

¢l  mermliki kemampuan khusus memahami RBA.
3. Kapten speedboat, meliputi:

a] memiliki kKemampuan dasar mengoperasikan  dan
mengendalikan speedboql, memahami mesin  speedboat,
MAmpu mereparasi ringan mesin speedboat; dan

b]  memiliki kemampuan khusus mengetahui kondisi perairan
setempat, dan mampu membaca peta dan menggunakan
R

Pasal 24
Pegawal yang berasal dari kalangan profesional lainnya scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayart (9), dilclapkan dengan status:
a. Pegawai Telap prolesional; dan
b. Pegawai Kontrak profesional,
Pengangkalun Pegawal sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Pernimpin.
Pengawal yang diangkal olch Pemmimpin sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} harus menandatangani kontrak kerja.
Bentuk konirak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Pemimpin paling kurang terdini dari:
1. nama;
b.  jenis kelamin;
. langgal lahir;
alanzlk;
status perkawinan;
pendidikan terakhir;

Jjabatan atau jenis pekerjaan;

= I

lokasi pekerjaan;

[=h
'

uraian tugas;

besaran upah dan cara pembayarannya; dan

e

hak dan kewajiban pegawai.

Pasal 25
Pegawai Tetap profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {1)
huruf a dipekerjakan lunpa batas waktu terlenlu atau sccara permanen,

kecuali diberhentikan akibal sanksi dan/atan sesual dengan ketentuan



[
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(&)

(1]

(]

(3]

(1}

peraturan perundang undangan dan/atau akibat kebijakan Daerah,
Pegawai Tetap profesional sebagaimana dimaksud pada ayvatl (1) dapat
diangkat dari Pegawai Kontrak alau dengan mckanisme rekrutmen
Pegawal baru.

Calon Pegawai Tetap profesional vang memenuhi persyaratan ditetapkan
sehagai calon Pegawai dengan Keputusan Pemimpin.

Calon Pegawai schagaimana dimaksud pada avat (3) wajib menjalani
masa percobaan paling lamea 3 (tiga) bulan.

Calon Pegawan sebagaimeana dimaksud pada avat (1) dan Pemimpin dapat
saling mengakhirl hubungan kerja tanpa kompensasi apapun selama
masa percobaan.

Calon pegawai sebagaimana dimaksud pada avat {4) dan avat (5] yang
lelah melewati masa percobaan dapal diangkat menjadi Pegawail Tetap

prolesional.

Pasal 26
Pegawai Kontrak profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1] hurut b, dipekerjakan dengan jangka wakilu tertentu sesual naskah
perjanjian kerja atau kontrak.
Pegawal Kontruk profesional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapar
diangkal menjadi Pegawai Tetap profesional oleh Pemimpin setelah
mendapat persetujuan dari PPRED, dan sclelah dievaluasi memenuhi
syaral rekrutmen Pegawsi.
Pemenuhan syaral sebagaimeana dimaksud pada ayar (2], melipuati:
a. telah melalui masa 1 (satu) kali konfrak dengan jangka wakiu paling
lama 2 [dual tahun;
b, telah melslul perpanjangan kontrak dengan jangka waktu paling
lama 1 [satu) tahun; dan
¢.  telah melalol pembaruan perjanjian kontrak dengan jangka wakiu

paling lama 2 (dua) tahun,

Pusal 27
Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana berhak:
4. mendapat Eemunerasi;
b. mendapat cuti tahunan; dan

¢. mendapat jaminan  sosial scsual dengan ketentuan peraturan
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(4]

perundang-undangan.

Pegawai vang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak berhak

mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat pA:

Pegawai  yvang berasal dari kalangan  profesional  lainnva yang

diberhentikan dengan hormal, dengan lidak hormat atau dengan

pembebasan  tugas sementara, berhak mendapatkan  hak-hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b dan huruf ¢, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai yang berasal dari kalangan profesional lainnya sebagaimansa

dimaksud pada ayat {3) yang mendapat pembebasan tugas sementara

tidak berhak mendapatkan remunerasi sebagaimana dimaksud pada fayar

(1) huruf a, namun BLUD UPTD lPengelolaan KKP Kaimana telap

memberikan  bantuan untuk  keluarga pegawai  yang  mendapal

pembebasan tugas scmentara sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari

upah minimum Provinsi untuk jangka waktu sclima 3 {tiga) bulan sctelah

Keputusan pemberhentiannya ditetapkan.

Pegawai BLUL UPTD Pengelolaun KK Kaimana wajib:

a. menjunjung tinggl dan setia kepada Pancasila, Undang Undang
Dasar 1945;

b. menjaga persaluan dan kesaluan Negara Kesaluan Republik
Indonesia;

¢. bertugas secara profesional, jujur dan adil dalam melaksanakan
gas dan kewajibannya sehari-hard;

d. mnetral dan tidak diskriminatif serta menjaga kekompakan dan kerja
sama dalam melaksanakan tugasnya;

€. - menaali semua peraturan perundang undangan:

. meclaksanakan lugass kedinasan vang dipercayakan dengan penuh
pengabdian, kesadaran dan bertangpung jawals;

g memaluhi dan menjalankan peraluran tata tertib lain yang
ditetapkan Pemimpin BLUD;

h. tidak melakukan kegiatan dan/atau hal Isin di luar tugas dan
kewenangannya yang berpotensi merugikan dan/atau Menganggu
keberlangsungan organisasi, tugas dan fungsi BLUD; dan

i.  menyimpan rahasia jabatan.
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Paragral 4

Penempatan Pegawai

DPaasal 28
Pemimpin dapat melakukan penempatan dan/atau pemindahan tugas
Pegawad  dengan alasan ferteniu seperti mutasi, promosi  dengan
Keputusan Demimpin.
Penempatin danfalau pemindaban Pegawal scbagaimana  dimaksud
pada ayat (1] dilakukan berdasarkan kompetensi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 berupa pengetabuan, keabhan, keterampilan, mmtegnitas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap  perilaku yang
dipetlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai kebutuhan praktik
bisnis vang sehal.
Penempatan dan/atan pemindaban Pegawal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] untuk Pegawal PPPR dan Tenags Profesional Lamnya
ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin,

Paragraf 5

Romunerasi

Pasal 29
Sistem Remunerasi selngaimana dimaksad dalam Pasal 19 ayat (2) hurol
¢ diberikun sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kemampuian
profesional.
Remunerasi schagaimana dimaksud pada ayvat {1) merupakan imbalkan
kerja yvang dibenkan dalam komponen, meliputi:
a.  gaji;
. tunjangan telap;

—

¢. insentif;

d. bonus;

€. pesangon; dan

[. pensiun;

Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksod pada ayat (2) sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Ketentuan mengenai sistem Remuncrasi sehagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan GGubernur.
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Paragral 6

Jenjang Karier dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawead

Pasal 30

Dalam rangka melaksanakan jenjang karier Pegawal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 aval (2) hurul [, Pemimpin mengusulkan

persyaratan jabatan dan proscs seleksi untuk jabatan lerlenlu sesuai
dengan kebutuhan BLUD UPTD Pengelolaan KKI' Kaimana kepada

Gubernur melalui Kepala Dinas.

Usulan persyaratan dan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayatl

(1), Pemimpin mengusulkan program pengembangan sumber daya

manusia Pegawai strukiural dan fungsional secara transparan untuk

menjalankan  stralegi dan pengembangan  program  BLUL UPTD

Pengelolaan KKP Kaimana.

Program pengembangan sumber daya manusia Pegawal sebagaimana

dimaksud pada ayal (2} diarahkan untuk memenuhi rasio dan kualifikas

dalam rangka mendukung pelavanan kepada masyarakal.

Program pengembangan sumber daya manusia Pegawai scbagaimana

dimalksud pada ayat {2}, dapal berupa:

a. melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga
lainnya dalam rangka memenuhi kompetensi dan kapasitas pegawai
sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

bh. mengembangkan Pegawai yang potensial ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.

¢, merintis  kegiatan  yang mengarah kepada  pengembangan
kemampuan Pegawai baik melalui kegiatan penelitinn, kegialan
ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, bimbingan
teknis, penulisan bulku, studi banding, dan lain-lain.

d. meningkatkan standar pendidikan tenaga adminisiratif yang

polensial, terutama ke jenjang selingkart diploma tiga dan sarjana.

aragraf 7

Pendidikan Jdan Pelatihan Pegawad

Pasal 31
Untuk efektifitas dan kclancaran pelavanan, tugas dan fungsi BLUD



1]

3

[4]

UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, didukung Pegawai vang memilild
kompetensi dan kemampuan dalam bidang tugasnya.

Untuk meningkatkan kompetenst dan kemampuan Pegawal scbagaimana
dimaksud pada avat (1] dilakukan pendidikan dan pelaliban,

Pemimpin  melakukan  kajian dan membuat rencana  kebuiuhan
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayatl (2} seliap
tahun scsuad kebutuhan pengembangan BLUD UPTD DPengelolaan KKP
Kaiman:.

Pendidikan dan pelatiban sebagaimana dimaksud pada ayal (2} dapat
dilakukan secara internal maupun dengan cara mmengikulkan i tempat
pendidikan dan  pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan
pendanaan BLUD UPTD Pengelolaan KKFP Kaimana.

Paragraf 8

Masa Kerja dan Pensiun

Prasal 32

Masa kerja Pegawai yvang berasal dari kalangan Profesional Lainnya dihitung

mulai pertama kali Pegawai yang bersanghkutan bekerja pada DLUD UPTD

Pengeclolaan KK Kaimana,

11

(2)

(1

Pasal 33
Butas usia pensiun Pegawal Telap prolesional pada BLUD UPTD
Pengelolaan KKP? Kaimata:
a. 60 (enam puluh} tahun uniuk Pegawai Teknis; dan
b. 60 {enam puluh} tahun untuk Pegawai Administrasi.
Kriteria penelapan Pegawal teknis dan administratil ditetapkan dengan

Keputusan Pemimpan.

Paragraf 9
Sanlkesi dan Permmberhentian

Pasal 31
Sanksi dapat diberikan kepada PNS, PPPK dan Tenaga Profesional

Lainnys.
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Sanksi kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai ASN.

Sunksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapal diberikan kepada

PPPK dan Tenaga Profvsional Lainnya yang melakukan pelanggaran

berat, meliputi;

a.  memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;

b. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam
lingkungan kerja;

¢, melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan kerja;

d. melakukan tindak kejahatan;

e. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau
mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, rekan kerja di dalam
dan fatau di luar lingkungan kerja;

f  membujuk Pimpinan, rckan kerja dan/alau orang lain untuk
melainilan perbuatan yang bertentangan dengan hukum,

¢, mencemarkan nama baik Pimpinan, rekan kerja dan BLUD UPT
Pengelolaan KREP Kaimana;

h. menerima  suap, komisi, hadiah atau gratifikasi  dan/atau
menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/alau
pihak Laimn;

i Udak masuk kerja sclama 5 (lima) hari berturut turul tanpa
keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukli yang sah
dan telah dipanggil sccara patut dan Lertulis;

j.  menggunakan fasilitas BLUD UPTD Pengelolaan KKDP Kaimana untuk

usaha lain dan/atau kepentingan pribadi baik di dalam maupun di
luar jam kerja tanpa izin pejabal yang berwenang,

k. hekerja di tempat lain lanpa izin Pemimpin;

. memiliki usaha vang berientangan atau berkonflik kepentingan
dengan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana; dan/atau

m. dinyatakan bersalah dan dihukum lebih dari 5 (lima) tahun
berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
totap.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat herupa teguran lisan,

teguran lertulis, pembebasan tugas sementara, dan pemberhentian atau

pemutusan hubungan kerja.

Sanksi schagaimana dimaksud pada ayat (4) dapar diberikan berjenjang
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()

melalui surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan/fatau tidak harus
dilakukan berjenjung, disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran
vang dilakukan,

Paragraf 12
Pemberhentian alau Pemuiusan Hubungan Kera

Pasal 35

Pemberhentian atau pemulusan hubungan kerja schagaimana dimalksud

dalam Pasal 19 ayat (2) hurul h, antara BLUD UPTD Pengelolaan KKP

kaimana dan Pegawal, dilakukan karena:

4. diberhentikan dengan hormat: dan

h.  diberhentikan dengan tidak hormat.

Femberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a, antara lain:

a.  meninggal dunis;

h. atas permintaan sendiri:

C. mencapai batas usia pensiun:

d. berakhimmya perjanjian kerja waktu tertentu;

¢.  sakit berkepanjangan lebih dar 12 (dua belas) bulan terus menerus
yang dibuktikan dengan keterangan yang sah dari  dokter
pemerintah;

[. dalam masa percobsan; dan

g adanya penyederhanasuan organisasi  sesuai dengan  peratinran
perundang-undangan.

Pemberhentian sebagaimana dimsksud pada avat (1) huruf b, antara lain:

a.  melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bertujuan menguh:h
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau terlibat dalam gernkan atau melakukan kegiatan
yang mencntang negara dan pemncrintah;

b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan kelenluan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan hukum telap, karena melakukan
suatu tndak pidana kejahatan vang ada maupun tidak ada
hubungannya dengan jahatan

Pemberhentian Pegawai akibat batas  usia pensiun  schagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikal:



4. batas usia pensiun bagi PNS yvung ditugaskan secara penuh sesuai
peraturan perundang-undangan;

b. bagi Pegawal yang memiliki Keahlian tertentu yang dibutuhkan
BLUL UPTI) Pengelolaan KKP Kaimana, dapat diperpanjang sctiap
tahun sesuai kebutuhan;

(2] keahlian tertentu  sebagaimana dimalksud pada ayal {4) huruf b
diterrtukan olch Pemimpin;

()  Dalam hal terjadi penyvederhanaan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2] hurul g, pemberhentian Pegawal dengan Keputusan
Pemimpin;

(7] Setap proscs pemberhentian atau  pemutussn hubungan  kerja
dilaksanakan  berpedoman pada  kKeleniuan peraturan  perundang-
undangan vang lerkail kepegawaian dan ketenagakerjaan.

(8] Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat
dibcrhentikan  dengan hormat, dengan tidak hormat atan dengan
pembebasan tugas sementara, dan akan diberikan haknya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Keuangan

Pasal 36
I’engelolaan Keunangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dilaksanakan
sesual dengan Peraturan Gubernur Papua Baral Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan BLUL UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan,
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Provinsi Papua Barat dan ketentuan peraluran

perundang-undangan.

Pagal 37
Pengelolaan Hibah BLUD UI'TD Pengelolaan KKP Kaimana dilaksanakan sesusi
dengan Peraturan Gubernur Papus Baratbomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan BLUID UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Baral dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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KETENTUAN PENLITUT

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua

Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada Ganggal 18 Mo 2022
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
PALLLIS WATERPALY

Diundanglkan di Manolowarn:
pada tangeal 18 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINGT PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHIUN 2022 NOMOR 21

Sulinan scsual denga

Pit. Kepaly Biro H

aslinya
kum,

Dorsinta K.1. Hutabagal, 3.H., M.M.
PEMBINA TK
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Fi. GUBERNUR PAPUA BARAT,
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LAMPIRAN 11

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAI UNIT PELAKSANA TEEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
RONSERVASI PERAIRAN KAIMANA

RENCANA STRATEGIS
BLULY UFTTY PENGELOLAAN KEKP KAIMANA

TAHUN 2021-2022

AL I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Delakang

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan vang dilindungi,
dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber dava
ikan dan lingkungannyva secara berkelanjutan. Bagi Kemenlerian kelautan dan
Perikanan (KK pengembangan kawasan konservasi perairan bekerja sama
dengan Pemerintah Dacrah ini telah menjadi Program Nasional yang dinilai
penting dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan sumber dayva kelautan
dan periltanan herkelanjutan. Pengembangan Kawasan Konscervasi Perairan ind
menjadi salah satu indikator kinerja KKP dalam Sasaran Strategis ke 3 (88 3)
mengenai Sumber Dava Kelautan dan Perikanan Derkelanjutan, direncanakan
luas kawasan konservast perairan dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi
26,90 juta ha pada tahun 2024,

Menteri Kelautan dan Perikanan (MEP) telah menetapksn delapan
kawasan konservasi dacrah di Provinsi Papua DBarat, diantaranya kawasan
konscrvasi di Kabupaten kaimana yvang ditetapkan dengan Eepulusan MEP
Nomor 25/KEPMEN KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway,
Arguni, Kaitmana, Teluk Etna, dan Perairan Sclalarnya Th Provins: Papua Barat,
Sclain itu, telah ditctapkan pula Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau
Recil i Kabupaten Faklsk melslul Keputusan MKP Nemor 79/KEPMEN-
KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Keeil Teluk
Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch, terlihat pada Gambar 1,

Keanekaragaman hayali perairan Kaimana-bFakfak didukung olch posisi
oseanografi, geologi, dan biogeografi vang berada pada kawasan Segitiga
Terumbu Karang [Coral Trinngle}, dibuni oleh 605 spesies karang zooxanthellae,
dengan 66% spesics dan lolal spesics dengan keanekaragaman  spesies
sebanvak 75,72% dari total spesies vang ada di seluruh perairan dunia. Perairan
Kabupaten Kaimana mencmpati posisit kedua setelabh perairan Kabupaten Eaja
Amnpal, sebanyak 471 spesies koral dengan keragaman jenis karang di wilayah
ini lekih dari setengah karang dunia, yvaitu sebesar 58,953%. Keragaman jenis
ikan karang di Kaimana Falkfuk dilaporkan Erdmann sebanyak 1.059 spesies
dengasn perseniase mencapai 24 05% dar lolal ikan karang di wilayah Indo-
Pacific region (sebanyak 4 100 spesices), Ekspedisi Langeurm Kaimana 2010
menemukan jenis Ikan Buta Goa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan



temuan-temuan jenis jenis ikan dan kchidupan liar lainniva dalam ekspedisi
selanjuinya,

Survei di tahun 2006, biomassa ikan di wilayah Kaimana-Faklak ini,

kKhususnya berbagai jenis ikan untuk keperluan konsumsi dan komersial
adalah 234 ton/km®. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara
Thailand yang hanya mencapai 174 ton/km, Sclain itu polensi wisata bahari
lergolong menjanjikan di perairmn Kaimana-Fakiak, antara lain untuok
menyelam, trecking, rirta, serta melihat karst dan pantai pasir putih,
Polensi ini bukanlah tanpa ancaman, karena sedimentasi dar  darat,
penambangan  pasic dan  karang, penangkapan  ikan secara  destrukiif
menggunakan bom dan sianida, penggunaan kompresor, serla penggunaan
Jaring rawai {longline) sehingga cenderung terjadi penangkapan yang berlebihan.
Selain ilu, masih terjadi penangkapan hiu sccara berlebihan untuk keperluan
komersial.

Memiliki berbagai potensi maupun berbagai ancaman, maka diperlukan

scbuah pengaluran yang lerarah dan rencana yang jelas agar pengelolaan dan
pengembangan kawasan konservasi di Kabupaten Kaimana dan Fakfak tersebut
dapal dicapai secara baik dalam kurun waktu vang ditetapkan.,
Unluk mengelola kawasan konservasi di kedua perairan kabupaten tersehut di
alas, Pemerintah Provinsi Papua Barat membeniuk Unit Pengelola Teknis
Daerah (UPTD) Pengelokiin KKP Kaimana melalui Peraturan Gubernur No. 19
Tabun 2019 tentang Unil Pelaksana Tcknis Daerah (UPTD}  Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan (KKP} Kaimana. UPTD ini mempunyai wewenang
mengelola dua Taman Pesisir di Kabupalen Fakfak dan 4 Taman Wisata
Perairan di Kabupaten Kaimana. Mempertimbangkan karakteristik tugas, lungsi
UPTD Pengelolaan KKEP Kaimana maka perlu ruang dalam  pengelolaan
kenangan yang lebih fleksibel dan mandiri. Berdasarkan Pasal 30 ayat 2
Permendagri 79 Tahun 2018 poin ¢, UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapat
mencrapkan Badan Layanan Umum Dacrah. Dalam kaitan itu, penerapan
BLUD pada UPTD Pengelolaan KKFP Kaimana ditetapkan dengan Keputusan
Gubermur Nomeor 523 /207 /10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Petietapan
Penerapan Badan Layanan Umum Daergh Unit Pelaksana Teknis Dacrah
Pengelolaan Kawas:an Konscrvasi Perairan Kaimana Pada Dinas Kelauian dan
Perikanan Provinsi Papua Barat.

Kehadiran BLUD UPTD Pengelolaan KK Kaimana ini diharapk:an mampu
mengelola kawasan konservasi dimaksud serta melindungi dan melestarikan
potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, vang memberikan dampak untuk
peningkatan perckonomian masvarakal. Agar pengelolaan BLUD secara
maksimal dan efekiif, UPTD Pengelolaan KKP Kaimana perlu menyusun
Hencana Strategis.

1.2. Pengertian Rencana Strategis BLUD

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daersh, discbutkan rencana sirategis
BLUID adalah perencanaan 5 {limaj tahunan vang disusun untuk menjelaskan
strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber dava
dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

BLUL UFTD Pengelolzan KKP Kaimana yvang baru ditetapkan pada tahun
2021 dalam penyusunan Rensira-Nya, mengacu pada RPIMD Provinsi Papua
Baral tahun 2017 2022 dan Renstra Dinas tahun 2017-2022, schingga Renstra



BLUIY ini hanya memuat perencanaan 2 {dua) tahun vakni 202 1-2022 scsuai
periode RPJMD dan Renstra Dinas.

Rensira BLUL UPT1) Pengelolaan KKP Kaimana memuat antara lain:
rencana pengembangan layanan,
slrategi dan arah kebijakan;
rencana program dan kegiatan; dan
rencana keuangan.

A

1.3, Tujuan Penyusunan Rencana Strategi BLUD

Kenstra ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan
operasional BLUD UPTI) Pengelolaan KKI° Kaimana dalam melaksanakan tugas
dan fungsi pokoknya schagai pengelola Kawasan Konservasi Dacrah  di
Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Faklak., Periode perencanaantiva
disesuaikan dengan masa berlaku, visi dan misi RPJMD, dan Rensira Thnas,
schingga arahan kebjjakan dalam RPJMD dan Renstra Dinas dapat
diimplementasikan melalui program dan kegiatan di bidang konservasi perairan
pada UUPTTY imi.

.4, Dasar Hukum Rencana Stratcgis

Dasar hukum untuk menyusun Renstra ini, adalah:

1. Undung-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan Ekosistcmnya;

2. Undang Undang Nomor 45 Tahun 19949 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong schagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000 (entang Perubahan
Alas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentikan Provinsi
Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Darat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Jan Kota Sorong;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Hagi

Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahsan Kedua Atas

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Qtonomi Khusus DBugi

Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomeor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

lelah diubah dengan  Unudang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor | Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilagah Pesisir Dan Mulau-Pulau Kecil;

7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

). UIndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

o
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Momaor Y Tahun 2015 fentang Perubahan kKedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tohun 2014 tenlang Pemerinlahan Dacrah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabhun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layvanan Umum schagaimana felah diobah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentiang Perubahan Atas Peratunim
Pemernntah Nomor 23 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomaor 58 Tahun 20035 tentang Pengelolaan Kenangan
Daerah;

I’eraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konscrvasi Sumber
Dayva Tkarn;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tala Cara Pengadasn
Pinjarman Luar Negerl Dan Pencerimaan Hibah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang libah Daerah;
Peraturan Pemerninial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayvanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
lGidang Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PME.Q010/ 2006 tentang Tata Cara
Pemberian 1libah Kcpada Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Banfuan Sosial Yang Bersumber Dar Anggarm
Pendapalan Dan Belana Daerah sebagaimana telah heberapa kali dinbah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 20138
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri DDalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 Tenlang Pedoman Pemberian Hibah Dan Banluan Sosial Yang
DGersumber Darl Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomer 80 Tahun 2015 tenfang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menlern Dalam Negerni Nomor 80 Tahon 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerab;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 /FERMEN-KFP/2016

tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

. Peraturan Menteri Dalaun Negeri Nomor 12 Tahun 2017 lenlang Pedoman

Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis
Dacrah;

TPersturan Meniteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daerah;

Persturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri kKelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN KI'/2021
tentang Pengawasan Huang Laut;

Peraturan Dacrah Provins Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangleat Daerah;

Peraturan Gubernur Papua Daral Nomor 41 Tahun 2016 lentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Thinas Daerah;



32 Peraturan Gubernur Papua DBaral Nomor 19 Tahun 2019 lentang Unil
Pelaksana Teknis Daecrah Pengelolaan Kawasan Konscrvasi Perairan
Kaimearnig; dan

33. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dacrah
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di
Provinsi Papua Baral,

1.5. Perubahan Kencana Sirategis

Rencana Strategis ini akan direvisi apabila terjadi perubsihan terhadap
peraturan perundang-undangan vang terlait dengan rencana  strategis
sehagaimana discbutkan diatas, serta disesuaikan dengan tugas, tungsi,
tanggung jawab, dan kewenangan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana scrta
perubahan lingkungan sirategls.

1 6. Sistematilka Penulisan

Sistemalika penyusunan Hensira inl, adalak:
Bab 1. Pendahuluan
Bab 2. Gambaran Umum Peliavanan
2.1. Gambaran Umum UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
2.2, Gambaran BLUD UPTD Pengelolaan KK Kaimana
2.3. Kinerja Pelayanan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
[Bab 3. Permasalahan dan 1su Strategis
Bab 4. Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kelajakan
Dab 5. Rencana Slrategis
Bab &, Penutup
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Gambar 1. Kawasan Konservasi Dacrah Kaimana-Fakfak

di Provinsi Papua Barat



BAR Il
GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1, Gambaran Umum UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

Tugas pokok UPTD Pengelolaan KKP Kaimana sebagaimana Peraturan
bernur Fapua Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tenting Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, membantu Kepala
Dinas dalam melaksonakan tugas teknis pelindungan, pemanlaatm serta
pelestarian wilayah pengelolaan kawasan Konservasi perairan Kaimana di
Rabupalen Kaimana dan wilayvah pengelolaan kawasan konscrvasi Taman
Pesisir Fakfalk di Kabupaten Fakfak, sedangkan fungsi UPTD, sebagai berikut:
d. pemyusunan rencana dan program kerja UPTD;

b. pelaksanaan administrasi umutn meliputi ketatalaksanaan, keusngan,
kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;

€. penyiapan bahan dan petunjuk leknis serta prosedur perlindungan
pemanlsatan dan perairan konscrvasi:

d. pelaksanaan perlindungan terhadap habital dan Jenis ikan serta biota
lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan di Kaimana dan Taman Pesisir di
Falcfale:

¢. pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

f. perlindungan terhadap alummn zonasi di Kowasan Konservasi Perairan
Kaimana dan Taman Pesisir Faklak;

2. pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber dava perlindungan
pada Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak:

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan
di Kawasan Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfak:

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas duan
fungsi UPTD;

j- pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan [ungi kepada Kepala 1Yinas secars
berkala;, dan

k. pelaksanaan [ungsi lainnya yvang diberikan Kepala Dinas,

Substansi layanan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah pengelolaan
KKD} di perairan Kabupaten Kaimana dan Vakfak, Dentulk layanan yang
diberikan discsuaikan dengan slandar pelayanan minimal (SPM), adalah:
layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi:
layanan pengawasan dan pemantauan pemanfastan Kawasan Konservasi:
layanan kemitraan dan pemberdayaan masyvarakai: dan
layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi pelindungan, pelestarian
dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan.

a0 @p

Pelayanan tersebut diberikan dengsn mengacu pada Rencana Zonasi
kawasan Konscrvasi yang felah ditctapkan. Zonasi Kawasan Konservasi adalah
batas-batas lungsional di Kawasan Konservasi yang ditctapkan sesuai dengan
potensi sumber daya hayati, nonhayati, dan sosial budaya beserta daya dukung
linglungan. Zunasi Kawasan Konservasi secars umum meliputi zona inti yang
ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap targel konscrvasi, zona
pemanfaatan lerbatas vang ditujukan untuk kegiatan perkanan dan pariwisata
secara berkelanjutan, serta sona lain sesuai peruntukan kawasan, Zonasi TWP
di Kabupaten Kaimana dengan luasan total luas 499.804,13 ha, meliputi:

4. Zona int dengan luas 18.189,34 ha dikenal dengan “dacrah tabungan ikan®
alal “sasi tetap” atau *sasi lelubhuar®



b. Zona pemanfaatan dengan luas 62,674,90 ha dikenal schagai “zona
pemanfaatan terbatas® atau “zona pemanfaatan pariwisata”

Zona perikanan herkelanjulan dengan luas 416.034,09 ha; dan

Zona lainnyva dengan Iuas 2_.305,80 ha.

g 0

Zonasi Taman Pesisir di Kabupaten Faklak dengan luas 346.807 .87 ha,
mmelipuli;

a. Zona inti dengan luas 30,029 91 ha;

h. Zoma pemanfaatan terbatas dengan [uas 304.74 1,49 ha, yang meliputi:

1] subzona wisata dengan luas 39.615,11 ha;

2] subzona perikanan tradisional dengan Tgas 264,415, 14 hayg

3] subzona perhindungan danau air asin dengan luas 58,20 ha; dan
4] subzona perlindungan pulau kecil dengan luas 653,04 ha,

c. Zona lainnva berupa subzona Kerakera dengan luas 12.036,47 ha. Zona ini
merupakan daerah perlindungan sementara vang dipecruntukkan bagi
kelestarian adat budaya masyvarakal untuk mengelola sumber daya alamnya
scciara turun temurun dan berkelanjutan, Daerah ini ditutup scmentara
(jangka wakiu tertentu) darn pengambilan (ekstraktil] sumber daya alam dan
akan dibuka buka selama beberapa waktu tertentu untuk memancing atau
menangkap atau memanfaaikan basil sumber dayva alam.

Layanan uwmum dalam bidang konscrvasi perairan, pesisic dan pulau-
pulau keal terscbut berhubungan dengan;

a. penyediaan barang dan/atau jasa lavanan umum berkasitan dengan
perlindungan, pelestarian dan pemanlaatan Taman Pesisir Fakfak dan
Taman Wisata Perairan Kaimana, Namun, Udak termasuk penvediaan jasa
lavanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan
tertentu dan perizinan. Dalam melakukan penyediaan barang dan/faiau jasa
lavanan umum terscbut UPTI} KKP Kaimana dapat menjadi penyedia dalam
pengadaan barang dan/alau jasa yvang dilaksanakan oleh pemerintah
maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu
bentuk pengembangan layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ckonomi dan/atau lavanan
kepada Masyarakat., Pengelolaan dana khusus ini meliputi dana bergulir
untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau dana perumahan; dan

¢. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk  lujuan  meningkatkan
perckonomian masvarakat atau layvanan umum. Kawasan tertentu tersebui
dalam hal mi adalah Taman Wisata Perairan Kaimanas dasn Taman Pesisir
Faktale

Batasan minimal atau ambang batas mengenai jenis dan mutu layanan
berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Taman Pesisir
Fakluk dan Taman Wisata Perairan Kaimana yang harus dipenuhi gleh UPTD
Pengelolaan KKPP Kaimana dituangkan dalam SPM, dan SPM ini diperlukan
dalam penyusunan RBA.

2.2, Gambaran Organisasi UJPTD Pengelolaan KKP Kaimeana

Pejabal Pengelola UPTD KKI' Kaimana vang lelah mencrapkan BLUD
terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabal teknis. Pejabat teknis ini
mempunyai fungsi sebagai penangsungjawab kegiatan teknis operasional dan
pelayanan i bidangnya. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
sesual Peraluran Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit
Pelaksana Teknis Dacrah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairon Kaimanga
(sehagaimana pada Gambar 2), terdiri dari:



Kepala UPTT);

Penanggung Jawab Bagian Tata Usaha;
Penangeung Jawab Seksi Wilayah I
Penanggung Jawah Scksi Wilayah 13 dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(rambar 0. Bagun Susunan (Organisasi UPTD Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan Kaimana

Dalam pengelompokan fungsi pada Pola Tata Kelola UPTT) KKI* Kaimana
memuat pecmbagian fungsi pelavanan dan fungsi pendukung sesuai dengan
prinsip pengendalian internal untuk efekiivitas pencapaian tujuan.

UPTD Pengelolaan KKP Kaimana yang menerapkan BLUD  dapat
mengangkal Pejabal Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya
sesuai  dengan  kcbultuhan, profesionalitas, kemampuan  keuangan  dan
berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan
pelayanan.

Pejabat Pengelola UPTI) KKP Kaimana yang menerapkan [LUD
bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas dan keuangan dalam pemberan layanan umum terutama pada
aspek manfaat yang dihasilkan,

Uraiun (ugas masing masing struktur adalah sebagai berilout:

a. Kepala UPTD mempunyal 1Ugas:
1} melaksanakan kegiatan manajemen UPTD;
2) menyvusun rencana program/ kegiatan fkerja UPTID;
3) menvusun dan menctapkan kehijakan teknis UPTD;
4 menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dan kinerja UPTLD;
5) menyvusun dan menetaplan kebijakan mutu pelayanan UPTT);
6] memimpin  dan  mengkoordinasikan  bawshan dan  memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bagian;
7] mclaksanakan sistern pengendalian internal; dan
8] melaksanakan pemantaoan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD,
by, Penanggung Jawab Sub Bagian Tata Usaba mempunyai (ugas:
1) menvusun rencana kegiatan/kerja Sub Bagian;
2] mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTDY
3] membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan
sub bagian tala usaha sesuai dengan bidang tugasnya;



4]

5)

6

7)
)

9

melaksanakan pelayvanan administrasi  kepegawdian, pengarsipan,
keuangan dan umum;

mengelola barang milik Negara /Dacrah;

melaksanakan pemberian informasi dan data terkail Kawasan Konservasi
Perairan Kaimana dan Taman Pesisit Faklak,

melaksanakan urusan rumah tangega UPTID;

melaksanakan koordindsi penyusunan penyiapan bahan penyusunan
pelaporaty UPTILY;

menvusun laporan pelaksanaan tugas UPTLY

10} melaksanakan moniloring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

itugas sub bagian; dan

11] melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
Penanggung Jawab Scksi Wilayah T mempunyail tugas:

1}
2]

3)
4}
2
fa)
7
)

9

menyusun rencana kegiatan/kerja;

melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat lerhadap
pelaksanaan konservasi di wilayah [

melaksanakan pengawasan (legal fishing, zonasi) di wilayah I;
melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber dayva
alam di wilayah 1;

melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah I,
melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah [
menindaklanjuti laporan pelanggaran lerhadap aturan perikanan dan
zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah [
melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan
evaluasi kinerja;

melaksanakan monitoring, cvaluasi dan pelaporan pelaksunaan tugas
s kesi;

10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPTD

sccara berkala; dan

11) melaksanakan tugas lain yung diberikan oleh Kepala UDPTD.
_ Penunggung Jawab Seksi Wilayah [ mempunyai tugas:

1)
2

3
4
=)
&)
7l
#]

¥

menyusun rencana Kegiatan/ Kerja;

melaksanakan pengumpulan data dan informasi masvarakat terhadap
pelaksanaan konscrvasi di wilayah I

melaksanakan pengawasan (Tliegal fishing, zonasi) di wilayah II;
melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya
alam di wilayah I1;

melaksanakan monitoring lokasi pemijaban ikan di wilayah I1;
melaksanakan monitoring biota laul yang dilindungi di wilayah 1I;
menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan
gonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah II;
melaksanakan pembinaan pelaksanaan higas bawahan sebagai bahan
evaluasi kinena;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas
selosi;

114 melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan lungsinya kepada Kepala UPTD

secara berkala; dan

[ 1) melaksanakan tugas lain yvang diberikan oieh Kepala UPTID.
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Sumber: UPTD Kaimana, 2021
2.3.2, Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan di UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapeat diikeuti
dalam Ltabel berikut,

Tabel 2.2, Realisasi Penerimaan Tahun 2020

Kum;mnf? Nilai 31 Desember 2020 |
:—..-Pfﬂﬂf‘imﬂm‘.l—“ —D.’DD
Kas dan scta ra kas 346,216, 150,00

Sumber: Laporan li{ruﬂnéan UPTD Kaimana, 2021

2.3.3. Sumber Dava Sarana Prasarana

Sumber dayva sarana prasarana i UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapat
terlilat dalam tabel berikul.

Tabel 2.3, Gambaran Sarana Prasarana s.d Tahun 2020
P  Komponen l"m:u Dsember 2020 ]'
Peralatan dan Mesin 886.845.286,00
~ 1.835.135.000,00 |
Sumber; Laporan Keuangan UPTD Kaimana, 2021

.! chung dan Bangunan

2.4, Kinerja Pelayanan UPTD Pengelolaan KKP Kadimana

Sejak dibentuk bulan September tahun 2019 hinges saat ini operasional
UFTD) mencapai tahun kedua. Kinerga pelavanan  dalamdua tahun
terakhirmengalami dinamika apalagi dengan adanya pendemic Covid-19, nyaris
tugas-tugas dan fungsi pelavanan UPTD tidak berjalan secara normal, hanya
keglatan-Kegialan  sifatnyva  rutin  dan  pelayanan  kepegawaian. Dengan
penerapan BLUD, diharapkan kedepan kinerja pelayanan UPTD diharapkan
dapal berjalan efektif dan mampu menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan
sesual Tata Kelola, Renstra dan 3PM yang telah disusun untuk mencapai hasil
yang maksimal. Kinetja pelayanan dan evaluasinya didasarkan pada

P T | Stalus [PNS/ | Saat | Kebutuban | Kelerangan
e e Profesional] ini | s/d 2022
J)5tal Pemantauan ASN/Non ASN | D 1 2T Faldak
sumberdaya [ .
| | Kawasan - N |
I | 4iNahkoda speed Non ASN 0 0 4 TWP dan 2 TP |
boat g =S [ i
5|Asisten Non ASN 0 0 Kaiman:a
| Administrasi ;
| 6)Asisten Logistik | Nom ASN [ e [ 0 |2 Tr Fakfuk
7}Satpam | Non ASN o | o 4 TWD ]
' | BjPenjags Pos | Non ASN 0 0 Kaimzuna
| Pengawasan . L | -
0)Office Doy | Non ASN ] | B | 0 2 TP Fakfak

|
]



dokumentasi yang ada.

2.5. Kinerja KEeuangan

Kincrja keuangan scjulan dengan kinerja pelavanan, dimana realisasi
belanja pada Tahun Anggaran 2020 baru menverap anggaran sekitar 13,4% dari
pagu anggaran yang dimilikinya (Rp 400 juta). Sedangkan dari sisi pendapatan,
belum ada pendapatan yang diperoleh oleh UPTD, bailk pendapatan pajak
dacrah, retribusi Daerab, pendapatan yang dipisahkan, atau pendapatan asli
dacrah lain vang sah.

Pengukuran kinerga  keuangan menggunakan  Peraturan Dirjen
Perbendaharaan No. 32/2014, schagai acuan awal, menunjukkan total kinerja
keuangan UPTD saat ini adalah 10,3 dari nilai maksimal sebesar 30.

Tabel 2.4, Rusio Keuangan UPTD Kaimana s.d Tahiun Anggaran 2020

Rasio Keuangan Definisi ' Nilai Skor | Skor |
KRasio Kas | Kas/Kewajiban = 100% R | 3
Jk Pendek '
| Rasio Lancar Aget Lancar/Kewajiban | = 100924 4,5 4.5
_|Jangka Pendek = |
Periode Piutang/ Pendapatan | 0 {tidak ada 4.5 | 4.5
penagihan putang) |
| plutang o I
| Perputaran asset | Pendapatan O (tidak ada I. 0 1,5
 fetap operasifAsct Toetap pendapatan) _
 Irmbalan atas Surplus/Asect Tetap -1,9%, 0 1.5
_asset letap (ROA] | == _
Imbalan ckuitas | Surplus/Ekuitas -1,7% ( 1,3
(RO} ) | .
Rasio Pendapatan | Pendapatan retribusi 0 (tidak ada 0 | 3
PNBP thd Biaya taril{ Biava Operasi pendapetan) '
Operasional - j ] s_ |
' Total 10 19.5 -I

Sumber: Laporan Keuangan UPTD Kaimana, 2021,

r|1

abel 2.5. Kelengkapan Pengelolsan Keuangan s.d Tahun Anggaran 2020

Kepatuhan i Komponen Status | Skor | Skor |
Max !
Reficana bisnis dan Ditandatangani pimpinan | Belum { D 1.5
| anggaran delinitif BLU Gelum I D
Mketahui Dewas atau Belum 0
pejabat ditunjuk Celumm 0
Insetijui kepala dacrah
: | Kesesuaian format | i
Laporan Keuangan Lap keu Trw | Belum ada | Belum O 3.3
berdasarkan SAK Lap keu Sem I Belum ada | ada 0
0




kepatuban Komponen : Status | Skor | Skor:
e St ot i Max
Lap keu Trw [I1 Belum Belum 0
ada ada ()
Lap keu Tahunan Audit Helum
Lap Tahumnan sda
Hasil audil Ielam
ada
Itelhum
_ ada
Suratl perintah Belum 0 2.4
pengesahan Al
pendapatan dan
helanja BLUD
Tarif layanan Penetapan tarif lavanan Belum 0 0.9
ada
Sistcm akuntansi Sistem akuntansi Gelum [ 0 0.6
keuangan ada '
Sistem akuntansi biava _
Sistem akuntansi asel .
letap
Persetujuan rekening Hekening pengelolaan Suddah i 0.1 0,3
kas ada | 0,1 ,
Rekening operasional Sudah ' 0,1 |
Fekening dana kelolaan | ada : {
Sudah '
ada ’
SOF pengelolaan kas Keberadaan dokumen Belum 0 0,3
ada
i S0P pengelolaan keberadaan dokumen Helum 0 0,3
| piutang ada
| 80P pengelolaan keheradaan dokumen Belum 0 0,3
Utang ! ada |
| 801 pengadaan | Keberadaan dokumen Nelum 0 | 0.3
l barang dan jasa | | ada
| SOP Pengelolaan Keberadaan dokumen Belumn 0 0,3
| barang inventans ; ada

Total ' (03 [ 105 |

Sumber: UPTD Kaimana, 2021.

2.6, Kinerja Operasi

Tahun 2020, UPTD EKaimana memilikn 4 {empat] program yaitu (1)
Pemanfaatan wilayah pengelolaan secara berkelanjutan, (2} Pengawasan
pemanlfaatan sumber dayva kawasan; (3} Pelestarian wilayvah pengelolaan; dan
(4] Perlindungan wilavah pengelolaan. Terhadap ke empat program ini, tata-rata
pencapaian adalah 43,6%.

Tabel 2.6, Capaian Kinerja Operasi UPTD Pengelolaan KK Kaimana
Tahun 2020

I'_‘ICL Tndikator 2020

I | Pemanfaatan wilayah pengefolaan secara berkelanjutan |




! 1.1. Rekomendasi perizinan penangkapan Ikan 1_ (%
| 1.2.rekomendasi perizinan pembudidayvaan lkan | M
| 1.3. Rekomendasi perizinan pariwisata alam perairan 0%
| L%, Bekomendasi perisinan penelitian dan pendidikan | 0%
2 | Pengawasun pemanfaatan sumber daya kawasan s
| 2.1. Pengawasan terhadap aluran zonasi 60%
2.2.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya 100F%

kelautan dan perikanan
3 | Pelestanian wilayah pengelolaan

1.1. Pendidikan konservasi dan Lingkungan Ilidup T0%
serla penyvadartahuan masyarakat 1]
1.2. Kemilraan dengan masvarakat 0% |
| 1.3. Perdampingan kelompok masvarakat 33%
| 1.4, Tersedia pusat informasi pelestarian kawasan 67%
i konmservasi dan taman laut :
4 | Perlindungan wilayah pengelolaan | 1 :.
' a. Penyiapan bahan dan pelunjuk tcknis serta prosedur | 50%% '
perlindungan pemanlaatan dan perairan konservasi '_
b  Pelaksanaan perlindungan terhadap pemanfaatan H0%
sumber daya kelautan dan perikan:an
| ¢. Perlindunigan terhadap aturan zonasi di kawasan 60%
kaonservasi perairan Kaimana dan Taman Pesisir
akfak i _
d. Pelaksanaan Perlindungan terhadap habitat dan 60%,
| | jemis ikan serta biota lainnya -

Sumber: Matriks SPM UPTD Kaimana, 2021,

Jika bobot kinerja layanan adalah 70, maka skor layanan UIPTD pada
tahun 2020 adalah schesar 70 x 43,6% atau sckitar 30,52.

2.7. Kinerja Total

Skor kinerja keuangan dan lavanan UPTD Kaimana, jika dijumlahkan
adalah  sebesar 40,82 (10,3+30.52). Jika mengacu pada  Perdirjen
Perbendaharaan No. 21 Tahun 2015, maka skor ini seharusnya masuk dalam
kalegori "sedang” dengan nilai B, namun karena skor kinerja keuangan ada di
bawah 30%, maka nilai ini harus didegradasi menjadi C, atau ada dalam
kategori yang “buruk”. Skor-skor ini bukan untuk menurunksn motivasi
pengelola  BLUD UPTT), namun untuk dijadikan  pijakan ukuran  bagi
pengembangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana vang lebih maju ke
depannya.

2.8. Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD menerapkan BLUD

UFTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam mengelola Kawasan konservasi
agar lebih elektil malka diterapkan Badan Lavanan Umum Daecrah. Tal ini
didukung Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 79 tahun 2018 tentang Hadan
Layanan Umum Dacrah, Sistem BLUD ini diterapkan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakal, dimana UPTD diberikan [eksibilitas dalam
pengelolaan kenangan  sebagal pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan Daerah pada umumnya.

Pengan penerapan sistem BLUD, maka fleksibilitas pengelolaan VAN
diberikan, yvaitu:
4. Pengelolaan dana secara langsung dari seluruh pendapatan jasa layanan
tahun berjalan;



b. Pengelolaan barang dan fqalao jas:a;
Pengelolaan hutang dan piutang;

. Pengelolaan invesiasi jangka pendek;
Pengelolsan penenmaan hibah; dan
Kerjasama dengan pihak lain.

T =T

Salah satu hal penling dari penerapan  BLUD  tersebut adalah

kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan agar pelavanan dan pengelolaan
KED lebih efektif dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja UPTD dan
kesejahteraan masyarakat di sekitar KKID,
Pengan berlukunya Heksibihitas dalam penerapan BLUD, maks pencrimmsan
UIFTD Pengelolaan KKI® Kaimana, yang berasal dari Taril Layanan Pemeliharaan
Jasa Lingkungan (TLPJL] dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan
operasional dan non operasional dalam mangka pengelolaan KKD Kaimana-
Falklal

Selain dari jasa lavanan tersebul, sumber pendapatan UPTD Pengelolaan
KKP Kaimana berasal dari APRD sebagaimana unit kerja lain di bawah Dinas,
penerimaan  hibah  dari lembaga non  pemerintah  dan/atau  pemberi
hibah /donor, dan kerjasama program dengan pihak lain,
Dengan pencrapan BLUD pada UPTD  Pengelolaan KKP Kaimana, maka
dimungkinkan uniuk menyusun siruklur kelembagaan vang lebih luwes uniuk
mendukung operasional pengelolaan KKED, scbagaimana terlihat pada struktur
organisasi BLU1Y sesuai lampiran | Peraturan Gubernur ind.



DAL TIT
PERMASALAHAN DAN ISU STRATREGIS

3.1.  Isu Strategis

3.1.1. Analisis SWOT

Analisi. SWOT atau  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threals
digunakan unluk menganalisis permasalahan dan  isu strategis ULTD
Pengelolaan KKP Kaimana.,  Strengrhs dan Weaknesses adalah bDagian dar
analisis internal organisasi, sedangkan Upportunities dan Threats adalsh hagian
dari analisis lingkungan cksternal organisasi. [Tasil identifilcasi komponen
analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi SWOT BLUD Kaimeina

Kelmatan |iI. Memiliki zona konservasi vang luas dengan potensi industri

kelautan dan wisata yang linggi;

2. 8DM energik dan teamuork yang solid:

3. Kemampuan berkoordinasi dengan stakeholders industri .
kelautan dan pariwisata relatif baik; .

4. Komunikasi dengan Pemerintah  Provinsi dan kabupaten

f | Dberjalan baik;

(2. Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas {masuk
sebagal program nasional);

6. Terdapat potensi wisata alam, seni-budaya, dan wisata
kuliner; |

7. Tersedia pelaku industri pariwisata dalam negeri yvang telah |

! | beroperasi di Kaimana-Faldfal;

, 8. Masyarakal ramah dan terbuka terhadap wisatawan asing.

Relemahan [ 1. Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai;
2. Kurangnya  peralatan  pendukung pengawsasan  dan
perlindungan kawasan;

3. Belum memiliki struktur penerimaan vang toctap  dan |
I | mencukupi;
' (4. Zona pemanfaatan belum ferkendali secara baik;
' 5. Lahan yang dapat diusahakan (saleable areda) relatil terhatas;
6. DBelum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata;
7. Destinasi wisatla belum dikembangkan;
8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial
terpisah dari program konservasi kelautan;
9. Rendahnyux daya dukung infrastrukiur daecrah:
10 Hendahnya kewirmusahaan masyvarakat terkait kelautan dan
kepariwisataan.
Peluang 1. Penctapan program kawasan konservasi scbagai prioritas |

Nasional:

| (2. Dukungan Pemerintah Daerah dan pusat:

i3. Kawasan relatif aman;

4. Kerja sama internasional/ Donor sangat dimungkinkan untuk
pengelolaan Kawasan konservasi;

». Minal ecotowsism Masyarakat meninglkar




- .

7. Potensi dan minat investor linggi:

| Ancaman 1.
- pusat maupun daergh:

dihadapi;

upsaya konservasi;

Beberapa objek pariwisata alam Kaimana Fakfak relatif lelah
dikenal olch wisatawan Internasional terulama minat khusus.

Kelidaksinkronan perencanaan antarstakeholders, baik di |

2. Pemahamean masvarakat terhadap zonasi Kawasan konscervasi
tidak sejalan dengsn kebiasaan schari-hari:

4. Dukungan masyarakat adal sangat tergantung isu yang

4. Pembangunan pariwisata akan membebani dan IICTIZTCEALTL

2. Pandemik Covid membatasi jumlah wisalzawan;

|&. Akses ke zona pemanfaatan tidak mudah/belum tersedia

Sumber: Hasil Analisis Lingkungan Strategis, 2021,

Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pndemi;

Hasil analisis kemudian dipunakan untuk mengidentifikasi strategi
generik vang akan menjadi arah umum organisasi dalam 2 {dua} tahun kedepan.
Untuk itu, komponen SWOT tersebut diatas kemudian dimasukkan ke dalam

tabel IFAS dan EFAS selugai berilout:

Tabel 3.2, Tabel Internal Factor Analysis Sumnary (IFAS) BLUD Kaimana

—

Faktor Intermal Bobot | Rating | Skor |
Kekuatlan e .
1. Memiliki zona konservasi yang luas dengan | '

potensi industri kelautan dan wisata yang B% 3 0,2
tinggi -
2. SDM energik dan fearmuvork vang solid 2% | 4 | 0,08
3. kemampuan berkoordinasi dengan ;
stakeholders industri kelautan dan pariwisata % 3 0,15 |
relatil baik B
4. Komunikasi dengan Pemerintah PProvinsi dan _
3 ; 5% 4 0,20
| kabupaten berjalan baik
5. Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan = '
I : i : 10% | 0,40
zona jelas (masuk sebagal program nasional) | Ul
6. Polensi wisata alam, seni-budava, dan kuliner 8% 2 | 0,16 |
7. lkon Kaimana relatif telah dikenal secars : 3
; 2% 2 0,01
Nasicnal = LSS
| 8. Tersedia pelaku industri pariwisata dalam —n .
: o T 2% 2 ﬂ', 10
! negeri banyak telah beroperasi di Kaimana |
9. Masyarakat relatil tamah dan terbuka ., 9 16 1
lerhadap wisatawan asing o o
Kelemahan i
1. Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum a0 3 0.2
f = L k]

L memadai I e N ]
3 Eumngn_j.ra peralatan pendukung pengawasan | oo 3 0.14
dan perlindungan kawsasan .

3. Belum memiliki struktur penerimaan vang i ,

: 790 1 0,07
tetap dan mencukupi L
4. Zona pemanfaalan belum direncanakan secarna A p :
i Bl 6" 2 G, 12
| TN e ———— — S —




i

6. Belum ada kajian daya dukune dan daya tarik

=]

Lahan yang dapat diusahakan {suleable area)
relatil terbatas

wisata;

. Destinast wisata belum dzl-:embanghaﬂ

1 Fmgmm kerja pembangunan kepariwisalasn

9. Daya dukung infrastruktur dacrah rendah

masih parsial terpisabh dari programn
konservasi kelautan

10. Kewirausahaan masyarakal terkat kelautan
dan I-:rlmnwﬁatadn rendals

Taotal Internal
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021.

3%, ] 0,03
3% i) 0,03
o 1 ﬂ,ﬂq'_ =
49, 1 0.04
5% 1 0,05
A% 1 0,03
2.26

Tabel 3.4. Tahel lixternal Factor Analysis Summary (1EFAS) BLUD Kaimana

. Faktor External | Bobot | Rating [ Skor
E‘riu:a.ng
| Penetapan program kawasan konservasi 10% 2 0,20
schagail prioritas Nasional
2. Dukungan Pemerintah Daerah dan pusat T% 2 0,14
3. Kawasan relatif aman A% #4 0.06
4, Kerja sama intcrnasional/ Donor sangat 10%% 4 0,40
dimungkinkan untuk pengelolaan Kawasan
| konservasi
| 5. Minat ecofourism masyarakat meningkat | ™% 1 0,07
& Pembatasan pegjalanan ke luar negeri dalam 3% 1 0,03
masa pandemi
' 7. Polensi dan minat investor tinggi 10%0 1 (0,10
ﬂﬂf‘ﬁ'ﬂ]:—]ll
| Ketidaksinkronan permuma.m ahkshmciers 1024 1 .10
| baik di Pusal maupun dacrah —
2. Pemahaman masyarakat terhadap zonasi 10% 2 0,20 |
kawasan konservasi tdak scjalan dengan
kchiasaan sehari-hari )
3 Dukungan masyvarakat adat sangat terganiung | 5% 2 0,10
isu yang dihadapi R
‘4 Pembangunan pariwisaia akan membebani dan | 100 3 0,30
. mengancam upaya konservasi
5 Pandemik Covid membatasi jumlah wisatawan a% 2 0,10
6. Akses ke zona pemanfaatan tidak 10%0 2 0,20
| mudah/belum tersedia
| Total Eksternal 2,00 |

ditingkatkan agar isu lingkungan organisasi dapat dihadapi secars baik.

Sumber: Hasil Ftngulahdn Lrata, 2021.

IHasil analisis IFAS dan EFAS menunjukkan respons organisasi saal ini
relatil rendab terhadap fakior lingkungan vang dihadapinya. Hal ini tercermin
dari skor yang rtata-rata masih di bawah 3,0. Ke depan respon ini perlu

Namun jika dilihat menggunakan [E Marriks maka akan lampak bahwa
posisi BLUT dapat berada pada kuadran V (EFE 2,0 dan IVE 2,26),
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Sumber: David, 2011.
Gambar 3.1, Infernal-External (IE) Matriks

Dalam kuadran ini strategi umum vang disarankan adalah Hold and
Maintain, vaitu:

. Market Penetration [meningkatkan pangsa  pasar moengginakar
produk/layanan saat in, di pasar saat ini melalui upaya pernasaran);

b. Product Development (meningkalkan penjualan dengan  memperbaild
produk/ layanan saat ini, alau mengembangkan produk baru).

Redua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan pada UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana. Sebagai BLUD, UPTD Kaimana memiliki fleksibilitas
untuk mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan tugas organisasi, dan
mampu mengembangkan penerimaan yvang cukup untuk membiayai DTSNV
Secard mandir,

3.1.2 Basaran dan Tujuan Strategis

Masing-masing sasaran hasil identifilkasi padanan 80, WO, ST, dan WT
tersebutl kemudian dianalisis sasarannya. Sasaman adalah hal yang harus
organisasi lakukan secara baik untuk mencapai siralegl dimaksud. Hasil
analisis obyeltif dari strategi yang ada, ditampilkan dalam tabel berikat ini.
Memperhatikan logical framework-riya, maka sebuah sasaran dapat tethubung
dengan lebih dari satu strategi.

Tabel 3.3, Sasaran Strategis BLUD UPTD Pengelolauan KKP Kaimana

RS e T o

| Biralegr SO i

t

I.Menjadikan th:lgEr'ﬂhi_ng':Ltl a. Meningkatnya perlindungan dan
zong konservasi Kaimana pengelolaan kawasan konservasi bagi
sehaga kegiatan prioritas perhndungan sumber hayati kelautan

dat kemanfaatan dunia



kabupaten Kaimana dan
provinsi Papua Barat

2.Pengembangan dan promosi a. Membangun zona pemanfaatan secara
! pariwisala Kaimana dalam terpadu berdasarkan prinsip
kerangka eco-fourism dan keberlanjutan
pariwisata berkelanjutan b. Membangun pariwisata berkelanjutan
sesual standar green/ sustainable
tolrism
c. Memanlaatkan media publikasi dan
| DTOTTIOS]
J.Memastikan pengawasan dan . Mengawasi kawasan konservasi
poerlindungan zona inti dan berjalan elelktif
perikanan dapat dilakukan b. Membangun partisipasi masyarakat
melalui kerja sama dan dalamm pelaksanaan pengawasan
dukungan masyarakat,

pemerintah, dan pembert
Hibash (jika ada)
| Siralegi WO |
1. Peningkatan komitmen kepala | a. Memastikan dukungan anggaran
daerah terhadap zonasi vang | Yacrah
dilakukan h. Memastikan dukungan RTREW dan
zonasi pembangunan dari Dacrah
c. Membangun infrastrukiue dasar
[transportasi, air bersih, listrik,
keschatan/ Keselamatan) di zona

B pemanlaatan
2.Memastikan perencana:an a. Menyusun remwcana konservasi perairan
zonasi dan pemanfaatan vang jelas, terintegrusi, dan berstandar
- dilakukan dengan baik dan | internasional
profesional dengan b, Pengembangan teknologi informeai
mnemperhiatikan untuk mendukung perencanaan dan
keberlangsungan lingkungan aperasional
dan penviapan infrastrukiur v. Menegakkan zonasi dan panduan
| _ pembangunan
J.Mencari dana pengembangan | a. Proaktlil mencari alternatif pembiavaan
infrasiruktur dasar di zona program ke Pusal
pemanfaatan b. Membentuk kerja sama dengan pember
Hibah
Strategi ST _ )
I Memastikan penclitiz:an a. Menvusun panduan pelaksanaan
mendukung pengembangan kegiatan penelitian di kawasan
dan pemanflaatan zonasi b. FFeedback hasil dan discmninasi
konservasi yang aman dan | bermanfaai bagi kawasan
| berkelanjutan | _ i
| 2.Pengembangan forum | a. Membangun rasa memiliki dari i
| komunikasi depgan | masvarakat
! masyarakat dan pihak terkail | b, Masyarakat terlibat aktif dadam
dalam pengembangan zona pengawasan, perlindungan, dan
B pemanlisiian
3.Nota kesepahaman dengan a. Mengembanglkan kerja sama dun
stakeholders kepariwisataan jujaring kerja
Strategi WT s




Sasaran S S 1
1.Pembatasan pembangunan |=3_. Menegakkan zonasi dan panduan |
dan pemanfaatan di zona inti | pembangunan |
dan perikanan ___|b. Membangun ckonomi masyarakat = |
2 Pendidikan SDM dacrah a. Mengembangkan ketrampilan SDM
U1} untuk mendukung pengelolaan

Kawasan konscrvasi

bh. Mengembangkan pendidikan dan SDM

. dacrah untuk mendukung pengelolaan
| |  Kawasan konscrvasi

Sumber; Hasil Pengolahan Data, 2021,

3.1.3. Pela Straicgi

Sasaran strategis seperti tersebul diatas kemudian dipetakan dalam peta

sirategl, vang tergambar dalam bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Pela
stralegi dipunakan uniuk membantu melihat apakah ada perspektil strategi
yang belum memperoleh perhatian yang cukup dalam analisis ini.
Pemetaan dilakukan menggunakan siralegi Stakeholder, internal Business
Pracess, Learn and Growth, serta Finance, Ke empal perspektif ini diambil dari
konsep Balanced Scorecard untuk memudahkan pemahaman, Masing-masing
sasaran strategis dikagegorikan Ke dalam keempat perspeklif inid,  Hasil
pemetaan dapat dilihat pada Gambar 3-2.

Berdasarkan pemetaan (Gambar 3-2) tampak bahwa isu siralegis yvang
dihadapi olch UPTD Kawmana daliin mencapai tujuannya, antara lain dari segi
keunangan, isu ulama yang dihadap adalah menghasilkan penerimaan untuk
membiavai operasional dan pemeliharaan wvang dihadapi. Dari  segi
pertumbuhan, isu utama vang dihadapi adalah mengembanglan S1DM dan
membina dukungan masyarakal. Dan segl proses internal, isu strategis vang
dihadapi adalah menegakkan zonasi dan panduusn pembangunan di masing-
masing kawasan, menyusun rencana Kawasan konservasi perairan yang jelas
dan terintegrasi, membangun infrastruktur dasar, sarans, dan prasarana, scrta
menristikan kerja sama yang baik dengan unil kerja vang lain,  Dard sisi
pemangku kepentingan, isu sirategis yang dibhadapi adalah meningkatkan
kegiatan  moniloring, memanfaatkan  zona, dan membangun ekonomi
masvarakai,
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sumber: Hasil Pengoluhan Data, 2021,

Gamnbar 3.2, Peta Stralegi BLUD UPED Pengelolaan KKP Kaimana

3.2, Rencana Pengembangan Layanan
3.2.1. Madel Bisnis BLUD UFTD Pengelolaan KKI? Kaimana

Model bisnis adalah konsep lentang bagaimana semus aspek ulamas
bisnis saling berkaitan satu same kin. Ini termasuk mengidentifikasi pelanggan
dan mitra serta hubungannyva terhadap nilai yvang diproduksi /diciptakan oleh
bisnis yang dimaksud, mengidentilikasikan bagaimana pendapatan dihasillaan,
scrta mengidentifikasikan bagaimana produk akan diprodu kesi fdiciptakan dan
dipasarkan termasuk Dinya yvang akan dikeluarkan untuk melakukannya,
Singkatnya, hasll dar madel bisnis adalah rencana  terperine tentang
bagaimana lksnis beroperasi.



Model Bisnis Kanvas (Business Model Canvas — BMC) adalah dokumen
satu halaman sederhana vang dipeeah menjadi sembilan blok vang bekerja
melaliui semua elemen fundamental dari model bisnis. Kanvas ini dimaksudkan
untuk mempermudah mengartibulasikan dengan lebih baik semua segmen
vang berbeda dari model bisnis secara koheren sehingga membuat ide bisnis
menjadi lebih jelas bagi para pemangku kepentingsn. BMC dikembangkan oleh
Alexander Osterwalder scluma pekerjaan Phid-nva di University ol Lausanne.

BMC terdiri dari 9 blok vang diatur dalam 4 area utama: {1} pelanggan;

(2] penawaran; (3) infrastrukiur; dan (1) kelangsungan finansial.

a. Pelanggan (eustomen, terdiri dari “customer segment, “charmel, dan
“customer relationships™.

b. Penawaran ({offering), mencakup “palue proposition” perusahaan kepada
pelanggannya (dan pemangku kepentingan}.

¢. Inlrastruktur {infrastructure), terditd dari “key partners”, “key activities® vang
dilakukan, dan “key resources” vang digunakan,

d. Kelangsungan finansial (finance), terdiri darl “revenue strean® dan “cost
structure”.

Sisi kanan BMC berfokus pada penyvampalan nilai kepada polangesan
sedangkan sisi kiri berfokus pada penciplaan nilai iin. Hasil identifikasi model
bisnis BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalsh sebagai berikut.

a. Customer Segments atau Segmen Pelanggan adalah berbagai kelompok orang
atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh bisnis yang
dimaksud. Ini termasuk pengguna yang mungkin tidak menghasilkan
pendapatan tetapi diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi, Hasil
identilikasi menunjukkan segmen pelanggan BLUD adalah:

1) wisatawan:
2] masyarakat Kaimana dan Fakfak; dan
3) peneliti/komunitas ilmiah.

b. Value Proposifion atau Proposisi Nilai menjelaskan paket produk dan layanan
yang menciplakan nilai untuk Segmen Pelanggan tertentu. Value propuosition
BLUD adalah:

1) perlindungan zona konservasi yang ketat dan tegas;

2) pemanfaalan zona berbasis SDA, SDM, dan budaya lokal;

4 prinsip pengembangan industri dan pariwisata sccara berkelanjutan;

4} perencanaan  terintegrasi  dan berwawasan lingkungan di »ona
Pemanfaatan:

5) lahan Clean and Clear {CnC) di zona pemanfaatan yang siap dibangun;

0] transparansi dan fasilitasi perizinan;

7) sarana prasarana  umum, kebersihan, kesclamatan pendukung
kepariwisataan berstandar internasional;

8) pusat komunikasi dan informasi terpadu  pardwisata dan  polensi
Kaimana bFalkfal; dan

9) produk lokal berkualitas yang dikenal sampai tingkat nasional,

c. Channels atau saluran menjelaskan bagaimana  berkomunikasi dun
menjangkau scgmen pelanggan untuk menvampaikan proposisi bilai Veng
ditawarkan oleh bisnis vang dimaksud. Saluran kepada customer BLUD
Kaimana dapatl melalui:

1} Website;
2} lklan promosi mediz;
3} Travel agents,



4] Forum bisnis;

o) Sosial Media;

b} Forum komunikasi; dan

7) Asosiasi pariwisata Kaimansa.

- Customer Relationship alau  hubungan pelangsan menjelaskan  jenis
hubungan vang dibangun dengan segmen pelanggan terteniu. Customer
relationship BLUD dengan pelanggan adalah:

1) partisipasi masvarakat;

2] Kerja sainus

3} kunjungan perusahaan;

4} tounsl and trapel events dan

51 media dan sosizl media.

Key Activities atau aktivitas utama menjelaskan kegiatan vang dilakukan

bisnis yang dimaksud agar model bisnis berfungsi. Key activities BLUD

adalah:

1} perencanaan dan pengawasan zona inti, zoma perikanan, dan zona
pemanfaatan;

2] penyediaan infrastrukiur dasar dan transporiasi di zona pemaniaatan;

3) membangun  kerjasama dan  jejaring dengan  Pemerintah  Daerah,
pemerintah pusat, pemberi Hibah, investor, dan lembaga petdidikan;

4} penyusunan pedoman pembangunan dan pemanfaatan zona perikanan
dan zona pemanfaatan;

2) dukungan pengurusan perizinan:

6) identifikasi potensi kawasan schagai modal;

7] menyusun profil kegiatan kelautan dan pariwisata vang dapat
dikembanglkan /dikerjasamakan;

8) pengembangan industri kelautan dan pariwisala secara partisipatif
berdasarkan prinsip berkelanjutan:

9) pelatihan ketrampilan masvarakat pendukung indusit kelautan dan
kepariwisataan:

10)membangun sistem promosi dan pemasaran, bailk konvensional mau pun
digital;

11)perkuatan branding destinasi Kaimana:

12}orum komunikasi dun koordinasi pengembangan kawasan Kaimana-
Falkfak;

13jpembinaan standar layanan akomodasi wisata (hotel, homestay, dan
restoran di zona pemanfaatan);

14jdesain destinasi dan rute arus wisalawan;

15)fasilitasi dukungan pengembangan dan pemasaran produk dan lavanan;

16)subsidi pendidikan, beasiswa, SDM lokal uniuk kelautan dan pariwisata;

17)penjaminan bagi program pembiavaan; dan

18lpengembangan rasa memiliki,

Key Resources atau sumber daya utama menjelaskan asect paling penting
vang diperlukan untuk membual model bisnis dapalt berfungsi. Key
resources BLUD adalah:

1} Zomasi Kawasan konservasi;

2) kekayaan alam;

3) SDM;

4} asct BMN /T

51 leknologi informasi; dan

&) pendanazn,



g Key Puriners atau mitra ulama berisi pihak-pihak yang menjadi penentu
terhadap jalannya suatu  bisnis. Hubungan dengan key partrners
mempengaruhi suksesnva suatu bisnis karena hisnis yang baik tidak hanya
mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja tapi juga dengan
pihak yang bersangkutan lainnys scperti pemasok dan tim pemasaran. Key
partners teridentifikasi adalah:

1} Kementerian Kelautan dan Perikanan:

2} K/L terkait (KLH, Kemenparekraf, Kemenhub, Kemen PUDR];
3] pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten;
4] masyarakat Kaimana-Fakfak;

50 usaha kecil dan mencngah lokal:

6] pelaku usaha pariwisata;

7} media;

8} lembaga keuangan;

9} lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

10)pemberi Hibah fdonor; dan

11l}investor.

fi. Recerme Stregms atau arus pendapatan mewakili cara bisnis vang dimaksud
dalam menghasilkan uang dari sctiap segmen pelanggan, Revernue streams
BLUD adalal:
1} pendapatan hibah dari pemberi Hibah/Donor;
2} jasa lingkungan;
3] jasa manajemen utilitas di zona pemanfantan;
4) jasa Kerja samea operasi di zona konservasi:
3 pendapalan retribusi;
6} jasa lainnya.

L Cost Structure atau strukiur biaya meliputi biaya biaya apa saja yang harus
dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan Proposisi
Nilai bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang dijalankan
akan menjadi lebih efisien, hematl dan meminimalkan risiko kerugian. Cost
structure sementara BLUD adalih:

1) biaya perencanaan dan riset:

2) biaya operasi pengawasan dan perlindungan zona konservasi;
3} biaya pembangunan zona pemanfaatan:

4) biaya operasi zona pemanfaatan:

5} hiava promosi dan event;

6] biava Remuncrasi Pegawai;

7] bizava operasi kantor;

8] biayva (ransportasi dan perjalanan dinas;
9 biaya komunikasi dan teknologi informasi;
10)biaya pelatihan;

11)biaya pertemuan dan koordingsi;

12} hiaya administrasi umum.

Masing-masing blok kemudian dimasukkan ke dalam kanvas untuk
membentuk model bisnis kanvas sepert tampak dalam bagan berikut ini. Model
bisnis memudahkan analisis lingkungan dan keuangan vang akan dilakukan,
karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai layanan dan lingkungan
yang dihadapi olch BLUD Kaimana.

Sesual analisis lingkungan dan isu strategis vang dihadapi, maka arah
umum pengembangan UMD Kaimana adalah:



1.

Product  Development, meningkatkan penjualan  dengasn  memperbaiki
produk /layanan saat ind, atau mengembangkan produk bary,

Perairan Fakfauk memiliki potensi konservasi perairan yang linggi,
terutama di wilayah Teluk Nusalasi bingga Tanjung Van Den Bosch di Distuik
Karas dan Teluk Berau di Distrik Arguni dan Distrik Kokas. Dari aspek
keanekaragarnan hayati perairan dan biomassa ikan karang, perairan Fakfak
mencatal rekor dengan ditemukannya 330 spesies ikan karang di sctiap situs
yaurng disurvel. Selain itu, keanekaragaman karang keras rata-rata mencapai
230-260 per situs yvang disurvel, khususnya di Teluk Nusalasi dengan tinglat
keanekaragaman jenis karang keras yvang lertinggi mencapai 260 jenis.

Pulau Ugar dan Arguni memiliki pulau karst yvang unik, mirip
Kepulauan Piaynemo di Raja Ampat dan Teluk Triton di Kaimana. Dari hasil
pemetaan partisipalil dengan Petuanan Kokas/Ugar, Arguni dan Karas,
dilaporkan bahwa berbagai jenis cetacean sering menjadikan perairan Teluk
Nusalasi sebagai kawasan pakan dan bermain, di antaranya hiu totol atau
whale shark, hiu karang sirip putih atau white tp reef shark, dan hiu karang
sirip hitam atau black fip shark. Pada laporan lain disebutkan bahwa di
beberapa lokasi sering terlihat pari manta. Sedangkan wilayah Pulau Arguni
dan Ugar telah menjadi lokasi berkembang biak (nursery ground) dan lokasi
rekreasi pantai.

Potensi wisata bahari tergolong menjanjikan di perairan Kabupaten
Fakiak, antara lain untuk menyelam, trecking, tirta, serta melihat karst dan
pantai pasir putih di pulau-pulau di Arguni. Dari aspek perikanan, perairan
Fakink menjadi lokasi peneluran ikan terbang serta wilayah pengasuhan
tuna dan berbagai jenis ikan kakap merah. Potensi ini bukanlah tanpa
ancaman, karena masih lerjadi penangkapan ikan secara destruldtif dengan
menggunakan bom dan sianida, penggunaan kompresor, serta penggun:aan
jaring rawai (longline] schingga terjadi penangkapan yang berlebihan. Selain
itu, masih ada penangkapan hiu secara berlebihan untuk keperiuan
kotmersial.

Uniuk Dhisa dapal memanfaatkan polensi-potensi tersebut, UPTD
Kaimana harus melakukan pengembangan agar potensi dapat memberikan
maniaal pada ckonomi masyarakat lokal, mcmbuka lapangan pekerjaan
baru, dalam kerangka konservasi perairan.  Tanpa allernatif tersebut,
masyarakat tidak akan tertarik untuk membantu menjaga  Kawasan
konservast yang ada.

. Market  Penetration, meningkatkan  pangsa  pasar  menggunakan

produlk/layanan saal ing, i pasar saat ini melalui upaya pemasaran.

Kaimana memiliki keuntungan karena berdekatan dengan Raja Ampat
yang lebih dahulu dikenal secara Iuas. Kedekatan ini dapat dimanfaatkan

untuk mengembangkan pasar Kaimana.

Kedua sirategl generik ini pada UPTD Pengelolaan KKI? Kaimana,
sangat mungkin untunk digpunakan, sebagaimana dijelaskan di awal,
terutama terkail | dengan upaya  pengembarigan usaha unttlk
pendapatan/ penerimaan guna pembiayaan operasional secara mandiri.
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Gambar 3.3, Model Bisnis Kanvas pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana




BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat menetapkan visi dan misi
pembangunan Daerah untuk jangks waktu 5 (lima) tahunan. Visi dimaksud
yaitu: *Menuju Papua Barat yvang aman, sejahlera dan bermartabat®, scria
lerdapat 8 misi yang harus diemban untuk mencapai visi dimaksud,

Dalam kaitan dengan pembangunan bidang kelautan dan pedkanan, terlebih
khusus terkail dengan pengelolaan KK, maka tnisi vang diacu yailu Misi 2
{kedua), Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam vang
wrkeadilan  dan  berkelanjutan. Hal ini diuraikan oleh Dinas tengan
menctapkan fokus tujuan 3 (ketiga) yaitu terwujudnya pengembangan dan
pembangunan daerah vang berwawasan lingkungan, serta tujuan 4 (keempat)
terwujudnya kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam
arti luas sebagai daya ungkil pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran
pembangunan kelautan perikanan yang termuat dalam Renstra Ninas, antara
lain:

I. Meningkatnya konservasi sumber duava alam di Provinsi Papua Barat

2. Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan periumbuhan sektor perianian

dalam arti luas.

Dalam kaitan itu, penetapan Visi BLUD UPTD Pengelolaan KKI* Kaimana
dalam Renstra ini dirancang bersinergi, adaptif, dan akomodatil dengan visi
pemeriniah Provinsi Papua Barat, serta Renstra Dinas. Visi dimaksud termizat
dalam dokumen Kencana Pengelolaan dan Zonasi [RPY) vang ditetapkan dengan
Eeputusan Gubernur Nomor 523/239/11/2018 dan Keputusan Gubernur
Nomor 323/135/7/2018, Oleh karena itu, visi BLUD UPTD Pengelolaan KKP
Kaimana mengacu dan menggabungkan kedua visi kawasan konservasi di atas
dengan pandangan yang beroricntasi lerhadap masa depan dan didasarksn
pada nilad dan prinsip penghargaan pada masyvarakat.

Visi BLUD UPTD Pengelolasn KKP Kaimana adalah:

“Terwujudnya perlindungan, pelestarian dan pemanluatan Jasa-jasa
lingkungan Taman Wisala Perairan Kaimana dan Taman Pesisir 'akfak
yang berkelanjutan, profesional dan menvejahterukan masvarakat”

Mengacu pada visi tersebut, Pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak dilakukan
dengan prinsip-prinsip pengelolaan  berbasis  ekosistem  dan  adat VHng
memberikan manfaat ckonomi secara berkelanjuian dengan mempertahankan
Jasa-jasa ekosistem yang dibutuhkan untuk mendukung pemanlastan sumber
daya perikanan, kelahanan pangan, pariwisata alam dan industri kelautan yang
berkelanjutan., Visi di atas mercpresenlasikan scbuah tala kelols jejaring
pengelolaan Kk scbagai sarana untuk mempertahankan sumber dayva perairan
tdan pemanfaatan jasa-jasa ekosistem secara berkelanjutan demm forcapainya
kesejahlerasan masvarakal di sckitar Kawasan konservasi di kahupaten Kaimana
dan Faklak.

Adapun Misi BLUD UFTD Pengelolaan KKP Kaimana, yaitu:
1. Melindungi dan melestarikan  keanekaragaman hayati, sumberdava

perikanan dan ekosistem perairan dengan mengatur penggunaan KKD serta
penguatan sistem zonasi dan kearifan lokal.



2. Memanlaatkan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan
melalui pengembangan  ekonomi  yang  ramah lingkungan secars
berkelanjutan dan memperhatikan ketahan:an pENgan masyarakat.

3. Mcembangun kapasitas SDM Pegawai BLUIY UPTD, institusi lokal (adat] dan
masyarakal untuk secara efclktif bekerjasama dalam mengelols sumberdaya
dan jasa kelautan.

4. Membangun jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Denlang Laut
Wilayah Kepala Burung Papua schagai kawasan konservasi strategis di
segitiga karang dunia.

Misi tersebut dimaksudkan untuk merangsang dava saing BLUD UIPTD
Pengelolaan EKP Kaimana dalam pengelolaan Taman Wisata Perairan Kaimana
dan Taman Pesisir Faklak serta pedoman bagl Pegawai untuk memahami tujuan
pengelolaan.

4.2, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan KKD Kaimana-Faklak

Dengan merujuk pada R, maksud pengelolaan KKD Kaimanas-Pakfak
adalah “menjamin  tersedianya sumber days perairan  untuk MENOPETIE
kehidupan sosial masvarakat (ketahanan pangan] secara berkelanjutan dan
melindungi keanekaragaman jenis, habilal, dan ekosistem”.

Tujuan pengelolaan KKD Kaimiana Fakfak adalah sebagal berikut:

i, Terkelolanya KKD dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan
mengautakan prinsip pengelolaan berbasis ckosistem dan adal secara efelrir,
efisien, dan adaptif untuk mempertahankan dan menjamin  keberlunjutan
keanekaragaman hayati dan ckosistem pesisir dan laut.

b. Meningkatnya tingkal kesejahteraan masyarakat sekilar kawasan melalui
pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jusa-jasa lingkungan.

¢, Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan
pengelola), serta penguatan kelembagaan untulk mencapal pendanaan dan
pengelolaan yang berkelanjutan,

d. Terbangun kemitrasn dan keja sama program secara kolaboratil dalam
pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi i Bentang Laut Wilayah Kepala
Burung Papua.

Sazaran umum pengelolaan KK Kaimana-1takfak meliputi 4 [empat} TWP

di Kabupaten Kaimana serta 2 (dua) Taman Pesisir di Kabu paten Fakfak, yang

disesuaikan dengan karakteristik biofisik dan sosial masyarakatnya.

Sasaran Pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak, schagai berikut:

4. Reanekaragaman jenis, habitat, dan ckosistem terumbuy karang, padang
lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan pulal-pulau kecil
di wilayah pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak,

b. Lokasi-lokasi pemijahan ikan (fish spawning aggregation),

c. Masyarakat adat dan masvarakat peiuanan serta nilai-nilai hudaya dan
kearifan lokal (seperl Sasi).

4.3. Slrategi dan Arah kebijakan

4_.3.1. Sirategi Alternatirl

Berdasarkan hasil analisis SWOT, vang kemudian dimasukkan ke dalam
Malriks TOWS, akan terlihal strategi alternatif yang dapat diambil oleh
organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal organisasi,
uniuk berhadapan dengan peluang dan tantangan dard luar nrganisasi. Strategi
alternatil dimaksud, vaitu:



a. Strategi 8-0, adalah strategi vang dipilih untuk menggunakan Kcekuatan
organisasi agar dapat memanlaatkan peluang vang ada;

b. Stralegi W-O, adalah strategi untuk menguratgi kekurangan organisasi
schingga tidak menutupl peluang yang ada;

c. Strategi 5-W, adalah siralegi memanfaatkan kekuvatan organisasi untuk
menghadapi atau menghindari ancaman:

d. Strategi W-T, adalah strategi melindungi kelemmuhan organisasi agar tidak
dihabisi oleh ancaman yang dihadapi

Gambaran strategi alternatil SO, ST, WO, dan WT sesuai matriks TOWS
untuk BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dapat dilihat dalam tabel berikui

LI,

Tabel 4.1 Matriks TOWS Alternalif Strategi BLUD Kaimana

Keluatan Kelemahan
1. Memiliki zona 1. Jumlah dan
konservasi yvang kompetensi SDM
luas dan UPTD belum
berpotensi industri memedai
kelautan dan 2. I'cralaian
wisala vang tinggi pendukung
2. SDM cnergik dan pengawasan dan
leamivork yang perlindungan
solid terbatas
i1 Remampuan 3. Belum memiliki
berkoordinasi slruktur
dengan pencrimaan yang
stukeholders tetap dan
industri kelautan menculaipi
dan pariwisata 4 Zona pemanfaatan
relatif baik belum dipetakan
4. Komunikasi secara baik
dengan Pemerintah |5 Lahan yang dapat
Provinsi dan diusahakan
kabupaten berjalan {saleable area)
bail relatif sedikit
3. Landasan hukum 6. Belum ada kajian
UPTD dalam dava dukung dan
pengelolaan zona daya larik wisata;
jelas {dan masuk 7. Dwestinasi wisata
program n:asional) belum
6. Potensi wisata dikembangkan
alam, seni-budaya, | & Program kerja
dan wisala kuliner pembangunan
7. Tkon Kaimana kepariwisataan
relatif telah dileenal masih parsial per
secars Nasional dacrah
& DPelaku industri 9. Daya dukung
pariwisata dalam infrastruktur
negeri banyak dacrah rendah
telah beroperasi di | 10 Kewirausahaan
Kaimans masyarakat terkait
9. Masyarakat relatif kelautan dan
ramah dan terbuka kepariwisataan
rendah




terhadap turis
asing

. Penetapan program

Strategi 30O

Strategi W-0

tidak scjalan dengan

pemaniaalan zona

kawasan konservasi a. Menjadikan a. Peningkatan
sebagal prioritas penigembangan komitmen kepala
Nasional 20T Kawasan daerah lcrhadap
2. Dukungan korservasi zZonasi yang
Pemerintah Daerah Kaimana sebagai dilakulcan
dan Pusat kegiatan priorilas b. Memastikan
3 Kawasan relatif aman kabupaten prrencanaan 2onasi
4. Kerja sama Kaimana dan dan pemanfaalan
internasional / pemberi provinsi Papua dilakulkan dengan
Iibah sangat Darat tmik dan profesional
dimungkinkan untuk | b. pengembangan dengan
pembangunan zona sarana dan memperhatikan
konservasi Prasarana keberlangsungan
5. Minal ecolourism pengelolaan lingkungsan dan
meninglkat c. pembentukan dan PENYIARAD
6. Pemnbatiazsan pengembangan mfrastrulctur
perjalanan ke Iuar Jejaring kerja UPTD | e Mencari dana
neger dalam masa Kaimana pengembangan
= pandemi d. pengembangan infrastruktur dasar
= Tingginya potensi dan kolaborasi di zona
% minat investor pengelolaan UPTD pemantfaatan
= Kaimana d. Pengembangan
e. Pengembangan dan sistem pendanaan
promosi pariwisata herkelanjutan
Kaimana dalam c. Peman Bytan jasa
kerangka lingkungan
ecofourism dan
pariwisata
berkelanjutan
[. Bosialisasi dan
publik:asi
g. Memastikan
pengawasan dan
nerlindungan zona
nti dan perikanan
dapat dilakukan
medalui kerja same
dan dukungan
pernerintah pusat
dan donor {jika
ada]
I Ketidaksinkronan Strategi 5-T Slrategi W-T
peTCRCanaan a. Memasiikan a. Pemberdayaan
e stakeholders, baik d penelitian masvarakat sckitar
E Pusat maupun mendukung KKPD Kaimana
T dacrah sinkronisasi b. peningkatan
& | 2. Pernahaman PENEHWHSHTL, kapasitas
i masyarakat lerhadap perlindungan, Organisasi
zon@ konservasl pengemhbhangan dan pengelola




kebiasaan schari- konservasi yang c. Penyusunan
hari aman dan panduan
3 Pembangunan berkelanjutan spesiikasi
pariwisata akan b. program penelitian pembangunan dan
Mengancam dan pengembangan pemanfaatan yang
kehidupan c. Pengembangan ketat
konservasi forum komunikasi |4, Pengurusan
4. Pandemik Cowvid dengan DETLZHIAN yang
3. Status dan akses ke masyarakat dan transparan, teliti,
zona pemanlaatan pihak terleait dan lepal wakiu
dalam 8. PTOEHII
pengembangan pendidikan
Zonga lingkungan hidup
d. Pembangunan dan | Mengembanglkan
pengembangan sumber
sistem pengelolasn pendapatan
herbasis adat organisasi yang
¢. perlindungan scsual ketentuan
habntal dan dan tujuan
populasi [ean g. Rehabilitasi habitat
f. Monitoring- vang telah rusak
evaluasi (monev) vang lidak
sumber daya mungkin pulih
kawasan tanpa intervensi
g, Nota kesepahaman
dengan dinas
Pariwisata dalam
pengembangan
pariwisata di zona
pemanfaatan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021,
4.3.2. Strategi Pengelolaan

Mcmperhatikan hasil pengembangan strategi yang disampaikan dalam
tabel 4.1 di atas, tampak bahwa unluk mewuwjudkan visi pengelolaan UPTD
Kaimana, dirancang berbagai sirategl untuk dapat menyasar fujuan pelestarian
sumber daya laut di kawasan perairan Kaimana dan Fakiak. Strategi
pengelolaan sesuai dengan Pasal 6 Permen KP Nomor PER.J0O/MEN/2010
tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, yang
menyvebutkan bahwa: Strategi pengelolaan kawazan konservasi  perairan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) huruf ¢, meliputi:

4. Penguatan kelembagaan;
h. Penguatan pengelolaan sumber dayva kawasan; dan/atau
. Penguatan sosial ckonomi dan badaya.

Pasal 5 ayat {2) hurul ¢ Permen KP Nomor PER.30/MEN/2010 tentang
Rencana Pengelolaan Dan Xonasi Kawasan Konscrvasi Perairan, menyebutkan
bahwa: Rencana jangka panjang schagaimana dimaksud pada ayal {1) memuat
kebijukan pengelolaan kawasan Konservasi perairan, vang meliputi:

a. visi dan misi;
b. tujuan dan sasaran pengelolaan; dan
c. strategi pengelolaan.

Pazal 5 avat (1] Permen KP Nomor PER.AOS/MEN /20010 tentang BEencana
Pengelolaan Dan “onasi Kawasan Konscrvasi Perairan, menyebutkan bahwa:
Eencana jangka panjang pengelolaan kawasan Konservasi perairan berlaku



sclama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditelapkan dan dapal ditingau
sckurang-kurangnya 5 (lima) tahun sckali.

Selanjutnva penvusunan Kencana Pengelolaan UPTD Kaimana perla
memperhatikan kepatuhan (complianee] dengan Keputusan Dircktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/DJPEL/2020 tentang Pedoman Teknis
Evaluasi Efcktivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA]. Keputusan Dirjen
juga menjadi rambu-rambu dalam menentukan program kegiatan dan menjadi
bahan uniuk penvusunan  monitoring dan  evaluast  penilaian dalam
operasionalisasi manajemen BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana kedepan
schingga bisa tercapai pengeloaan optimum. Deberapa sfrategi utama yang
diperhatikan dan periu dilakukan, adalah:

. Strategi Penguatan Kelembagaan

Strategi  penguatan  kelembagaan  ditujukan  untuk menimgkatkan
kapasitas struktur dan mirastruktur kelembagaan, Strategi mi dimmulad dari
proscs  pemantapan  kelembagaan  UPTD Pengelolaan KKP  Kaimana,
penerapan BLUL sampal pada pengembangannnya kedepan, meladur upaya
dan proses peningkatan kapasitas (oopacity  building) pengelola dan
masyvarakat di sekitar wilayah pengelolaan UPTD Kaimana.

Strategi penguatun  kelembagasn, meliputi peningkatan kapasilas
Organisast pengelola UPTD  KEKP RKaimana, pengembatigan sarana dan
prasarana, pembangunan dan pengembangan sistem pengelolasn berbasis
adal, pengembangan sistem  pendanfan  berkelanjutan, pengembangan
kolaborasi pengelolaan KKD  Kaimana-Faktak, pcmbentukan dan
pengembangan jejaring KK Kaimana-Irakfak, sosialisasi dan publikasi, scrita
monitoring dan evaluasi (monev}.

b, Strategl Penguatan Pengelolsan Sumber Daya Kawasan

Strategi penguatan pengelolaan sumber dayva kawasan mencakup dua
sumber daya penting, vaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia.
IIntuk mengimplementasikan strategl ini dikembangkan program penclitizn
dan pengembangan, perlindungan hahitat dan populasi Ikan, rehabilitasi
habitat vang telah rusak vang tidak mungkin pulih tanpa intervensi,
pemanfaatan jasa lingkungan, dan money sumber daya kawasan.

Selain sumber dayva ckosisiem terumbu karang, pengelolaan KED
Kaimana Fakfak memberikan perhatian khusus pada pengelolaan ckosistemn
Mangrove dan padang lamun. Keduoa ckosistem imi memihki peran penting
dalam menyediakan jasa lingkungan, termasuk sebagai pengatur ikiim global
dalam konteks perubahan iklim. Ekosistemm mangrove dan padang lamun
dialtui memiliki kandungan karbon vang cukup signifikan, baik pada batang
pohon dan daunnya {(above the ground) maupun pada sedimennya (below the
ground). Dengan menjaga kedua ekosisiem lersebul dan kegiatan konversi/
perubahan labhan, maka dengan sendinnya fidak ada emisi karbon yvang
dihasilkan. Strategi inl dikenal dengsn Blue Carbon dan BLUD UPTD KKP
Kaimana berkontribust pada gupaya miligasi perubahan ikhm global.

¢. Strategl Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya
Strategi ini mencakup program pendidikan lingkungan hidup,

pemberdayvaan masvarakat sekitar KK Kaimana-Fakfak, dan monev
penguatan sosial ckonomi dan budaya masyarakat sckitar kawasan.



4.4, Aragh Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan DBLUD UPTD Pengelolaan KEKP Kaimana

adalah:

il

Pengelolaan Berbasis Ekosisiem dan Adat

Arah pengelolaan KK Kaimana Fakfak dilakulkan dengan cara
menyvelaraskan/ mensinergikan pengelolaan berbasis ekosistemn [Foosyslem
Based Manogement] dan pengelolaan berbasis adatl (Customary Based
Management). Hal ini tidak lain karena tingginya keunikan, keanekaragaman
jenis fora dan fauna serta ekosistemnn perairan, pesisir dan laut Kaimana
IFakfak. Untuk ilu, BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana perlu dikelola
secara efeldif dan berkelanjutan oleh pengelola maupun berkolaborasi
dengan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten Kaimana dan kabupaten
Fakfak dengan cars menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis
ekosistern dan adat dalam kerangka melesiarikan keanekaragaman hayafi
laut, mempertahankan stok dan iomassa itkan serla mengembangkan mata
pencaharian  berkelanjuian  (susfanable hvelhood) dan  mewujudkan
kedaulatan pangan (food suverengrily] jangka panjang bagi masyarakal
Kaimana dan Falkialc.

Jadi arah kehijakan pengelolaan menggunakan pendekatan yang
bertujuan mempertahankan abiran jasa-jasa ckosistem {ecosysiemn services)
vang disesuaikan dan disinergikan dengan petuanan o schiap wilayah
pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak.

. Pengelolaan Berbasis Xonasi

KKID Kaimana-Fakfak dikelola berndasarksan sistem zonasi.
Pengembangan sistem zonasi bertujuan untuk membentuk dan melindungi
kawasan konservasi perairan dan mempertahankan fungsi reproduksi dan
stok ikan baik di laut, sungai maupun danau air asin sebagai satu kesatuan
pengelolaan kawasan perairan. Selan itu, dimaksudkan bagt pengembangan
sosial ckonomi masyarakat yang dimanfaatkan sccara lestard, dan untuk
tujuan pendidikan, penclitian, dan pengembangan scrta mengembangkan
jasa-jasa lingkungan (environmental services) di dalamnya sebagai bentuk
pemanfaatan lestart {sustainable use] melalui pariwisata bahari dan marine
culture (budidaya laut) berkelanjutan. Harapan akhir dari pengembangan
sistermn zonasi KKD Kaimana-Fakfak adalah untuk memastikan bahwa
perairan pesisir dan laul dengan segala sumber daya hayali yang ada
didalamnya dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam secara kontinyu
guna pemenuhan kesejahiersan masvarakal secara luas dan maniaatl
ekonomi jangka panjang.

Regulasi

Kebijakan pengelolaan KKD Kaimana-Fakfak berdasarkan ketentuan
peraturan perundang undangan. Hal im tidak kan adalah sebaga bentuk
kepatuban {compliancee] terhadap regulasi yvang ada, antara lain:

1} Peraturan Pemerintah Nomeor 60 /2007 tentang Konservast Sumber Daya
Tkan;

2} Peraturan Menteri Kelauton dan Perilkanan Nomor PER.Z0/MEN/2010
tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

3} Peraturan Menleri Kelautlan dan Perikanan Nomor 47 /PERMEN-KI* /2016
tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; dan



4] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 /PERMEN. KP /2020
tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
scria peraturan di tingkat daerah lainnya yang relevan,

. Pengelolaan Kolaboralil

Pembangunan dan pengelolaan KED Kaimana Fakfak dapal pula
dilakukan secara kolaboratil dengan melibatkan lintas scktoral, swasta,
perguruan tinggi, masyvarakat adat dan lembaga-lembaga penclitian lainnya.
Selain itu, dapat dilakukan pula dengan membangun jejaring kawasan
konservasi perairan di wilayah Bentang Laut Kepala Burung Papua (BLKB)
sebagai kawasan konservasi dan wilayah segitigs terumbu karang dunia.

Tabel 4,2. Strategi dan Kebijakan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

Tujuan

1 _Moenjamin
tersedianva
sumhber daya
perairan untuk
menopAng
kehidupan sosial
masyarakat
(ketahanan
pangan] secars
berkelanjutan
dhan
terlindunginya
keanekaragamsan
jenis, habitat,
dan ckosislem

]

| 1.Menjaga

keanckaragaman
jenis, habitat,
dan ckosistem
terumbu karang,
padang lamun,
MEANETOVE,
daerah aliran
sung:, danauy,
pesisir dan
pulau-pulau
keecil di wilayah
pengelolaan
KKPI} Kaiman:,

1.Program
penelitian

habitat dan
ckosistem
lerumbu .
karang, padang
lamun, '
MARErove,
DAS, pesisir,
dan pulau kecil

| 1.Mendorong dan |

Kebijakan |

memlasilitasi
penclitian
habitat dan
chkosistem

2. Pengawasan
dan
perlindungan
habitat dan
populasi Tkan,

2 Menetapkan

peraturan darn
panduan
pembangunan
dan

poernaniaatan

3.Rehabilitasi
habital vang
telah rusalk
yung Lidak
mungkin pulih
tanpa
intervensi,

4 Peningkatan
kapasitas
organisasi
pengelola BLUI
UPTD Pongel
kKP Kaimana

| 3. Mcnetapkan

4 Menetapkan

intervensi
pemulihan
bertahap

ATIESHATAT
peningk:tan
kapasitas SDM
UPTD

5.Pengembangan
sarana dan |
prasarana

pengelolaan
UUPTD Kaimana,

S Menctaphkan

ANZEATAT
peningkatan
sarana
Prasaran:

b Pengembangan
sistem
fre tharizazann
berkelanjutan
untuk
pengelolaan

UFTD Kaimana,

6. Mengembangkan

kawasan
oloritatif di zona
pemanfaatan




b Tujaan

Sasaran | Stratcgi Kebijakan |
i 7. Pengembangan | 7.Menctapkan
kolabonast kerga sama
| pengclolaan Donor
LI Kaimana,
| 8.Pembentukan | & Mengembangkan
tlan ke sams
pengembanga jejaring kerja
jejaring kerja dengan
UPFTD Kaimana, | kementerian/
) _ lembiaga lerkail
2.Menjaga lokasi- | 1.Program 1.Mendorong dan
lpkasi pemijahan penelilian dan memblasilitasi
ikan (fish | pengembangan penelitian
spawning | lokasi pemijahan ikan
aggregation), pemijahan ikan

J.Menjaga
masyarakat adat
dan masvarakal
petuanan serla
nilai nilai budava
dan kearilan
lokeal (Sas1).

2. PengawAasan
| dan
perlindungan
hatnlal dan
loleasi
pemijahan lkan

| 1.Program
penclitian dan
pengernberngan
riasyAarakal
| adat
2 Pemanfaatan

jasa lingkungan

2 Menclapkan
peraniran dan
panduan
pembranguian
dan
pemantantan
kawiisan

| . Memfasihilas
penelitian
masyaraleal adat

2 Mengoptimmalican
ijasa lingkungan

| 3.Program 3.Menganggarkan
pendidikan dan bekerjasama
lingkungan hidang
hidup pendidikan
lingkungan
hidup

| 4. Pemberdayaan

4 _Mengembangkan

masyarakat lapangan kerja
sekitar KKD alternatif bagi
Kaimana- masyarakaft
| Fakfak _
. Monev aMolaksanakan
| penguatan monitoring dan
|  sosial ckonomi cviluasi dampale
dan budaya masyarakat
masyvarakat
6. 5osialisasi dan | 6.Menetapkan
publikasi kerja sdama
sosialisasi dan
| publikasi
: Kawasan
| I:tmr::iran _
| - Kaimana Falkdak
| 7. Pembangunan | 7.Berkolaborasi
‘ dan | dan bermitra
pengembangan | dengan
| sistem | masyarakal adat |




Tujuan CSasaran’ | Strategi Kebijakan
§ . pengelolaan
' - berbasis adat

ISumiH:r: UDPTD Kaimana, 221



BAB V
RENCANA STRATECGIS 2021-2022

3.1, Program dan Indikator

Memperhatilan peta strategi dan tujuan strategi sebagaimana dijelaskan

schelumnya, maka sccara umum ada 4 [empat] program yang akan
dilaksanakan oleh BLUD UPTT Pengelolaan KKP Kaimana dalam 2 {dua) tahun

ke depan, yaitu:

d.

h.

tl.

Program Sirategis Penguatan Kelembagaan, meliputi:

1} Pemantapan kelembagaan UPTD Pengelolaan KKI° Kaimana scbagai unit
organisasi pengelola dengan menerapkan BLUD.

2} Peningkatan kapasitas pengelolaan UPTD Pengelolaan KKP Kaimana.

3 Pemantapan adminisirasi pengeloladn.

4} Pengembangan sistem perndanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KKD
Kaimana-Fakiak.

3] Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi pengelolaan
KK Kaimanga-Fakizk,

&) Membangun komunikasi dan publikasi yang bailk.,

7} Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

H#} Peningkatan kapasitas UPTD Pegawai dalam hal pengelolaan Kawasan duan
Upaya perwijudan peredanaasn berkelanjutan.

Program Siralegis Pengualtan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan, meliptui:

1} Koordinasi Pengelolaan KKI

2} Pengelolaan Taril Layvanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan.

3} Pelaporan Dana Hibah yang berasal dari NGO atau pemberi Hibah lainnya.
4} Mohilisas: personcl dan logistic.

5} Patroli Pengawasan.

6] Monitoring dan pemaniaatan sumberdayva alum perairan.

7} Pengembangan jasa ekowisala.

Program Strategis Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyvarakatl
Sekitar KKD, meliputi:

1] Pengelolaan Dana Masvarakat.

2] Penjangkauan dan pengembangan ekonomi.

3] Memperkuat POKMASWAS dan/atau Um jaga laut.

4] Dukungan terhadap budaya Sasi.

Program Strategis Monitoring dan Fvaluasi, meliputi:
1] Audit keuangan BLUD

2] Pelaksanaan evaluasi kinerja melalu: EVIKA.

3 Evaluasi kinerja internal seeara berkala.,

Sclanjulnya uniuk uraian sasaran, indikator dan kegiatan dalam kurun

waktu 2 tahun kedepan sebagaimana ierlihat pada tabel berikout.



Tabel 5.1. Sasaran, Indikator dan Kegiatan

L Meningkativa kicerja perlicdungan | aJumlah pelaksanasn pengawasar Eeli pper tahun 46 | 1.Operasi pengRwazan kawasan
holder dazn pengelalaarn awagan i |Jaga Laus gi kewasan konservaai {i=== konmervasi terkela
kotgervasd hag peslinduagan . I’_,akupaﬁ Arga PergawaAsED S - 31-7 0%
guibed agat kelavtan dan "o Tindak ianjul atas pelacpga ran g S0~ 7 5%,
kemmanlfearar dunia .:-:-Fa,du_}nng bW ennng i |
¢ mualitas atok iken dan biaza lant Ciracle

sinnya di gona inti dan zena
. - pevikanan berkelanjuzan o
2 Pemarfantan rons pemanfaatan 2. Jurmlah pelanggaran semanfastan % 2i0% | B Penyueunan visioning pengemnbangan
narelasarlean prinsin keberlanjuan ARWASAD zona pemanfpatar
b Pengembangar databsase eploabls area |
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pengembangas/ pemacfeatan zona
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pemaniaatan | = . _ i
A Membangun p ariwisara a.Mota kesepaharman dengan Lz 1
berkelanjutan seaual atandar | Kemeaterian kP = { = -
green) sustainable tourism b Perizinan pariwizata L | | e
4 Memanfaatkzan media pLL]lH’.&i' a. Teraedia informnas: tenlang Ral update per 12 | a. Fe-ademl:mngn.n wehsite
dan promesi perlindungan, pelestarian dan tahun I:.FPublikasi infarmasi tentang
pemanfantan kawessan mmelaiul petlindutgan, ;-cleata..u&n dar
webaite dan media scalal pemarinatan kewasan melalul wehsits
dan media zosial i N
b.Tergadia informas! perlindungan, Kal: per tahur 2 | m Publikasi media s=tak

pelesraran den pemantfaatsn

kawasar melaly! baben odtak -
e Teraedia matesi peryadartabuan Kali per mbiin 6 a.Publikas media faar roang

kawasan melalid media dalam dan
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c.Penecapan standar prosedur dalam
pengelalean kawasan

Rl

dasrab

: I Membacgun zona prmaneatan a.Kerja asma pemanfaatan zona FKorja sama 3 | afeleds dan peoyusunan [FRO
secara berpadu berdasarkan koordinari’ lngxunger il 4 .
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Sumber: UPTD Kaimana, 2021,




5.2. Kebutuhan Belanj:

Kebutuhan belanja dan kemampuan penidapatan BLUD UPTD Pengelolaan
KKP Kaimana yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan
kepada masyarakal dicantumkan dalam Kencana Bisnis Anggaran (RBA) yang
mengacu pada dokumen int. :

Relanja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana terdiri atas belanja operasi
dan belanja modal, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam REA DKP Papua
Harat pada akun belanja daerah yang sclanjutnva dirinci dalam 1 {satu)
program, 1 (satu} kegiatan, 1 {satu) sub kegiatan, | (satu) outpuf, dan jeuis
helanja. Belanja BLUD ind dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan serta  kegiatan pendukung pelayanan berupa perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan KKD Kaimana-Faklak.

Pengelolaan belanja BLUD  diberikan fleksibilitas  dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Pengadaan barang dan/atau
jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang
undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pengeluaran
BLUD untuk periode 202 1-2022 diproycksikan sebagal berikut.

Tabel 5.2. Rekapitulasi Proyeksi Pengeluaran BLUD Tahun 2021 2022

[T T e I L2021 i MRl o TR
| Biaya Operasional . | oy
| = Biaya Pelayanan ! _ 0 | 1.530.271.504
' » I3iaya Umum dan Administrasi 0 | 510.761.833
| Total Biaya Operasional e 0 2.041.033.337

Biaya Non Operasional |
Sumber: UPTD Kaimana, 20021,

Pengeluaran operasional dibutithkan untuk membiayai kegiatan, meliputi:

a. Biaya Pelayvanan

1) biaya pegaws:i;

2) bhiava bahan;

3) biaya jasa pelayanan;

4) biaya pemeliharaan;

5) biaya barang dan jasa; dan

6] biaya pelayanan lainnya.

b. Biaya Umum Dan Administrasi
1] biaya pegawal;
2] biaya administrasi kanlor;
3} biaya pemeliharaan;
4} biayva barang dan jasa;
5) biaya promosi; dan
f) biaya umum dan administrasi lainnya.

c. Biaya Non Opetrasional
1} hiava bunga;
2 biaya administrasi bank;
3} biaya kerugian penjualan asct tetap;
4] biaya kerugian penurunan nilai; dan
5] biaya non operasional lain-lain.



. Biaya Pengeluaran Investasi

Sedangkan pengeluaran biava program kegiatan digunakan uniuk:
;1. program strategis penguatan kelembagaan;
b. program strategis penguatan pengelolaan sumber days kawasan;
¢. program strategis pengualan sosial, ekonomi dan budaya masyarakal sekitar
KKD Kaimana-Faklak; dan
d. program strategis moniloring dan evaluast,

5.3. Pendapatan, Pembiayaan dan Investasi Layanan BLUD UPTD

Struktur anggaran BLUD UPTD Pengelolaan KKP kalmana terdinl atas
pendapatan, belanja dan pembiayvaan BLUILL.
Pendapalan antara lain bersumber dari jasa layvanan, berupa imbalan yang
diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pemanfaat KK
Kaimana-Fakfak. Dalamkaitan itu, akan diberlakukan pengenaan tarif Layanan
sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat
pernaniaat,

Taril Layanan dimaksud disusun atas dasar harga jual produk barang
dan/atau jasa setelah memperhilungkan biaya per satuan/umnit layanan, hasil
per investasi dana  oleh  BLUD  selama  periode  fertentu dan
perhitungan /penctapan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan. Tarif Layvanan berups besaran tarif (nilai nominal uang} dan/atau
pola tarif [persentase atas harga patokan, indcks harga, kurs, pendapatan
kotor/bersih, dan /atau penjualan kotor/bersihl).

Selain itu, Pendapatan dapat pula berasal dari sumber lain yang sah
melalui pengembangan usaha. Pengembangan usaha ind dilakukan melalui
pembentukan unit usaha di bawah BLUD UPPTI) Pengelolaan KKFP Kaimana.
Penerimaan BLUD dapat berasal dari APBIY, Tarl .Jasa Lingkungan yang
dikenakan kepada pemanfaal kawasan, wisatawan yang mengunjungi kawasan,
pinjaman, hibah, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikal. Proyeksi
penerimaan schagai berikut:

Tabel 5.3. Rekapitulasi Proveksi Penerimasan BLUD Tahun 2021-2022

i Biaya SRR 2022

| Dana Tarif Layvanan Pemeliharaan

| Jasa Lingkungan : 1.124.850.000
libah Blue Abadi 1 0} B 0

| Hibah dari sumber lain {(Hibah CII} | 0| 5.20.000.000
Dana APBD Provinsi 0| 400.000.000
Pendapatan Lain-lain LR _ ]
Total Penerimaan 2.044.850.000

Sumber: UF'TT}RTHm:ma, 2001,

Pembiayaan BLUD UPTD yang terdiri atas penerimaan pembiayaan
berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnyza) dan
pengeluaran pembiayaan (investasi) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam
rRKA SKPD selanjutnya diintegrasikan /dikonsolidasikan pada akun pemnbiayaan
pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Dacrah selaku Bendahara Umum
Daerak.

BLUD UPTD dapat melakukan investasi jungka pendek yang dapat scgera
dicairkan, sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan  dan



peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas
keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencans pengeluaran.

Dialam rencana strategi 2 (dua) tahun ke depan, kondisi kevangan DLUL
UIFTD masih defisit. Untuk itu penerimaan jasa lingkungan dan kerja sama
pemanfaatan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan BLUD UFTD dalam
melaksanakan kegiatan dan program-progralmnya,

5.4. Rencana dan Mckanisme Pembiayaan

Pengembangan layvanan berdasarkan Permendagr Nomor 79 Tahun 2018,
ditujukan kepada masyarakat lanpa mencari keuntungan dalam mangka
memajukan kesejahileraan umnum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam
icaitan itu, BLUD UPTD Prngelolaan KKP Kaimana harus mengu pavakan
layanan yang bermuty, berkesinambungan dan berdava saing,.

Penerapan BLUT pada UPTD Pengelolaan KEF Kaimana bertujuan untuk
memberikan layanan umum dalam bidang konservasi perairan, pesisir dan
pulau-pulau kecil di KKD Kaimana-Fakfik secara lehih efektif, cfisien, ekonomis,
{ransparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan dan manfaat yang sejalan dengan praklik bisnis yang sebhat, untuk
membaniu  pencapaian tujuan pemerintah  Provinst  Papua Baral dalam
pengeloaan Kawasan konservasi Daerah.

Penerapan BLUD UPTT) KKI* Kaimana dengan memperhatikan:

q. Karakleristik tugas dan [ungsi UFTD KKI'D Kaimana dalam memberikan
pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUID, schingga
dapat meningkatkan pencapaian targel keberhasilan, Kriteria layak tersebut
melipati:

1} memiliki potensi untuk meningkatkan penyvelenggaraan  pelayanan
perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konscrvasi secara
efeltif, elisien, dan produktil; dan

2} memiliki spesifikasi teknis dalam bidang perlindungan, pelestarian dan
pemanfaatan KKD Kaimana-Fakfak yang terkait langsung dengan layanan
umum kepada masyarakat.

h. Berpotensi meningkatkan  pelayanan  kepada masyvarakat dan Kinerja
keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Kriteria berpolensi
meningkatkan pelayanan tersebut meliputi:

1] perkiraan rencana pengembangan yang dilihat dari peningkatan/f
diversifikasi unit layanan pemanfaatan kawasan konservasi untuk
kegiatan perikanan tangkap, perikanan  budidaya, pariwisata  alam
perairan, scria  pencliian dan pendidikan, pendirian dan/atad
periempatan bangunan laut, pemantfaalan air laul selain energi,
transportasi perairan dan pelaksanaarl adat istiadat/ritual keagamaan.
Tal ini sesuai dengan Permen-nomor 31/Permen KP/2020. Oleh karena
itu berpotensi lerjadi peningkatan  jumlah pemanfaatan  Kawasan
konscrvasi; dan

2} perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun
yang akan datang dengan ditelapkannya menjadi BLUD untuk
meningkatkan usaha perlindungan dan pelestarian dalam
memperiahankan keuluhan fungsi ekalogis, sosial, ekonomi dan budaya
kawasan konservasi sesuai dengan aruh kebijakannya.



BAH VI
PENUTUP

Rencana  Strategis digunakan sebagai acuan bagi pengelola  dalam
melakukan pelayanan kepada masyarakat, sckaligus mengelola dan melidungi
ekosistem perairan dan jasa jasa lingkungannya. Pencerapan BLUD pada UPTD
Pengrlolaan KKP Kaimana diharapkan dapat meningkatkan kKinerja layanan
dengan didukung adanya Meksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dari scliap Pegawal
dan parlisipasi masyarakal, serta dukungan Pemerintah 1acrah baik bersilal
materiil, administratil maupun politis.

Kenstra ini menjadi dasar bagl penyusunan dokumen Rencana Bisnis
Anggaran BLUD dan digunakan aleh UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam
melaksanakan pelavanan schagai upaya mencapai target kinerja layanan dan
manzjemen UPTD vang efckiil, efisicn dan berkualitas dan berkelanjutan,



Lampiran-Lampiran

Lampiran 2.1, Rencana Strategis BLUD UPTD Pengelolaan KKP knimana

TUJUAN: menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masvarakat (ketahanan pargan| secara berkelanjutan

dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habita, dan ekosistem.

: Tujuan Sub-Tujuan 3 ndikator Tujuan Target akhir
1. Memjamin tersedianya sumber deya | 1. Mengelola wilayah KKD Kalmana-  1.Proporsi pelanggaran peruntukan Lebih kecil dari 2096
perairan untuk menopang Falktak dengan sistem zonasi sesual zorasi

kehidupan sosial masyarakat
[ketahanan pangan| secara
herkelanjutan dan terlindunginya
keanekaragaman jenis, habitat, dan
elosistem

peruntulianny i dengan
menggunakan arinsip pengelolaan

Z.Pencernaran pcmjran

3= Tidak tercemnar

3 ELH.LL-I.S- larnun

3= tutupan tinggi >50%

berbasis ekosistem dan adar secara | 4, Status mangrove

efelctif. efisien, dan adaptif.

G=kerapatan tij,gﬁ =13500
pnhun,-"].a, ratupan > 75

5.Status terumbu; I{ﬂrél'lﬁ;

_ﬁ:‘-:“fa.._t!.lg produktivitas E_!_ll_.ll_g.ri

3=-11L1'Llpa.t‘ tingg,
L=l

I=produkaivitas tmggl

7. Habizat pentng [spawning ground,
nursery ground, feeding ground),

3= diketahui adanya habite:

penting dan dikelola dengan baik

&, Perubahan iklim terhadap S0 dan
Ml at

3= diketahui adanya dampak
perulahan

{klim dan ditkud dengan strateg
adaptasi dan mitigasi

'-'Q' Sebaran u:m'an nlwn

10 Komposisi spesies dan Tropic level e Rasio>]

3—Iirr1=~T_;:

Eil lmgl-mt Hemats.nga.n gonad

12, Densitas/ Biomassa untuk fkan
L-:a_rgng & invertchrata

TB= TKG IV < 2000

3 ==_1u|:|:|lE:h individu >

10 tnd/m3

13. Indikator spesies

3 = tidak ada spesies kunci vg

| 14.Trend CPUE

.....

15 Waktn tempuh lokasi penanghkapan

ikan




Tujuan Sub-Tujuan i Indikator Tujuan T Target akhir !
16, Fishing capacity. 3= FP aktual < FJ" optimal
u11dercapac11.}"|

| 17.Selelitivitas alat tanglap

3 = rendah (kuarang dari E‘IT’Euln"tldﬂk
ada penggunaan alat tengdagp Yang
tideak selektif]

18, Metade penangkapan ikan yang
bersifar destuktifl dan atiaa illegal

31 Sertifikasi awak kapal perikanan

19, Kese suaian fungsi dan akuran
kapal penangkapan ikan dengan
dolumen legal |

3= kurang dari 505

" 20.Mod ifikas; alat ]:w:nsngl-:apan iken
dan alat banw penangkapan.

3 = modifikasi alal penangkapan

ikan dan aten alat bantu
penangkazan ikan menimbulkan
darmpak vang rendah techadap
50

sesual dengan peraturan.

A= Kepem:likan sertifikat tinggi

Menerapkan peraruran dar

perundang-undangan dalam
wilayah pengelolaan KKPIY sebagai
upaya untuk mempertabanken dan
menjamin keberlanjutan
keanekaragaman hayvati dan
ekosistem perairan.

1 1. Proporsi usaha penangkapan ikan.

pembudidayaan ikan, pariwisata
alam, atau penelitian dan pendidilan
yang betoperasi tanpa 1zity

3= kurang dari 5%

2.Jumlah penzinan yang dikeluarkan
tepal wakiu

1= 10(F% sesuai target SPM

. Meningkatnya kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat melalui
pemanfastan potensi sumber daya
perairan dan jasa-jasa lingkungan.

JE Fend&patan riil rumah tangga (KTF)

3= lebih besar rata- ra.La UMRE

2 Nilai Tukar Hflﬂ_ﬂn {WTH)

3= lebin dari 100

A Ss:.ing rate

3= antara 20% hingga 30%

4, Hup:m:llknn aset

A= Lebih dari rLFJ-"u asel I:rrﬂl':luksl.

 Meninghkatnya kapasitas sumber

daye manusia (masyvarakat Jokal
dan pengelala) penguatan
kelembagaan untuk mencapal
pendanaan dan pengelolaan yang

-:la.l.am peng:!ﬂlaa.ﬂ.__lzgglkansn

-.3= 108¥,

2. wonflik perikanan

3 = kurang dari 2 kali, tahun

A, Pengetahuan Inkal dalam
pengelolaan sumber daya ikan

3 = ada dan efelctif digunalcan




Sub-Tujuan

Indikator Tujuan

[TH

brerleelzan) utan,

{rerraasuk di dalamnya TEK,
traditivnal ecological knowledge)

WYFPEPE WSS - 4

Target akhir

:l';h:ﬂ.i.-ul}'ﬂ. keemitraan dan kega sama
prograim Kolaboratif dalam
pengelolaan jejaring Kewasan
Konservasi Peraivan i wileyah di
Bentang Laur Wilayvah Kepala
Burung Papua,

L. Keheradaan [ Kecukupan
Relembagaan

3 = lebih dari .E-Q_rémﬁaasi YEIE

el

rerlibat

2, Peninglatan kﬂ]ﬁsﬁfas pemm:-gim_
kepentingan e
3. Mekanisme kelembagaan

3 = ada peningkatan secara
sigruifilaty

A = mekanisme bei-alan sesiad
dengan aruran madn yang telah
ditetapkan

B 5 5 T T N Ty
pengelolaan perikanan {regulasi)

A= aruran imadn dijalankan secara
efelctif

b Hercena Pengelolaan Perikasian
[Alay)

3 = RPP dijalankan sesuai rencana

6. Kepatuhan terhadap poinsip-prinsip | 3 = kurang dari 2 kali pelanggaran

perileanan yang bertangging jawal
dalam pengelolaan perikanan vang
telah ditetapkan baik secara formal
T AT et e

huloum

SASARAN: Menjaga keanekaragaman jenis, habitat, dan elosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau,
pesisir dan pulau-pulau keeil di wilayah pengelolaan KKFD Kaimana,



No Indikator Sasaran Target akhir

1. | Pencemaran perafran N 3= Tidak tercemar

4. Btatus lamun & : A= tutupan tnggi =500

2. | Status mangrove G=kerapatan tinggi, » 1500 pohon/ha,

= tuipan =7 0%

4, | Statas terumbu karang 3a=tutupan tinggi,

- _ =3 ]
" 5. | Status produktivitas Tstuari G=produktivitas tingg

B. Hahitat periting (spawning ground, I= diketahui adanya habitar pentmg tlary
pursery ground, feeding ground), dikelola dengan baik

% Ef;l_?m iklim terhadap SDI dan A= diketahut adanya dampak pembanan
R iklim dan diikuti dengan strategi adaptasi

. dan mitigasi

8. | Komposisi spesies dan Tropic level 3= Rasio=1 o

g, Densitas, Biomassa untuk ikar karang & . o
inw ertchrI;ta ¥ 2 =..]unﬂ5:h individu >
: 10 md/m3

10, Metode penangkapan ikan vang bersifat

destrukiif dan atau illegal
11, | Kesesuaian Jungs dan ukuran kapal 3 = kurang dari 500

| | penangkapan ixan dengan dokumen legal

Leterangan nilal Targest:
1 = Tidak baik

2= Hedatg

3 = Haik

SASARAN: Menjaga lokasi-lokasi pemijahan ikan (fish spawiing aggregoation]



M, Indikﬂtﬂr Sasaran

Target akhir

Zelbaraty ukl_'lrn.n. ilezn

am Lan> Lo

Tinghat Kematangan _gﬂnad

A= TKG 1V = 20%

[ndilcator spesies

3 = tidak ada spesies kunei yg tertangkap

3= meningkar

Walctu tempuh lokas! penangkapan ikan

3= lebih cepat

1
2
3,
4. | Trend CPUE
5
&

Fishing capacity.

4 = FP aktual < FP optimal
[undercapacily]

7. | Selektivitas alat tangkap

5 = rendah (lurang dari S0P/ tidak ada
penggunaan alat tangkap yang tidak
selektif]

"B, Modifikasi alat penangkapan iken dan ala:

3 = modifikasi alat penangkapan ikan dan

PO PR, arau alat banta penanglapat ikan
menimbullan dampak vang rendah
terhacdap

O - —_— SD.[ -
5. Serrifikasi awak kapal perikanan sesuai 3 = Kepemilikan sertifilkat tinggi
; | dengan peraturan.
Feteraignn Do Vangat !
1 = Tidakx baik
2= HBeadang

3 = Bak

SASARAN: Menjaga masvarakat adat dan masyarakal petuanan serta nils

i-milal budaya dan kearifan lokal (Sasi)

indikator Sasaran

Target akhir

. No
1 Pendapatan riil rumah tmEa [ETT 3= lehih besar rata-rata UMR
3. Nilai Tukar Nelayan (NTh) 3= lebih dari 100 i
3. Sﬂb'!?lg ol E-— antara 200 hingga 30%
4, | Kepemilikan aaet 3= Lehih dari TP aset prndukm ik
5. | Partisipasi pemarghu kepenhngaﬂ dalam | 3= 100P%
_ pengelolaan perikanat, _ il
Konflik perikanan 3 = kurang dard 2 kali/tahun

Pengetahusn lokal dalam pengelolaan
sumber daya ikan [rermasuk di dalamonva
TEK, traditional ecological knowiedge)

" Lk
i

3 = ada dan efelctif digunakan




Keteratgrn nilai Targe:
1 = Tidak baik

2 = Bedang

3 = Beik



Lampiran 2.2, Rencana Biaya Anggaran Kegiatan untuk Setiap Program Strategis, (Hdak termasuk gaji FNS)

PROGREAM STRATEGIS DAN KEGIATAN

PROGRAM STRATEGIS PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pemantapan UPTD KKP Kaimana sebagai unit organisasi pengelola dengan
penerapan SLUD

Peﬁingkﬂ'rﬂn kapasitas pengelolaan LUFTD KKP Kairmana
Pemantapan administrasi pengelolaan
Pengembangan sistemn pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KKD

" Kaimana-Fakiak

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan koelaborasi pengelolaan KK
Kalmana- Fakfak

Membangun kemunikasi dan publikasi yang baik

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran [RBA)

Peningkatan kapasitas UPTD Staf dalam hal pendanaan berkelanjutan
Peningkatan kapasitas UPTD Staf dalam hal pelaporan e-BLUD

PROGIRAM STRATEGIS PENGUATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KAWASAN
L.

Koordinast Pengelolaan KK

w TP Burmway

b, TWP Acguii

o TWFP Kaimana

d. TWP Telulk Era

e, TP Teluk Berau

[. TP Teluk Kusalasi-Van Den bosch

Pengelolaan Tarif Layanan Pemelibaraan Jasa Lingkungan
Pelaporan Dana Hibah NGO

2032

L0, Q0 O

40,000, 000

25,000,000

15,000, 000

10,000,000
25, 000,000
25,000,004
1.5.7%4, BR1.002
91.907. 144
19 484,524
15.984.524

14.484 524
12,984,524
14084524
13,984 524

395,814,286

42,545,000

Bumber Dana

APBD dan NGO

APBD dan NGO

RLLT UPTL
BLUTy UPTT2
BLUD LPTD
BLUD LFTR

BLUD LFTTH
BLUD UPTD
BLUD UPFTD
BLUD UFTD
BLUD LFTD

BLUDLUPTD |

BLUD UFTD
BLUD UPTD

BLUD UPTD

memgg:u.:m_daumb

DKF PE

LFrD

LFTD
LETh
UETD
LPTH

LTI
LEID
LUFTh
LIFTE
LIPTT
LPTL
LPTD
UFTTY
LIPTD



PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN

4, Mobilisasi personne] dan Logistic

il

Patroli Pergawasan
i, TWF Burllﬁ:a:.'

: E:r T‘-‘.-F' .ﬂ;rguni
¢. TWF Kaimana
d. TWP Teluk Ema
e, TP Teluk Beraa

. TP Teluk Musalasi-Van Der bosch

A, Monitering sumberndaya alam dan pl:rmaJJ.faata-n summnberdaya alarm
e WP Buraway
b, TWF Arguni
. WP Kedmana
d. TWEP Teluk Ema
e, TP Teluk Beran
i. TF Teluk Nusalasi-van LDen bosch
Yo Penpembangan jasa ekowisata

PROGRAM STRATEGHS PENGUATAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT
SERITAR KKI* KAIMANA

1. Pengelolasn Deana Masyaralkat il Keimana- Fakdak)
2, Penjangkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup
A. 'l"l.’.'.';-" Buruway
I, TWF Arpuind

o, TWP Kaimansa
d, TWFP 'Fﬂlu?i F.'r:n_a_
e, TP Teluk Berau

2021

2022

200,800,286
413.814.285

TO.A02.581
ToL10aS E 1
64.002.38]

71,202,381 |

67.S02.3581

T0LA0E 38

=

200 CO0.000

131 488,002

55.874. 6067

8.241.233

& 976667
5,451,667
102266567
9.701.667

Sumber [Mana

BLUD LPFTD

BLUD LPTD
BLLD LETD

BLLD UFTD |

BLLD LFTD

BLUDUFT |
BLLDLFTD

BLLD UFTTH
BLLD UPTTH
BLLD LPTD
BLLD LPTT
BLLUD UPTD
BLUD UPTD
BLUD UPTD
5 1 L Y S O
BLUD UPTD
RLUD UFTD

BLUD LFTD

BLUD LFTD |

BLUDLPTD
BLLD UPTT

BLUD UPTD

BLUD UPTD
HLLD UPTTD

Penanggung Jawab

 UPTD
LIP3
UPTD
LPFTD
UPTD
UPTD
UPTD

LPTD

Lrrn
LD
LFLD
LPTO
LFTD
LPTh
LPTD
UPTD
LIPTLE
UPTE
UFTD
UFTD
LUFTD
LTI
LI
LD



i

PROCGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN

'.1'}" Telulk Mu=salasi-Van Den boscly _

Mesmperkuar POXMASWAS

]

L

TWP Hurwway

TWTE Arguni

T™WEP Ka.ima.na

o TWEP Teluix Etna

TP Teluk Berawu

TP Teluk Musalasi-YVan Den bosch

Dﬁkungan terhadagp udaya Sast

i

T,

e

e,

TWT Buraway
TWF Arguni
TWP Kaimana
TWP Teluk Eina

[P Teluk Beraw
TP Teluk MNusalosi-Van Den hosch

PROGRAM STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI
Audit keuangan BLLUD

Evaluasi Kinerja dengan EVIKA

Evaluasi kinerja h:tenia.l UPTD KKP Kaimana

.
1]
£
d. TWF Teluk Etna

TWT Buriway
. TWP Arpuni
TWP Kaimana

2021

2002

.'-:I. lTEi..;E:E.!-?
76.613.335

| 1'.%&:.53'3

12,602.222 |
13.635.556 |

12.935.5560
12,235,560

12.233.550

83,902,500
GO0, 000
23,902,500
4682500
4,590,000
3150000
4, 1a0.000

Sumber Dana

BLLUD LPTD

ELUEI LFT L
BLUD UPTD
BLUD UFTD
HLUD UPTD
BLLD LPTID
BLUD LPTD
BLUD LPTD

BLUD UFTD

BLUD UPTD
BLUD UPTD
BLUD UPFTD
BLUD LT

BLUD UFTD
BLUDLUPFTT
BLEUTI UFT"D
BLUDUFTT
BLUGUFTD
BLUDLVFTL

HLLIL L'F"'I'D_

BLUD UPTD
BLUDUPTT
BLUDUFTD

Penangeung Jawab

LPTD
UPTT
'._ZP'[:IJ
LD
LFTD
LFTh
LFTD
LFTI
LIFTT
LPTEY

UPTD
LFTD
Urn

P
UPTD

LPTL
LEIL
LIPTT
UPrrD
UPTT
LFTD
LFTI



PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN
e. TP Teluk Beran |
f. TP Teluk Musala=i-Yean Den bosch
TOTAL

2021

2022 Sumber Dana
4,150,000 | BLUD UPTD |
3.170.000 | BLUD UFTD

1.530.271.504 .

Penanggung Joavak

uPTD
LUPTT




Lampiran 2.3, Rencana Biava Kegiatan untuk Setiap Site, (tidak termasuk gaji PIVS|

KEGIATAN

Kantor UPTD KKP Kaimana

1

A SR

fm = Oy

Pemantapan LUPTD KKP Kaimana sebagai unil organisasi
pengelola (BLUD Penuh)

Peningkatan kapasitas pengelolaan UPTD KXP Kaimana
Pemantapan administrasi pengelolaan

Pengembangar  sistem  pendanaan  berkelanjutan  untuk
pengelolasn KKP kaimana

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi
pengelolassn KEFP Kedmana

Membangun kemunikasi den publikasi vang baik
Penvusunan Rencana Bisnds dan Anggaran |RBA)
Peningkatan  kapasitas UPTD Staf dalam hal pendanasan
berkelanjutan

Peningkatan kapasitas UPTD Stat dalam hal pelaperan e-
BLUD

Pengelolaar Jejarmg KKF Kaimana

Pengelolaa: Tarifl Layanan Pemeliharasn Jasa Lingkungan
Pelaporan Dana Hibah NGO

Maobilisasi personnel dan logistik

Pengelolaan Dana Masyarakat

Memperkuat PORMASWAS

Audit kenangan BLUD

EVIKA

Evaluas internal kinerja BLUD UPTD KKT Kaimana
Buraway

Koordinasi Pengelolaan KKP Buraway

Patroli Pengawasar

Monitering sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya
alam

Pn_-ﬁjanl:gk,;umn dan Pendidikan Lingkungan Hidup
Memperluat PORKMASWAS

Dulkungan terhadap budaya SASI [Buka & tutup sasi|
Evaluasi internal kinesja TWFP Buraway

2031
Tahtin dasar

2022

93062072
400, 0G0

23000000

15,000,000

10,000,000

250000, 00

23,000,000

225814 286
42,545,000
200,800, 286

60,00, Q00

23,000 00
116.612.960
19,484,524
T6.203,381

8,241,333
13,902,222

4582500

Sumber Dans

BLUD UFTD
BLUD UPTD

BLL D UPTD

HLUD LPTD
HLUD UPTL

BLUD UPTL

BLUD UPTT
BLUD UTPTL
BLUDL LPTD
BLUDL LTPTD
BLUT» UPTD

BLUD UPTD
BLUD UPTD
BLUD UPTD
BLUD LPTD
BLUD LUPTD
BLLD UFTD

BLL D LPTE

BLLUD UPTL

BLUD UPTD |

Penanggung Jawaly
' urTD
LIPTD

LTI

LrTh
LIPTI

LPTD

CPTD
UPTD
LTI
L=TD
LI=TL

TP
LPTD
CETD
LUFTI
LIFT1
LUFTD

UPTD

CFTD
LIFTD




KEGIATAN

TWP Arguni

1.
2.
)

-

Tl ha

—t
wN- BNOmE GN- ZNGOH

T o

oL

Koordinasi Pengelolaan TWE Argund

Patroli Pengawasan

Monitoring sumberdaya alam dar pemanfaatan sumberdaya
alarm

Penjangkauan dan pengembangan ekonomi

femperkuat PORMASWAS

Duloungan terhadap budava SAS] [Buka & tutup sasi)
Evaluasi internal kinerja TWP Arguni

P Haimana

Koordirasi Pengelolaan TWP Kaimana

Patroli Pengawasan

Monitoring sumberdaya alam den pemanfaatan sumberdaya
plam

Penjanglkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup
Memperluat POKMASWAS

Dukungan terhadap budaya Sasi (buka & tutup sos:)
Evaluwasi internal kinecja TWF Kaimana

‘T Telulk Etna

Koordinasi Pengelolaan TWF Telulk Etna

Patroli Pengawasam

Monitoring sumberdaya alam dan pemanfaatan suraberdaya
alam

Penjangkanan dan Pendidikan Lingkungan Hidup
Memperkuat POKMASWAS

Dukungan terhadap budaya Sasi (buka & tutup sasi)
Evaluasi internal kinerja TWP

.'['r:luk Berau

Koordinasi Pengelolaan TP Teluk Berau

Patroli Petpawasan

Monitoring sumberdaya alam dan pertanfaatan sumberdayva
el

Pengembangan jasa ekowisata

Penjangicauan dan Pendidikan Linglkungan Hidup

2021
Tahun dasa
1,326 ,8-537.087

TE ] Eia |'3 ?_I' '5
841,536,165
190,195 982

179,731,978

36,696,713
3,472 875
1,793,019,293

136,152,675
935,504,846
357,103,743

287,301,728

73,203,425
3,472,875
1.726,264,824

78,326,459
1,175,327 471
66,206,797

155 468,598
47 4624625
3,472,875
4,081,536.320

493,223 843
1,731.163,233
240,275,082

1,084,181, 558

2022
102.645.794

15,984,524
70102581

11.968 580

4,590, (0
103690, 794

14.484 524
G4, 002,381

G.451.667
12.602.232

2,150,050
112,309,128

12,984,524
71.302 381

18226667
13.635.556

4, 160,000
105674, 128

14 D84, 554
G7.902,.5381

0,701 G607

Sumlzer DNana
RLLUD UFTD
BLLD UPTDy

BLUD UPTD

BLUD UPTL:

BLLIT LPTT

BLUD UPTD |

BLUD UPTD
BLULUPTD
BLLUDUPTD
BLUD LUPTD
BLLD LUPFTD

BLUD UPTD

BLUD UFTD
BLUD UPTL
BLUD UPTE

BLUT LPTT:
BLUT UPTD
BLLIFUFTL

BLLUL LFTLD |

BLUD LTTD
BLUD UPTT
BLUD UFTLY

BLUD UFTD
BLUD UFTD
BLUT UPTD

BLUD LFTD
BLUD UFTD

Penanggung Jawab
LUPTD
LPFTD
LPTD
LPT

LT

)
UPTD |
DD

UFTD
LFTD
LUPTh

LFTD

WD
LPTD
LFTD
LT
LFTE
Pt

UFTD
LTTh
LPTL
LFT
LFID
LPTE
LIFTD

LIFTI
UFTD




KEGIATAN

6.  Memperkuat POKMASWAS
7. Dukungan terhadap budaya Sesi [buka & totup sasi)
A BEvalussi invernal nerja TP Teluls Beran

TF Teluk Muszalasi — Van Den Bosch

1. Koordinasi Pengelolaan TP Telule Nusalasi Van Den Bosch

2. Patroll Pengawasan

3. Monitoring sumberdaya alam dan pemeanfoatan sumberdaya
alam

4. Penjangkauan dan Pendidikan Lingkungan Hidup

5 Memperkuat POKMASWAS

&, Dukungan terhadap hudaya Sasai (buka & tump sasi)

7. Evaluasi internal kinegja TWP Teluk Nusaslasi Yan Den

Bazch

Salinan sesuai dengan aslinva
Plt, Kepala Byo Hukum,

Dorsinta R L."Hutabargt, 3. H., M. M,
PEMBINA TE 1NV, b)
MIE, 19660705 199201 2 002

2021
Talnan dasar

2022
12935556

4.1 50000
1008 869128

13984 524
FO.A02358]

o176 B6eY
12.235.556

A 170000

Sumber Dana

BLL T LFTI
BLLD UPFTD
BLLD UPTD
BLLT UPTL

BLLTY LIPTT:
BLLI UPTE
BLLID LPTE

BLUD UPFTD

BLUD UPTD
BLUD UFTD

Penanggung Jawab
LFTD
UFTD
LFTL
UFTD
UFTD
UPTD
UPTD |

LTTL

UPTD
UPTD

Pj. GUBERNUE PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW




LAMPIRAN III

PERATURAN GUHERNUR FAPUA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
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1.1. Latar belakang

Keanckaragaman hayati perairan Kabupsten Kaimana dan Faklak
didukung oleh posisi oseanografi, geologi, dan biogeograli pada kawasan Segitiga
Terumbu Kuarang {Coral Trangle), dihuni 605 spesies karang sooxanthellae,
dengan 66%% spesics dari total spesies karang, dengan tingkat keanekaragaman
75,72% dari total spesics yang ada di dunda. Di kawasan Coral Triarngle,
keanekaragaman spesies terkaya berada di semenanjung Kepala Burung Papua
{ Vogelkop).

Perairan Kabupaten Kaimana-Fakfak menempati posisi kedua setelah
perairan Raja Ampat, scbanyak 471 spesies koral dengan keragaman jenis koral
ichib dari sctengah koral dunia, yaitu sebesar 58,95%. Keragaman jenis ikan
karang dilaporkan Erdmann sebanyak 1.059 spesics dengan persentase
mencapal 24,95% dari total ikan karang di wilayah inddopacific region (sebanvak
4,100 spesies). Fkspedisi Langguru Kaimana 2010 telah menemukan jenis Tkan
Buta Goa, bahkan tidak menutup kemungkinan temuan temuan jenis-jenis ikan
dan kehidupan lar lainnya dalam ekspedisi sclanjulnya.

Terumbu karang di pesisir Kabupaten Kaimana hingga Fakiak
mendukung kelimpahan dan keragaman stok ikan larget. Stok ikan di wilayah
ini sangat melimpah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia bahkan Asia
Tengeara. Wilayah perairan ini memilili situs biomassa ikan yang tertinggi
seperti di Teluk Triton, Sclal Iris, Selat Namalota, Teluk Bitsyari, Kayu Merah,
Adijava, Nusaulan, dan wilayah perairan lainnya.

Wilayah Kaimana PFakfak memilild sumber daya laut yang potensial dan
tingkat endemisme tinggi. Kawasan kawasan perairan  tersebut memiliki
ckosistem pesisir yang lengkap untuk mendukung keberlanjutan pernkanan
maupun jasa lingkungan lainnya sepert pariwisata alam perairan, Olch karena
ity sehagian wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di kedua kabupaten ini
ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi dan dimasukkan dalam Perda Nomor
13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Provinsi Papua Barat Tahun 2019 - 2039, Penetapan Kawasan konscrvasi di
perairan tersebut juga sudah dilukukan oleh Menteri Kelautan Perikanan, yang,
terdiri dari Taman Wisala Perairan di Kabupaten Kaimana dan Taman Pesisic di
Kabupaten Faklak.

Kawasan Konservasi menurul TUCN WCPAL {Intemational Union for the
Conservation of Nature World Comission on Protected Areas] adalab suatu



wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan
dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang
dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-pilai budayanya.
Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sccara
nomenklatur definisi Marine Protected Area (kawasan konscrvasi laut) dibagi
menjadi kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan
pulau-pulau kecil. Kawasan konservasi perairan adalah kawasun perairan vang
dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan
sumber daya ikan dan lingkungannya sccara berkelanjutan. Kawasan
konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adaiah kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulag-pulan kecil secara herkelanjutan,

Berdasarkan definist di alas, maka kawasan konservasi berfungsi sehagai
wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya.
Kawasan konservasi fidak hanya berbicara tentang perlindungan dan
pelestarian  atau  pengawetan  saja, fotapl juga menekankan penlingnya
pemanfaatan kawasan konservasi sccara berkelanjutan bagi kesejahteraan
masyarakat. Namun demikisn, pemanfaatan tersebul bersifat terbatas dan
harus mengutamakan kelestarian dan memperhatikan daya dukung kawasan.

1.1.1. Lembaga Pengelola

Pengelolaan Kawasan HKonservasi  bertujuan  untuk  perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya
ikan, yang selanjutnya kKewenangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan
Kunservasi dacrah diserahkan kepada Gubermnur. Kawasan Konservasi yang
telah ditetapkan, dikelola oleh satuan unit organisasi pengelola (SUOF) yang
hertugas melaksanakan pengelolaan  Kawasun Konservasi. SUOP dapat
berbentuk unit pelaksana daerah atau cabung dinas, yang pembentukannya
ditetapkan olch Gubernur sesual dengan kewenangannya, dan memiliki (ugas
antara lain:

a. melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan
Kawasan Konscrvasi;
h. melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan
Konservasi;
¢. melakukan penalaan batas;
d. menvusun siatus target komservasi dari aspek biofisik, sosial, ckonomi, dan
budaya secara berkala;
. melaksanakan pelayvanan perizinan dan pemanfaalan kawasan Konservasi;
melakukan upaya penyadariabuan Kepada masyarakat;
g melaksanakan program  kemitraan dan  jojaring pengelolaan Kawasan
Konscrvasi; dan
h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi  sccara
berkala.

w1

Dralam rangka mewujudkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan
kawasan konservasi di wilavah pesisit dan pulau-pulau kecil di Kabupaten
Kaimana dan Falkfak tersebul maka Gubernur Papua Barat membentuk Unit
Prlaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
(KKP) Kaimana, melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 UPTD
Pengelolaan KKPD Kaimana memilild dua seksi wilayah yang mengelola & [cnam)
Kawasan Konservasi dengan kalegori Taman Wisata Perairan (TWP) di
Kabupsalen Kaimana serla Taman Pesisir (TP) di Kabupaten Faldak,

Seksi Wilayah I mencakup empat kawasan konservasi (TWP) di Kabupalen
Kaimana dengan luasan total 499.804,13 ha, terdiri dari:
2. TWP Buruway scluas 232.062,54 ha;



b, TWP Teluk Arguni seluas 35.475,80 ha,
¢, TWP Kaimana seluas 121.742.41; dan
d. TWP Teluk Etna scluas 110.523,32 ha

Untuk Seksi Wilayah II mencakup dua Kawasan konscrvasi (117 di
Kabupaten Faklak dengan luasan total 346,807 87 ha terdiri dari:
a. TP Teluk Berau seluas 95.9413,8 ha; dan
h. TP Teluk Nusalasi-Van Den Bosch seluas 247.804,07 ha.

Keenam kawasan konservasi lersebut telah ditetapkan Menfer Kelautan
dan Perikanan melahn:

4. Kepulusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/KEIPMEN-KP/2019
tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Tcluk
Etna, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Papua Barat; dan

h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
79/KEPMEN KI’/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Dosch di Provinsi Papua
Baral.

Penetapan Kawasan Konservasi dengan kategori taman karena telah
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki luas perairan vang mendukung keberlangsungan proses ekologis
secara alami dan dapat dikelola secara herkelanjutan;

b. berpotensi sebagai warisan dunia alami;

¢. memiliki keanekaragaman  hayali  perairan, keunikan fenomena alam
dan/atau Kearifan Lokal vang alami, dan berdaya tarik tinggi, scria
berpeluang besar unluk menunjang pengembangan pariwisala alam perairan
vang berkelanjutan;

d. mempunyai luas wilavah pesisir dan/atau pulau kecil yang cukup untuk
menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

e. kondisi lingkungan di sekitarnva mendukung upaya pengembangan
pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan
tradisional, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan

f mempunvai keterwakilan ckosistem di Wilayah Pesisir yang masih asl
dan fatau alami.

Adapun laman vang dimaksud berfungsi untuk mempertahankan dan
meningkatkan kualitas keaneckaragaman hayati.

1.1.2. Badan Layanan Umum Dacrah

UFTD Pengelolaan KKI® Kajmana dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya mengacu pada Hencana Pengelelaan dan Zonasi (RPZ) keenam
Kawasan konservasi terscbut i atas. RPZ Taman Wisata Perairan Buruway,
Arguni, Kaimana dan Teluk Eina disahkan dengan Keputusan Gubernur Papua
Baral Nomor 523/1353/7/2018 tentang Rencana engelolaan Zonasi hawasan
Konservasi Perairan Daerah Kaimana di Provinsi Papua Barat, sedangkan RPZ
aman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch ditetapkan
melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/230/11 /2018 fentang
Penetapan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasat Konservasi Taman Pesisir
Teluk Beran dan Teluk Nusalasi — Van Den Bosch Kabupaten Fakfak dan Laut
Sckitarnya, di Propinsi Papua Barat. Kedua RPZ tersebut memberikan arahan
flan  strategi  pengelolaan dalam penguatan  kcelembagaan, dengan
mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi dibawah Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP} Provinsi Papua Barat yang meneraplkan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUL),

Dalom Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 lentang
Badan Lavanan Umum Daerah, perangkat kerja daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah vang secara langsung melaksanakan tugas operasional



pelayanan publik dapat mencrapkan Badan Layanan Umum Dacrah.

Dengan penerapan BLUD ini memungkinkan UPTD Pengelolaan KKP
Kaimana secara legal untuk memperoleh penerimasn atau pendapatan yang
dapal digunakan sceara langsung dalam pengelolaan kawasan konscrvasi di
Kaimana dan Fakfak. Fleksibilitas ini tentu saja tidak dimiliki oleh unit kerja
pemerintah  lainnya yang belum  menyandang  status  BLUT. 1Jalam
melaksanakan tugas dan [ungsinya, peningkatan kinerja layanan merupakan
suatu keharusan yang harus dikedepankan olch UPTD Pengelolaan KKP
Kaimana. Schagai bagian dari upaya peningkatan kinerja layanan, maka UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana merumuskan pelayanan dasar dalam Standar
Pelayanan Minimal ($PM) yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan
pubililc.

Satuan Unil Organisasi Pengelola (SUOQP] yang menerapkan BLUD akan
memberikan nilai tambab dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan
konservasi scbagaimana dijelaskan dalam Keputusan BDirektur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis
Evaluasi Efcklivitas Pengelolaan Kawasan Konscrvasi.

1.1.3. Ruang lingkup

Fuang linpkup SPM dalam pengelolaan empat TWP di Kaimana dan dua
TP di Fakfak dengan total luas 846.6 12 ha sebagaimana yang telah dirincikan
pada sub bab di atas, Peta Wilayah Kerja UPTD KKP Kaimana untuk pengelolaan
KK} Kaimana-Fakfak disajikan pada Gambar 1.

Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan  sistem  zonasi, yang
meliputi:
1. Zona inti
b. zona pemanfaatan terbatas) dan
c. zoma lain sesuai peruniukan kawasan.

SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur lavanan minimal
vang diberikan oleh UPTD Pengelola KKP Kaimana yang menerapkan BLUD
dalam mengelola KKD Kaimana-Fakfak, yang meliputi pelayanan dasar berupa
a. pemanfaatan wilayah pengelolaan secara berkelanjutan;

b. pohgawasan pemanfaatan sumberdaya kawasan konservasi;
¢. perlindungan wilayah pengelolaan; dan
d. pelestarian wilayab pengelolaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

SPM adalah ketentuan mengensai jenis dan mutu pelayanan dasar vang
merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperolch setiap warga
negara secara minimal. SPM dimuaksudkan untuk menjamin ketersediaan,
keterjungkauan, pemeratasn, kesctaraan, kemudahan dan meninghkatkan
kualitas lavanan umum yvang diberikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP
Kaimana dengan menentukan batasan minimal mengenai jenis dan mutu
lavanan dasar yang harus dipenuhi. Mutu layanan dasar tersebut merupakan
kualitas layvanan dasar yang meliputi indikator kinerja, target capaian dan batas
waltu pencapaian untuk sctiap jenis layanan.

Tujuan ditetapkannya SPM, adalah scbagai berikul
a. Sebuagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakal.

L. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.

c. Dapat digunakan sebagal alat untuk menentukan alokasi anggaran yang
dibutuhlcan.

d. Alat Akuntanbilitas dalam penvelenggaraan layanannya
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Mendorong terwujudnya checks and balanee.
Terciptany: transparast dan parisipas masyarakal,

3. Landasan Hukum

Landasan hukum penvusunan SPM ini, adalah:

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Havati Dan Ekvusislemnya;

. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 19499 rentang Pembentukan Provinsi Irian

Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupalen Panial, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas
Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Baral, Kabupaten Paniai, Kabupatcn
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kola Sorung;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahum 2001 tentang Olonomi Khusus Dagi

Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Dagi
Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tabhun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana {clah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang Pembeniukan Peraturan
Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomos
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah;

Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layvanan Umum sebagaimana telah diuvbah dengan DPeraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubaban Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DBadan
Layanan Umuim;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konscrvasi Sumber
Daya Tkan;

Peraturan l'cmerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelavanan
Minimsl;



149

20
21

22,

23.

24

25.

28,
29,
30
31

a2,

33.

34,

36.

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 1entang Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan,

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 52/PMK 010/ 2000 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah Kepada Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sesial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Dacrah  sebagaimana telah beberapa kali diubah
lerakhir dengan Peraturan Menteri [Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
lenlang Perubahan Keliga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Baniuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanga Daerah;

Peraluran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015 lentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah scbagaimana felah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dadarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 /PERMEN KI'/2016
tentang Pemanlaatan Kawasan Konservasi Perairan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembeniukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daecrah;

CPeraturan Menterd Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KPP/2021
lentang Pengawasan Buang Laut;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Papua Haral Nomor 41 Tahun 2016 tenlang Susunan
(Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Gubernur Papua Baral Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Kaiman:a;

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Dacrah Unit Pelaksana Teknis Daerah
'engelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dun Pulau-Pulan Keeil di
Provinsi Papua Baral;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perimanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang
Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Elna, dan
Perairan sckitarnya di Provinsi Papua Barat;

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

70/ KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulan
Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Provinsi Papua
Baral;

Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Evaluasi Elektivitas Pengelolasn Kawasan Konservasi.

1.4, Sistcmalika Penulisan

Sitemalika penyusunan dokumen SPM ini, sebagai berikut:

BAB1 : PENDAHULUAN



BAB I

Bal I

Bab IV

Latar Belakang

Maksud Dan Tujuan
Landasan Hukum

. Sistematika Penilisan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
A, Jenis Pelayanan

B. Prosedur Pelayanan

C. Standar Pelayanan Minimal
RENCANA PELAYANAN SPM
A. Rencana Pencapaian S5PM
B. Srategi Pencapalan SPM
PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

cOWE
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BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1. Metodologi

Penvusunan SPM ini didasarkan pada dokumen-dokumen dan regulasi
sepertl peraturan dan keputusan menteri, peraturan dan keputusan Gubernur,
serta regulasi lainnya yang terkait. SPM ini disusun sehagai kelengkapan
persyaratan administralil pengusulan penerapan ELUD pada UPTD Pengelolaan
KKP Kaimana, vang dikaji bersama tim pemyusun dengan narasumber yang
kompeten seperti subdit BLUD dan BUMD Kemendagri, tim konsullan dari
Universitas Indonesia, serta instansi terkait di Dacrah.

2.2. Jenis Pelayanan

Kawasan Konservasi perairan merupakan kawasan perairan  yang
dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan
sumber daya ikan dan lingkungannya sccara berkelanjutan. UPTD KKP
Pengelolaan Kaimana dibentuk dalam rangka mewujudkan perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di KKD Kaimana-
Falcfal,

Adapun ruang lingkup pengelolaan kawasan konservasi menurut
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 /Permen KPP/2020, vakni;
a. perencanaan Kawasan Konservasi
h. penetapan Kawasan Konscrvasi;
pemanfaatan Kawasan Konservasi
pengawasan Kawasan Konservasi;
evaliiasi pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
pendanaan Kawasan Konservasi.

o L

Berikut ini disajikan jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegialan yang
diperbolehkan dengan syaral, dan keglalan yang tidak diperbolehkan pada
masing-masing zonasi sesuai Permen-KP dimaksud, sebagal berikut.

Tabel 2.1 Kegiatan yang Diperbolehkan

rw TRMHN.- —n -
o ZONA
bRl ZOMA | PEMANFAATAN | 20
e : fades TERBATAS Sl
I, Pelayaran rakyat dan nelayan kecil T | D B |
2. Pelayaran kapal penumpang TD D N }
regular domestk _ { _ r
‘3. Pelayaran Kapal penumpang TD DS DS
wisata /kapal pesiar o - |
4. Lalu lintas kapal penangkapa ™ i) D
ikan ukuran =10GT |
5. Penelitian - | D5 (B | DS |
6. Pendidikan D Ds 15
. 7. Penangkapan Ikan T | DS B
‘8. Penangkuapan Tkan olch nelayan TD 13 I Th
vang bermukim di sckitar kawasan |
konservasi — - ” !
\9_.&*(:111}:11{1111&3':3;1;_1 ikan ii, D3 D




= AT TAMAN T
_— ZONA
g 70 [ommmsonn | 2004
fiEN | TERBATAS

1. Pembudidayaan ikan oleh TD ' DS | T

pembudidaya ikan kecil ! | !

2. Kegiatan partwisala alam perairan | TD i DS I TD
3. Penyediaan infrastruktur T ; 133 TTY
. Pariwisaia alam perairan | ! !

4 Pendirian dan/atau penempatan TD DS DS
. bangunan laut =
| 5. Penempalan instalasi di laut . TD DS ' DS
(6. Pemanfaatan air laut sclain cnergy | TD ns T13
| 7. Pembuatan foto, film, dan video | T13 NS 1S
| komersiAL
&, Laruding, take off, dan faxining | T D3 D
' seciplerie |L

Ket - T = diperbolehkan, DS dipe.rlmlehl-:an {lenﬁ;.g_'n syaral, TD = lidak
diperbolehkan

HBLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimnang mengembesn tugas teknis berupa
perlindungar, pemanfaatan scrta pelestarian konservasi perairan dengan
kategori TWF di perairan kabupaten Kaimana dan pengelolaan TP di kabupaten
Fakfalk.

Sesual Pasal 36 Peraturan Menteri Nomor 31/Peren-KP/2020 lentang
Pengelolaan  Kawasan  Konscrvasi, moenycbutkan babhwa SUOP  kawasan
Konservasi diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolalan Kawasan
Konservasi dacrah, vang memiliki tugas antara lain ;

. melakukan penyusunan dan peninjauan kemball Rencana Pengelolaan
Kawasan Konservasi;

L. melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan

Konscrvasi;

melakukan penataan hatas;

menyvusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ckonomi, dan

budaya sceara berkala;

melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;

melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;

melaksanakan program  kemitman dan jojarng pengelolaan Kawasan

Konservasi;

. melaksanakan pemantauan  pemanfaatan Kawasan Konservasi secara

berkala.
Pelaksanaan tugas scsual huruf o, huruf f, huruf g dan huruf b terscbut

di atas yang sesual dengan fungsi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana sebagaimana

diatur dalam Peraturat Gubenur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tenlang

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Kanimana, yakni:

a. penylapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan
pemanfaatan dan perairan konservasi;

b. pelaksanaan perlindungan terhadap habital dan jenis ikan serla biota lainnya
pada Kawasan Konscervast Perairan Kaimana dan Taman Pesisic Faklak;

C. pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelaulan dan perikanan;

d. perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan Konservasi Perairan
Kaimana dan Taman Pesisir Falcbalks;

e. pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan
pacda Kawasan Konservast Perairan Raimana dan Tamean Pesisic Fakhak;

= P
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f. pelaksanaan monitoring dan ovaluasi sumber dava kelautan dan perikanan
di Kawasana Konservasi Perairan Kaimana dan Taman Pesisir Fakfalk.

2.3. Dasar Penentuan Jenis Lavanan Dasar

Penentuan jenis layanan dasar vang dilakukan oleh BLUD UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana didasarkan kelenluan peraturan  perundang-
undangan, yaitu;

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
47 /PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konscrvasi Perairan,

2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2020
lentlang Pengelolaan Kawasan Konscrvasi;

3. Peraiuran Menteri Eclautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
39/ PERMEN-KP/2021 tentang Persyaralan dan Tata Cara Pengenaan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

4. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulan Kecil Nomor

11/PER-IMKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana

Teknis Pemanlaalan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil;

Keputusan Dirckiur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-

DLWPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi;

f». Peraturan Gubecrmur Papua Barat Nomor 19 Tahun 20019 tentang Unit
Pelaksana Teknis Dacrah Pengelolaan Kawasan Konservasi  Perairan
Kaimansa;

. Keputusan Gubernur Papua Baral Nomor 523/ 135/7 /2018 tentang Hencana
Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Dacrah Kaimana di
Provinsi Papua Darat;

8, Keputusan Gubernur Papua Baral Nomor 523/239/11/2018 tentang
Penetapan Rencana Pengelolaan dan Yonasi Kawasan Konscrvasi Taman
Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi  Van Den Bosch Kabupaten Fakfak
dan Laut Sckitarnya di Provinsi Papua DBarat.

Lhn

=

Berdasarkan ketentuan sesuai peraturan Gubernur lentang UPTD di atas,
maka ugas pokok UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah membantu [Yinas
dalam bidang teknis perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan
pada Taman Wisata Perairan di Kabupaten Kaimana dan Taman Pesisir di
Kabupaten Uakfak.  Lebih lanjut, sesuai dengan strategi, tujuan/larget
konservasi seria sosekbud kawasan konservast vang tertuang dadam peraturan
lersebul di atas, maka fungsi UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi
dirumuskan menjadi beberapa layanan dasar. Layanan dasar ini juga sesuai
dengan tugas SUOP kawasan Konservasi yang tertuang pada sub bab
sebelumnyvi.

Selain itu layanan dasar BLUD UPTD Pengelolasn KKP Kaimana juga
dikonsolidasi dan dilakukan cvaluasi sctap lahun dengan fools Evaluasi
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi [EVIKA] untuk mendapatkan
indikator kinerja serta targer capaian dari tiap layanan dasar. Tools EVIRA ini
gesual Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 /KEP-TLIPRL /20020
tentang Pedoman Teknis Evaluasi Elektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Keterkaitan antara layanan dasar dengan fungsi pengelolaan kawasan
konservasi dan strategi pengelolaan kawasan untuk mencapai tujuan konservasi
seria sosekbud dijabarkan pada tabel berilkut.

Tabel 2.2, Dasar Penenloan layanan Dasar

| Kawasan Konservasidi | UPTD Pengelolaan | Standar Pelayanan Minimal




Wilavah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
Eabupaten Kaimana
dan Faklak

HK["-Hal‘mana

Strategi dan Tujuan
(Sk Gubernur Papua
Baral Nomor
2237239/ 11/2018 dan
Nomor
223/ 135/7 /2018]

N Fungsi

(Pergub Papua Barat |
Nomor 19 Tahun

2019

| 1. Strategi Pengualan
Pengelolaan
sumberdaya Taman
Wisata Perairan
Buruway, Teluk
Arguni, Kaimana dan
Teluk Etna, Taman
Pesisir Teluk Berau
dan Teluk Nusalasi
Van Den Bosch
ditujukan untuk
melindungi dan
melestarikan:
a keanckaragaman
hayati
b. lokasi pemijahan
/pencluran
suumberdaya ikan
e. ekosistem terumbuy
karang, lamun,

1 .Ptl:i:ks.unﬂ

perlindungan
hahitat
ikan

Konservasi

i‘

Layanan Dasar

|
q
)

dan  jenis
Kawasan

mangrove dan

pulau kecil pemanfagtan
| sumberdaya
2. Strategi Penguatan | Kelaulan dan
Sosial, Ekonomi dan | Perikanan Kawasan,
| Budaya Tamen | Penegakan aturan
| Wisata Perairan | zonasi, seria
Buriiway, Teluk | Pelaksanaan monev
Arguni, Kaimana dan | SDEP
Teluk Etna, Taman
Pesisir Teluk Rerau
dan Teluk Nusalasi-
Van en Bosch
ditujukan untuk:
a. meningkatkan
pemahaman,
lcapasitas dan
peran  masyarakat
dalam kegiatan
konservas
b. mempertahankan
nilai kearifan local, | N
adat dan budaya | 3.Pengkoordinasian
| ¢. meningkatnya | pengawasan,
kescjahtersan pemantaatan
melalui sumber daya
pemanlaalan  jasa | perdindungan  pada

2 Pengawas

Kawasan Konservasj

Indikator kinerja

. Layanan Tanda [a. Tersedia

masu ke KKPD
Kaiman:a-
Faldfals,
perizinan dan
pemanfaatan
Kawasan

Konservasi

b.Tersedia

- Tersedia

id.Tersedia

rekomendasi
izin
penangakapan
ikan

rekomendasi/
izin
pembudidavaan
ikan

rekomendasi
izin pariwisata |
alam perairan

reckomendasi
alau 1Zin
penelitian  dan
pendidilein

2. Layvanan
pengawasan  dan
pemaniauan
pemanfaatan
Kawasan ,
Konservasi

a. Terlaksananva

. Terlaksans

Nengawasan
Kawasan
konservasi
berbasis
masyarakat !
dalam rangks
meningkatkan
kepatuhan dan
MenguUrangi
ANcCAaAntan
.Terlaksana
monitoring dan
evaluasi  target
kanservasi
kawasan

monitoring  dan
evaluast kondisi
sosial  ekonomi
dan budaya |
kAwHsHN |

3. Layanan
kemilraan  dan
pemberdayaan
masyvarakat

a. Terlaksans

pemberdayaan
masvarakat
melalui
pendampingan
masyarakat




linglkungan secara | | ~Ib. Terjalin

herkelanjugan kermilraan
! dengan
j . masyarakat
i dalam rangka
' mendukung
tujuan dan
mcmenuhi
kebutuhan
= - e pengelolaan |
4.Penyviapan  Dahan, | 4.Layanan a. Terlaksana
JUuknis, Prosedur | penyvadariahuan pencdidikan
dan Pelaporan | dan penvediaan | konservasi dan
pengelolaan inlormasi linglktungan
Kawasan Konservasi | perlindungan, hidup sCrta
pelestarian dan | kegiatan
pemanfaatan penyadartahuan
Kawasan masyarakat
konservasi h. Tersedis data
! SECATE | dan  informasi |
' berkelanjutan | mengenai  tata |
| Kelola  Kawsasan
Konservasi
c. Tersedia data
dan informnasi

biolisik Kawasan
konservasi

d. Terscdia dala
dan informasi
sosial, elkonormi
dan budaya
Kawasan

e Tersedia bahan,
juknis dan
prosedur yang
diperiukan _
dalam mengelola |
kswasan

2.4, Hak dan Kewajiban BLUD UPTD dalam Pelaksanaan Layanan Dasar

SPM merupakan alat ukur kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana
dalam mencapai tujuan pengelolaan TP di Kabupaten Fakfak dan TWP di
Kabupalen Kaimana. Agar dapal melaksanakan SPM sccara cfckul, UFTD
Pengelolaan KKI° Kaimana berhak untuk:

a. Memperolch dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Darat dalam
menyedinkan sumber dayva minimal yang digunakan dalam pelayanan.

h. Menerapkan pengelolsan  keuangan BLUD  dan  mengembanghkan
kelembagaan  secara profesional tanpa adanya tekanan yang dapat
memberatlkan operasional pengelolaan KKI1Y Kaimana Faldalk.

¢. Mengelola taril jasa konservasi (jasa perlindungan, pelestarian dan
pemanfaatan sccara berkelanjutan) untuk mendukung pembiayaan layanan
dasar.

Sedanglkan kewajiban UPTT} Pengelolaan KKP Kaimana adalah:
g, Mengupayvakan peningkatan kinerja layanan secara lerius menerus dengan
melakukan evaluasi atas pencapaian SPM sehagai alat akuntabilitas publik.



. Melakukan perbaikan perbaikan pada unit kerja yvang pencapaian standar
kinetjanya masih dibawah SPM.
¢. Memberikan informasi secara transparan terhadap pencapaian SPM.

2.5, Prosedur Pelayanan

Proscdur pelayanan di BLUD UPTD Pengelolaan KKDP Kinmana disusun
dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOF.. SOF  merupakan
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyvelenggaraan  aktivitas. Tujuan penyusunan S0P pada BLUD UPTD
Pengelolaan KKP Kaimana adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana
dengan efisien, efekfif, konsisten/seragam dan aman  dalam  rangka
meningkatkan mutu pelayvanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.
Manfaat SOP hagi BLUD UPTD adalah memenuhi persyaratan standar
pelayanan KKD, mendokumentasikan langkab-langkah  kegiatan  dan
memasiikan  Pegawal BLUD UPTD memahami  bagsimana melakukan
pekerjaannya.

Alur pelayanan di BLUD UPTD disusun untuk membperikan kejelasan dan
kemudahan bagi masvarakat untuk mendapatkan pelayanan. Adapun uraian
S0P pada BLUD UPTD dapat dilihat pada lampiran.

2.6. Standar Pelayanan Minimal

Bernlasarkan Permendagri Nomor 79 tahun 2018, SPM memuatl hatasan
minim:l mengenal jenis dan mutu favanan dasar vang harus dipenuhi oleh unit
pelaksana teknis Daerah yang meneraplkan BLUDL Jenis layanan dasar,
indikator dan target pencapaian untuk menjamin mutu lavanan ielah disusun
dan ditampilkan pada tabel berikut, sedangkan Profil indikator masing-masing
SPM disajikan dalam lampiran 1.
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DAL3 11
RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

3.1. Rencana Pencapaian Indiletor 5PM

Pelaksunasan pelayanan dasar dilakukan oleh Pegawal dan/atan Tenaga
Profesional Lainnya dengan kualifikasi dan kompelensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Mckanisme penvelenggaraan lavanan dasar
akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Monitoring dan evaluasi {tonev) terhadap pencapaian SPM oleh BLUD
UITD Pengelolaan KKP Kaimana secara periodik atau sewaktu-waktu dilakukan
oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provingi Papus Barat. Monev ini
dilakukan dengsn mengacu pada fabel 2 di atas meliputi pemenuhan jenis
lavanan dan targel capaian indikator kinerja sesuai balasan waktu yang
ditentukan, Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Kepala Dinas dapat
mengikutsertalcan OP1) terkait dan /atau pihak ketiga vang herkompetlen. Di sisi
lain, BLUD UPTD Pengelolaan KK Kaimana menvampaikan laporan sccara
perindik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan,
penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas,

Tabel 3.1. Rencana Pencapaian Indikator SIPM Kawasan Konservasi Perairan

Kaimana
No. Indikatlor 2021 2022
1.1. | Tersedia rekomendasi dan/atau izin 28 %
penangkapan ikan .
1.2, | Tersedia rekomendasi dan fatau izin | 28 %
pembudidayaan ikan N _ k L
1.3. | Tersedia rekomendasi dan/alau izin pariwisata | 28 9%
alam perairan . - !
1.4, | Tersedia rekomendast danfatag izin 28 %
penelitian / pendidikan
2.1, | Terlaksana pengawasan Kawasan konservasi 1M 69 %,
berbasis masyarakat
2.2, | Terlaksana monitoring dan evaluasi target L
o konscrvasi kawasan
2.3. | Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi 9() Ya
sosial ckonomi dan budaya kawasan
- 3.1, | Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui 51 %
_  pendampingan masvarakat -
| 3.2 | Terjalin kemitraan dengan masvarakat 3084 _B7% |
4.1. | Terlaksana pendidikan konservasi dan 10 % 78 %
| lingkungan hidup serta penvadartahuan _
| masyarakal e
4.2, | Tersedia data dan informasi mengenai tata 70 %
f | Kelola Kawasan Konservasi :
4.3. | Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan | 66 T
| konscrvasi -
4.4, | Tersedhia data dan informasi sosial, ckonomi 50% | 66%
dan budaya Kawasan
1.5. | Tersedia bahan, juknis dan pmsgdur' 30 %% TO %




No. | Indikator 2021 2022
, pengelolaan kawasan afr=s

3.2. Strategl Pencapaian SPM berdasarkan Rensira

Strategl pencapaian SPM dilaksanalem melalui program kegiatan yang
disusun dalam Rencana Strategis KKI? Kmmmana, Kesesuaian Rencana Startegis
KKP dengan SPM sebagaimana pada lampiran 2.

3.3, Hencana Anggaran Bigvra

Rencana anggaran biava berdasarkan jenis layvanan dasar, dan jenis
belanja sebagaimana terlihat pada tabel beriloat,

Tabel 3.2, Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar

; . TAHUN (Rp}
No. ‘ JENIS LAYANAN DASAL Tt 1 oo
1.1. | Tersedia rekomendasi dan/atau 5
| penanglkapan ikan )
1.2, | Tersedia rekomendasi dao/atau 2
pembudidayaan ikan e
1.3. | Tersedia rekomendasi dan/atau 2
| pariwisata alam perairan
1.4, | Tersedia rekomendast danfatau | 2
| penelitian |/ pendidikan 1
2.1. | Terlaksana pengawasan Kawasan | 30
. konservasi berbasis masyarakal 1| i
22 | Terlaksana monitoring dan i 1
evaluas targel konservasi '
kawasan '
2.3. | Terlaksana monitoring dan E 1

fevaluasi kondisi sosial ekonomi
| tlan budaya kawasan .
3.1, | Terlaksana pemberdayaan | 2
| masyarakal melalul
| pendampingan masyvarakat
3.2. | Terjalin kemitraan dengan
masvarakat
4.1. | Terlaksana pendidikan
konservasi dan lingkungan hidup
' serta penvadartahuan
masyarakat i
4.2, | Tersedia data dan informasi 1
- mengenai tata Kelola Kawasan
| Konscrvasi
4.3. | Tersedia data dan informasi 1
. biofisik Kawasan konscrvasi
4. 4. | Tersedia data dan informasi 1]
sosial, ekonomi dan budaya
4.5, | Tersedia bahan, juknis dan 1 1
prosedur pengelolaan kawasan ;,

R

e EEE
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BAE IV
PENUTLIP

4.1. Kesimpulan

standar pelayanan minimal ini merupakan jenis layanan dasar yang ingin
dicapai oleh BLUILY UFTD) Pengelolaan KKP Kaimana, Pelaksanaan layanan dasar
dimaksud dilakubkan dalam kegiatan setiap hari berdasarkan tugas pokok dan
fungsi membanty Dinas dalam pengelolaan KKD Kaimana-Faklak, Capalan ini
dibuat dengan pertimbangan kemampuan Dacrah dan akan dipenuhi sccara
bertahap.

SI'M 1ni bersifat terbuka untuk umum scbagal bagian dan prinsip
keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik,. Standar ind selain menjadi
acuan bagi pengelola BLUD UPFTD Pengelolaan KKP Kaimana, juga menjadi
acuan bagi masyvarakat dan para pthak untuk mengevaluasi kinerja BLUD UPTD
Pengelolasn KK Kaimana.,

Semoga dokumen ini isa bermanfaal dan berguna bag pemenntah
Provinsi Papua DBaral terlebib khusus DBLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana,
dan seluruh pihak yang berkepentingsan dalam melindungi, melestarikan dan
memanfaatkan sumberdaya Taman Wisata Perairan di Kabupaten Kaimana dan
Taman Pesisir di Kabupaten Fakfak.

1.2, Saran

Indikator yang ada di dalam SPM ini dapat dievaluasi dan disesuailkan
hilamana dibulubhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyala di lapangan.
SPM pada BLUD UPTD KKP Kaimana juga akan direvisi apabila  terjadi
perubahan lingkungan sirategis dan perubahan perundang-undangan sehingga
fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu disesuaikan dengan mandat
kebijakan pemerintah [Daerah.

Walaupun dolkumen SPM ini telah tersedia, tetap diperinkan dukungan
dan keterlibatan seluruh Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana, Dinas,
dan lintas scktor terkait serta dukungan scluruh mitra pembangunan dan
masyarakal, pemerintabh Kabupaten RKaimana, RKabupalen Faklak dan
Pemerintah Provinsi Fapua Barat,



Lampiran 3. 1. Profil indikator SPM

Profil indikator 3I'M mcengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 tentang Kelawtan;, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelavan, Pembudi Daya Tkan, dan Petamhak
Garam; Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 85 Tabun 2021 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak wvuang Berlaku pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraluran Menteri KPP Nomor 47 f Permen
KPP/2016, Peraturan Menferi Kelautan dan Perikanan Nomor 3 /PERMEN
KP/2019; Persturan Menteri KP Notmor 31/Permen-KP/2020 dan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/ Permen-KP /2020, seria Keputusan
Direktur Jenderal Pengelobmn Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelalaan Kawasan Konservasi (EVIKAJ,

yang meliputi:

a. layanan Rekomendasi atau Penangkapan Ikan dan TANDA DAFTAR
KEGIATAN PENANGEKAPAN TKEAN UNTUK NELAYAN KECIL (TDKPI)

Judul | Pelayanan Bckomendasi atan perizinan penangkapan ikan

I*asar Hukum l. Undanpg Undang Nomor 32 Tahun 2014 fentang Kelautan,
Pasal 51 ayal 4, setiap scklor yang melaksanakan
pembangunan di wilayvah persiran dan wilayvah yurnisdilesi
harus memperhatikan kawasan konservasi.

2. Unmdang-undang nomor 11 tahun 2020 fentang Cipla kerja,
pasal 20 aval 1, Seliap orang yang melakulkan wsaha
perikanan di wilayah pengelolaasn perikanan Negara
Republik Indonesia wajib memenuhr Pemimnan Herusaha
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuad
dengan  kewenangannya berdasarksan norma, standar,
prosedur, dan krilema yang ditetapkan oleh Pemeriniah
Pusat.

3. Permen KP Nomor 31 ahun 2020 leniang Penkanan, pasal
36 avat (1} huraf e, Satuan Unit (Organisasi Pengelola
melaksanakan pelayanan perizinan dan pemantaatan
Kawazan Konservasi;

4. Umndang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Penkanan
schagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang 45
Tahun 200 lenlang Perubahan alas [Undang-Undang
Momor 31 tahan 20041 tentatyy Perikkatiac;

. Peraturan Pemerititah Nomor 60 tabun 2007 tentang

' Konservasi Sumber Daya oo

6. Peraluran Pemennlah Nomor 75 Tahun 20105 tentang Jems
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bulcan Pajak vang
Berluku Pada Kementenan Kelautan Penkanan;

( 7. Peraturan Mentenn Kelautan dan Penkanan Repubhk

Indonesia Nomor 32 [ PERMEN-KP /2014 Tentang Pelavanan

| Mublik di Linglaangan Eementerian KEelautan dan Perilanan

sebhagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

i Kelautan dan  Perikanan Republik Indoncsia  Momor
PER.33,/FPERMEN-KP/2017;

&, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

9. Peraluran [reklur Jenderal Penpelolaan Ruang Lauol
Nomor 20/TER-TALPRL/201T7 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Puablik di Lingkungan Dircktorat  Jenderal

' x Pengelolaan Ruang Laut;

| Drirnensi Mutu Pemanfaatan Terkendali

Tujuan Tergambamyn  lkanega UPTD KK Kaimana-Fakfalke dalam

upaya  pelaksamsan  layanan rekomendas atau peranan

petangkapan Kan




13efimis Pelayanan pEi:ua‘ml'aaLan dilalkulan terhadap pemohon @n |

(pcrasional prnangkapuan ikan di kawasan konscrvasi.

Frekuensi [ Setiap Orang yvang melakokan usaha pemanfaatan di KKD

Pengumpulan data | Kenmana-Fakdfal wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan
| seliap 3 (hga) bulan vang memuat perkembangan pelaksanaan

| kegiatan pemanlaatan.

Periode Analisa | Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedildt selali dalam

& fenam | bulan.,

i Numcrator Pelayanan  pemmnlaalan Kawsassn Konscrvasi vang  oelah
[ dilakukan
| Denumerator Permohonan pemanfaalan Hawassn Komservasi :,rvangd_[tcrm;a
Sumber Data Surat izin penangkapan ikan (SIP])/ surat izin kapal pengankut
tkan {SIKPI), sural latk operasi, surat persetujuan berlayar
Standat Pemanfasatan kawasan konservasi sesual daya  dukung |

kawasan hkonservasi, dengan 100% pemegang izn yang
melaporkan Kegiatannys seria [00% pemanfaat yang memiliki
_ izin. .
| Penangpungiawab | Kepala Seks: UPTD Pengelolaan KKP Kaimana ‘
Pengumpul Data

Langkah Kepialan |

1. Memenuhi kewajiban perizinan sesusi dengan |

i ketentuan peraturan perundang-undangan;

| 2. Menggunakan kapal perikanan berukuran paling |
besar 10 {sepuluh) GT: '

3. Twkas  penangkapan di zona pemanfaatan
terbatas pada subzona perikanan tangkap;

4. Menggunakan jenis alat penangkapan ikan yang

ramah lingkungan;

Apabila terdapat jenis ikan dilindung yang

lerlangkap scecara lidak scngaja dalam kondisi

masih hidup malka harus dilepaskan kembali ke
prerairan dan melaporkannyva kepada pengelola

Kavwasan KEonservasi;

fr. Apabila tertangkap sccara ldak scngaja dalam
kondisi sudah mali maka bangkai jenis ikan
dilindung terscbut discrahkan kepada pengelola
Eowasan Konservasi;

. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam
keadaan terancam dan masih hidup, harus
melakukan  tindalkan penyelamartan dan
melaporkanmya kepada  pengelola  Kawasan
Konservasi:

8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam
keadaan matfi, maka bangkai jenis ikan dilindungi |
tersebul diserahkan kepada pengelola Kawasan
Konservilss; |

9. Mcmbuat laporan hasill tangkapan dan
menyampaikan laporan sccara berkala kepada |

| prngeiola Kawasan Konservasi;

). Melaporkan kepada pengelola KEawasan
Konservasi segala bentuk pelangearan yang
terjadi di Kawssan Konservas;

L1.Tidak membuang sampah atau bahan lain yang
berpotensi menimbulkan peneemaran di Kawasan
Konscrvasi.

Monitoring Eﬁ- Podoman Telkniz Evaluasi Pengelolann Kawasan Konservasi

Evaluasi

E.."I

=1

b, Layanan Rekomendas dan/atau pembudidayaan lkan dan Tanda Daftar



Kegiatan Pembudi Daya Tkan Kecil T Kkpn (TDKPDIK)

Judul ' Layanan rekomerndasi alau perizinan hudldavn ikan _

Dasar Hukum 1. Undang Undang Nemor 31 tahun 2004 tentang Perilanan
schagaimana telah diubah dengan Undang Undang 45
Tahun 2009 tenlang Perubaban atas Undang-Undang
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perilianan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
Pasal 51 ayat 4, sctap scktor vang melaksanakan
pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiks
hamis memperhatikan kawasan konservasi;

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 leniang
Konservasi Sumber Daya lkan;

4. Peraturan Pemenntah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis

dan Tanl atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku Pada Kementerian Kelauian Penkanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perkanan Republik

Indonesin Nomor 32/ PERMEN-KP/201 4 Tentang Pelavanan

Publbk Jdi Empkunpgan Kementerian Kelautan dan Perikcanan

sebagaimana  lelah diubah dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Penksanan Hepublik Indonesia Nomor |

PER.33/PEEMEN-KP/2017;

0. Peraturan Menteri Kelaulan dan Perkanan  Republik
Indonesia  Nomor PER.47/PERMEN-KP/2016 ftentang

| Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan:

[ 7. Peraturan TIhreklur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut |

' Nomor 20/PER-INIPRL/ 2017 tentanp Peduman Standar

Pelayvanan DPublik dJdi Lingkungan Direkioratl Jenderal

Pengelolaan Huang Laut;

Trierverusn Blentas [ O L — ] - B

Tujuan Tergambarmya kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kuimana

dalam upaya pelaksanusan layanan rekomendasi atau perizinan
| pembudidayaan ilzan

it

| Definisi Pelavanan pemanlaatan dilakukan terhadap pemohon izin
Operasional | pembudidayaan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi | Betiap (Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di KKD

Pengumpulan data | Kaimana-Fakdak wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan
seliap 3 (Uga) bulan vang memuat perkembangan pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan.

Periode Analisa Monitoring dan cvaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam
6 [enam) bulan.

Muineralor Pelayanan pemanfasian Kawasan Konscrvasi yvang  telah
dilakulcan

| Deniumerator Permmohonan prmanf:—t.—ﬂ.—m F{ﬂvmmn Konservasi yang diterima

Sumber Data izin kegiatan Pembudidayaan lkan vang diterbitkan dalam
bentuk SIUP di bidang Pembudidayaan Than

| Standar Pemanfaatany kawasan konservasi sesual dayva dubung

kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin  vong
melaporkan Kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki |
LEET]. |
| Penanggungjawab | Kepala Scksi UPTD Pengelolaan KKF Kaimana "-
| Pengumpul Data = .
Langkah Kegiatan | 1. Memenuhi kewajiban perizinan scsual dengan kelentuan |
peraturan penindang-undangan:
. 2. Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona
poemanfaatan (ecrbalas pada subzona pembudidayaan ikan;
3. Luasan subrona pembudidayasn kan vang  dapal
dipergunakan untuk pembangunan sarana budideye,
sesual dengan standar telonis pembudidayvaan ikan:
| 4. Alokasi subzona pembudidayaan ikan unluk pembudidaya
[ | ikan lekal sekurang Eurangnvae o{Pe dan total subzona
| | PEH'Il'ﬁIl]f]'ill']j-I:_-'.j-l::II'I ik WETLE boleh d_imanfaaﬂ:an;




| 6.

Wajib melibatkan dan memberdayakan pembudidaya ikan
lokal atau masyvarakat lokal yang bermukim di sckitar |
Kawazan Konservas;

Jenis iken yvang dibudidayakan tidak termasuk dalam
Kategori jems tkan invasifl atau jenis ikan lainnya vang tidak |
diperbolehlcan dibudidayakan di Indonesia;

. Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan
vang dibangun tidak menggangsu fungsi utama Kawasan
Konscrvasi;

Teknologi  budidaya yang digunakan adalab teknologi
budidaya ramah lingkungan dengan mencrapkan prinsip-
prnsip card budidaya Ikan yvang baile,
Mematuhi ketenfuan dan  perafiiran yaog
Kawasan Konservasi; dan

=]

0, beriakua  Jdi

10.Mematuhi  arshan dan  petunjuk  pengelola  Kawasan
! Konservist _
I Monitoring & | Pedoman Teknis Evaluasi Penpelolaan Kawasan Konscrvasi
| Evaluasi
. Lavanan Relomendasi dan/atau Pariwisata Alam Perairan
LJudul Layanan relomendas atau pm::::nm panwisata alam perairan
l. Undung-TTndang Momer 31 tahun 2004 h‘nmng Poribcanan

| Drasar Huloum

sebagmimana leluh dinbah dengan Undang-Undang 45
Tahun 2009 ientang Perubahan atas Undang-Undang |
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; |
Undang UIndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, |
Pasal 28 ayal 3, pengembangan wisata bahari dilaksanakan |
dengan mempertimbangkan aspek kepenlingan masyvarakai
lokul dan keanfan lokal serta haras mcmperhﬂm::an
kawasan konservas perairan.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007
EKEonservas Sumber Dava [kan;

Peraiuran Femeniniah Nomeor 75 Tahun 2015 tentang .Jenis
dan Tanl atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku Pada Kementerian Kelautan Perilanan:

Peraturan Mentenn Helautan dan Ferilkanan  Republilk
Indonesia Nomor 32 /PERMEN-KP/ 2014 Tentang Pelayanat
Publik di Lingloungan Kementerian Kelaulan dan Perikanan
schagamana telah diubah dengan DPeraturan Menteri
Kelautan dan Derikanan Republik Indonesia  Nomor
PER.33/ PERMEN-KP/2017;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Indonesia. Nomor DPEEAY/PEREMEN-KP/2016
Pemanfaatan Kawasun Konservasi Perairan;
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolsan Huang Laot
Nomor 20/PER-DJPRL/201T7 tentang Pedoman Standar
Pelavanan DPublik di Lingkungsn Direldorat JJenderal
Pengelolaan Huang Laut;

fentang

n

RBepulblik
tenitang

| Definisi

| Operasional

| Pengumpulan data

[h:.m:n::i-: Mutu

ED LLjLITL

Frekuens:

DMemanlaatan Terkendah

Tergambarnya kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KEFP Kaimana
dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendast alau perisinan
pariwisata alam perairan
Pelavanan pemanfaatan dilakulkan terhadap pemohon izin |
pembudidayaan ikan di kawasan konservasi. '
Setiap COrang vamg melakukan usaha pemanfaatan di KKD
Kaimana-Faklak wajib membuat laporan kegiatan pemanfatan |
sctiap 3 (Hga) bulan yang memuat perkembangan pcl,._l_lus,_md,_m

kegiatan pemanfaatan.
—I

Poriodde Ansliza

Monitoring dan evaluasi dilabmkan paling sedilkit sekal dalam
6 [¢nam) bulan.

Mumernalor

Pelayvanan pemanfaatan Kawasan Eonservasi  yang  lelah

dilalulcan




Denumeraior

Permnohonan 'prTn anfaalan l{aw&san_ﬁuﬁsfwasi yang diterima

Sumber Data

lxin kegialan Panwisala Alam Perairan dalam bentuls 1) Karcis
Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam
Perairan; dan 2) SIPPAP untuk Pengusahaan Panwisata Alam

Perairat.

Standar

Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung
kawasan konservasi, dengan 1007 pemegang izin yang
melaporkan kegiatannya serta 1000 pemanfaat vang memilild

1750

Penanggungjawab

Pengumpul Data

Kepala Selesi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

d.

Langkah Kegiatan

]'l.;'Enni!m'i:ng & | Pedoman Toknis Kvaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
Evaluas

1. Memenuhi Eowajiban perizinan sesuai dengan kelentuan
peraiuran perundang-undangan;

2, Kegiaboan puariwisals alam perairan dilakoksn di zona
pemanfaatan terhatas pada subzona pariwisata:

3. Thlakulkan i lokas yang diperuntukkan untuk masing-
masing jenis kegiatan pariwisata alam perairan;

4. Melaporian kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila

melihat atau mengetahui terjadinya ancaman lerhadap jenis | .

ikan dilindungi; |

Melaporkan kepada pengeloln Kowasan Honserviast ﬁtag.ul:,ll

beniulk pelanggaran yvang lerjadi & Kawasan Konservasi; I

6. Mengsunakan jenis dan standar peralalan keselamatan
sesual dengan jenia aktivitas wisata vang dilakualkan;

o

7. Mempunyai kemampuan scsual dengan jenis aktivitas |

wisata vang dilakuican: |

| 8. Didampingi oleh pemando wisaia lokal alau pengelola |

KEawaszsan Konservasi;

| 9. Tidak melakukan aktivitas wisata vang menvebablkan |

kerusakan ehosistemn, membahayalkan jenis ikan dilimdung, |
pencemaran dan  atoa/kepalon vang membahayvabkan
kesclamatan wisatawan;

10.Tidak mcmbuang sampah atau bahan  [Ban yang
menyvebabkan kerusakan Ekosisiem, membahayvakan jenis
ikan dilindungi, dan pencemaran;

Layanan Reckomendasi dan/atau 1zin Penelitian / Pendidilcan

<Juned el

| Layanan rekomendasi atau perizinan penelitian dan pendidikan

Drasar Huloam

: 1. Unda.ﬂg Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Penkanan

stbagaimana (clah diubah dengan Undang Undang 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas [Indang-Undang
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
Pasal 51 avat 4, sctiap scktor vang melaksanakan
pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdilesi
haris memperhatikan kawasan Konservasi.

3. Peramuran Pemerintah Nomor 60 mbhun 2007 lentang
Konservasi Sumber Paya Tlcan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penenmaan Negara Bukan I'ajak vang
Berlaku Pada Kementerian Kelautan ’erikanan;

5. leraturan Menteri Kelautan dan Perkanan Re puh]ﬂq
Indonesia Nomor 32 /PEEKMEN-KP/ 2014 Tentang Pelavanan |
Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan |
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Menterd |
Kelaulan dan  Penkanan Repuhblik Indonesia  Nomor |
PER33MPERMEN- K1/ 2017;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Pernkanan Republik
Indonesia  Nomor PER.4T7/PERMEN KP/2016  tenlang

Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;




Dhnmmernst Mol

7. Peraturan 1Mrekfor  Jenderal T“m]gﬂlﬂlmm R'-‘-“-“E Lzt

| Pﬂmmﬁmtam Terkendal

Nomor 20/PER-DJFRL/2017 teniang Pedoman Standar
'elayanan [Publik di Lingkungan Dircktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Lat;

Tujuan Tergambarnya lﬂ.m:rJa BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimansa
dalam upayva pelaksanaan lavanan rekomendas atau pensmnan
| penehitian dan pendiudikan

i Drefimisi | Pelayanan pemanfaatan  dilakukan  terhadap  pemohon
| Operasionad | perizinan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi, R
| Frekuensi | Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di KKD

| Pengumpulan data

Kaimana-Faklak wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan

setiap 3 (tiga) bulan vanyg memual perkembangan pelaksanaan |

kegiatan pemanfaatan.

Pertodde Arialisg

Monitering dun evaluasi dilukukan paling sedikit sekall dalam |

6 (enam| bulan.

Mumorstor

Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah |

clilakoukan

L Denumerator
Sumber Data

| Standar

'f'fna'négriﬁgiawa]}
P ngumpu[ 1rata

Langkah Kegialan

Monitoring i

Eovrss s

' 3. Pada saat kesiatan didampingi oleh pendamping  dari

(4. Jumlah peserta untuk setiap kali kunjungan schkurangg-

o

(6. Dalam hal melakukan kegiatan di bawah permukaan air,

Permohonan pemanlaaian Kawasan Konservasi yang diterima |
Izin kegiatan Penelitian vang diterbitkan dalam bentulk: I

1) izin Lithang Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan |

obyell vang memililki karakteristik umik

2] Tanda Masuk KKD untuk Penelitian.

3] Izin kegiatan Pendudikan vang diterbitkan dalam bentuk
Tanda DMasuk Kawasan Konservasi Perairan untuk

___Pendidikan.

Pemanfaatan kawasan konscrvasi  sesual dava dukung

kawasan konscrvasi, dengan HHFs pemcgang izin yang

melaporian kegiatannya serta 10080 pemantaat vang memiliki

LELT1.

Kepala Seksi UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

1. Memenuhi kewajiban perizinan scsuai dengan ketentuan
peraturan penudang-undatigac;

2. Tidak mengganggil danfatau membahayakan jemis ikan
dilindung, jenis ikan dan/atau objek vang menjadi target
konservasi;

inatitus asal dan pengelola Kawasan Konscrvasi;

Eurangnya 20 (dua pulub) individe;
. Menggunakan peralalan keselamatan, schurang-kurangnva

pelampung keselamatan;

hanva bhaoleh dilakukan oleh peserta vang mempunyad
kemampuan menyelam dengsn  kuahfikass A2 atau
sederajat;

¢ 7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi |

menimbulkan pencecmaran di Kawasan Konservasi;

. Mematuld  ketentuan dan proraiocan yang becksko l;lj;

Kawasan Konservast; dan

Konscrvasi
Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolsan Kawasan Konservasi ;

‘9, Mematuhi arahan dan petumjuk  pengelola ﬂ.awas.an



Lampiran 3.2. Program dan Kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan KRKF RKaimana

s . INDIKATOR : ciac
SPM INTHEATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
1. Layanen | arekemendas ym Penyediaan 1.1 Tersedia  rekomendasi  izin
rekomendasi | penangkapan ikan rekomen-dasi penanglkapan ikan
Perisimsam selnairyraks 2EM peman faatan 1.2 Tersedin rekomendasi izin
pemanfaatan | horekomendasi Hin Kawasan pembudidayaan ikan |
Kawasan pembudidayasn ikan kemservasi 1.3 Terasedia rekomerdasi izin |
Konscrvasi sehatvak 28%, pariwisata alam perairan '
o.relomendasi ijin 1.4 Tersedian relomendsasi  ign
pariwisala alam perairan penelitian dan pendidilan
sebarrvak 28
. rekomendasi ijm
peneliian daty
pendidikan sebanvak
. - ) R |
2. Layanan a.Pengawasan berbasis | Pengawasan.m | 2.1, Terlaksananya — pengawasan
| Pengawasan masya-rukal sebanyak 30 | onitoring  dan Kawasam  konservaen Lerbasis
| dan keshi dalam setahun evaluas masvarakat dalam rangka
Pemanlauamn b.monev target KK 90 %o meninglatican leepatuham dim
Pemanfaatan | comonev sosekbud | menglirang ancaman
Kanwaasian scbanyalk 90 % : 2.2, Terlaksana  monitoring  dan
Kuonservasi - evaluasi  target  konservasi
kawagan
2.3, Terlaksana  monitormg dan
evaluasi kondisi sosial skonomd
dan budaya kawasan —
3. Layanan a.perdarnpingan tld Pemberdayim | 1.1. Terlaksana pemberdayaun |
pember- Masvarakal sebanyak masy masyarakat melalud |
dayaan e Leetnitraun pendampingan masyarakel
masyarakal h.terbangain kemitraan .2 Terjalin  kemitraan  dengan |
dan kemitraan | masy/adarsebanyak masyarakat dalam  remgka |
6T, mendukung  tujusn dan |
mementihi kebutuhan |
. i _ pengelolaan o
A. Loyaran a_pendidilkan komservass | | opelaksataan | 4.1, Terdaksana perchidikan
penyadar- dan LH sebanyak V8% elilelat konservasi desm Hopkoangan
tahuan dan | bdata tata kelola KK 1 konservas hidup se1Ta kegiatan
[ penye-diaan laporan tiap tahun alauw tdan L1 penyadartahuan masyarakal
| inforooas TP 2. Penyedizem 4.2, Terselia data dan  informasi
perlindungan, | o.dala biofisik KK 1 laporan databse dan | mengema tata Kelola Kawasan
peles-tarian tiap tahun atay 66 S0P ' Konservas
dan d.data sosckbud | laporan pengelolaan | 4.3. Tersedia data dan  inforroees
pemanfastan ap tahun atan G6%h KK | Iinhxik Krwasan konservasi
Kawsasan | e tersedia julmis dan SOF 4 | 4.4 Tersedia data dan informas
hornseryas [ Engah arau TPo sosial,  ekonomi dan  budaya
SCCATE K=z
erkelanjutan 4.5 Tersedia Bahan,  juknis dan

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala

Dorsinta B L. Hutaba

0 Hulk

, S.H., M.M.

PEMDBINA TE 1 [TV/b)

NIF. 19660705 1

9201 2 002

prosedur  yang  diperlulan |
dalirmmn mengelola kawasan, '

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW



